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Transliterasi adalah sistem penulisan lambing bunyi. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Transliterasi yaitu 
adalah penyalinan dengan menggunakan huruf dari abjad ke abjad lain. 
Transliterasi yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah pemindah 
alihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan bahasa 
Arab ke bahasa Indonesia. 
Banyak ketentuan transliterasi yang digunakan, namun Fakultas 
Syariah menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan EYD plus dari 
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1998 Nomor: 158 
Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagaimana yang tercantum dalam 
buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Tranliteration), 
INIS Fellow 1992. 
B. KONSONAN 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam hurif 
latin dapat dilihat pada halaman berikut: 
 Dl= ض Tidak dilambangkan ا
 Th= ط B = ب
 Dh= ظ T= ت
 koma menghadap)’= ع TS= ث
keatas) 





 F= ف H= ح
 Q= ق Kh= خ
 K= ك D= د
 L= ل Dz= ذ
 M= م R= ر
 N= ن Z= ز
 S َ =W= س
 H= ه Sh= ش
 Y= ي Sh= ص
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan, namun apabila di tengah atau akhir kata, maka 
dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) untuk mengganti lambang “  ع 
”. 
C. Vokal Panjang, dan Diftog 
Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal 
fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. 
Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang= ,misalnyaقال menjadi qla  
Vokal (i) panjang= ,misalnyaقيل menjadi q la 





Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 
“i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ 
nisbat akhirnya. Befitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah 
fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw)=لو misalnya  قول menjadi qawlun  
Diftong (ay)=ئي misalnya  خير menjadi khayrun 
D. Ta’ Marbuthah (ة) 
Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada 
dikalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya  الرسالة المدرسة 
menjadi al risalati al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah 
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
ditransliterasikan dengan  
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, 
misalnya فىرحمة اللهmenjadi fi rahmatillah. 
E. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah 
Kata sandang berupa “al” () dirulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Contoh: 
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....... 
2. Billah ‘azza wa jalla. 





Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus 
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut 
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem 
transliterasi. 
Perhatikan contoh berikut: 
“....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin 
Rais, mantan Presiden MPR pada masa yang sama, telah melakukan 
kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka 
bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat 
diberbagai kantor pemerintahan, namun....” 
Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” 
dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa 
Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut 
sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang 
Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-
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Muhammad Maulana Tajuddin, 16220100, 2020. Analisis Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia 
Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Dan 
Pemikiran Syeh Waliyullah Ad-Dahlawi. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H 
Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia, Rahn Tasyjily, Syeh Ad-Dahlawi 
Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 membawa 
perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. 
Penerima fidusia tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara 
sepihak, melainkan harus melalui prosedur pengadilan terlebih dahulu. Hal 
tersebut tentu saja membuat sebagian perusahaan pembiayaan (leasing) merasa 
resah, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) 
terhadap objek Jaminan Fidusia, sedangkan mereka khawatir kalau tidak 
bergerak cepat maka mereka akan rugi akibat cidera janji yang dilakukan 
debitur. 
Fokus dalam Penelitian ini adalah, 1) Bagaimana Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia ditinjau 
dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008? 2) 
Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang 
eksekusi jaminan fidusia ditinjau dari pemikiran Syeh Waliyullah ad-Dahlawi? 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Metode 
pengumpulan data data dengan cara metode studi literisasi. 
Hasil dari penelitian ini ialah, 1) Dalam perspektif fatwa DSN MUI 
Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak 
kreditur pada putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019  telah sesuai dengan 
ketentuan dalam fatwa DSN-MUI2). Berdasarkan pemikiran syeh waliyullah ad-
dahlawi terhadap putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, seharusnya: kreditur 
tidak semena-mena dalam melakukan sita eksekusi jaminan fidusia milik 
debitur. Kreditur seharusnya memberi peringatan yang tegas terlebih dahulu 
sebelum dilakukan sita jaminan, dengan memberi tenggang waktu agar si debitur 
bisa mendapat keluasan untuk berusaha mengumpulkan harta agar bisa menutup 
dan melunasi hutangnya, karena memang tidak ada niatan bagi orang tersebut 
untuk berbuat zalim. Kecuali jika orang yang bangkrut tersebut ada niatan buruk 
dalam artian tidak mau membayar dengan cara menyembunyikan hartanya, 
maka dalam hal ini orang yang bangkrut (muflis) bisa mendapatkan ta’zir atas 











Muhammad Maulana Tajuddin, 16220100, 2020. Analysis of Constitutional 
Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 concerning Execution of Fiduciary 
Guarantee In Perspective of Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 
And Thought of Syeh Waliyullah Ad-Dahlawi. Thesis, Sharia Economic 
Law Study Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 
Malang, Supervisor Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H 
Keywords: Fiduciary Guarantee Execution, Rahn Tasyjily, Syeh Ad-Dahlawi 
With the issuance of the Court's Decision No. 18/PUU/XVII/2019 brings 
new changes to the procedures for the execution of fiduciary collateral objects. 
Fiduciary recipients can no longer carry out the execution of collateral objects 
unilaterally, but must go through court procedures first. This of course makes some 
leasing companies feel restless, because they should no longer perform their own 
executions (parate executions) against fiduciary security objects, whereas they are 
worried that if they do not move quickly then they will lose due to the injury of the 
debtor's promise. 
The focus of the research in this thesis is: 1) How is the Decision of the 
Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 concerning the execution of fiduciary 
guarantees reviewed in the perspective of fatwa DSN MUI No. 68/DSN-
MUI/III/2008? 2) How is the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-
XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantees reviewed from the thinking of 
Syeh Waliyullah ad-Dahlawi? 
This research uses normative legal research using statutory, case and 
conceptual approaches. Data collection method by means of literization study 
method. 
The result shows that: 1) In the perspective of the fatwa DSN MUI No. 
68/DSN-MUI/III/2008 the execution of guarantees carried out by the creditors in 
the decision of the Court No. 18/PUU-XVII/2019 is in accordance with the 
provisions in the DSN-MUI fatwa. 2) Based on the thoughts of Syeh waliyullah ad-
dahlawi against the decision of the Court No. 18/PUU-XVII/2019, it should be: 
creditors are not arbitrary in carrying out the execution of fiduciary guarantees 
belonging to the debtor. The creditor should give a firm warning before the bail is 
confiscated, by giving a grace period so that the debtor can get the breadth to try to 
collect the property in order to close and pay off the debt, because there is no 
intention for the person to do wrong. Unless the bankrupt person has bad intentions 
in the sense of not wanting to pay by hiding his property, then in this case the 
bankrupt person (muflis) can get ta'zir on the orders of the ruler and also have to 
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شرف المم اإلسالمية الحكومية ،ماَلنج ،، بجامعة موَلنا مالك إبراهياإلسالمي، كلية الشريعة
 الحاج عباس عرفان الماجسُير الدكُور:
 شيخ الدهالويإعدام بكفالة ائتمانية، راهن تاجيلي، :  الكلمات المفتاحية
َر ق ُتجلب تغييرات جديدة على  ،PUU/XVII/2019/01 رار المحكمة الدسُورية رقممع صد
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َعد المدين.  حين أنها تشعر بالۡلق من أنها إذا لم تُحرك بسرعة فسوف تخسر بسبب إصابة 
كيف يُم مراجعة قرار المحكمة الدسُورية رقم   (0 محور البحث في هذه الرسالة هي : 
81/PUU-XVII/2019 منظور الفُوى  عنشأن تنفيذ الضمانات اَلئُمانية بDSN MUI No. 
68/DSN-MUI/III/2008 01كيف يُم مراجعة قرار المحكمة الدسُورية رقم   (6؟/PUU-
XVII/2019 َُي؟هَلي الله الد ختفكير شي عنمانية بشأن تنفيذ الضمانات اَلئ   ال
َاالبحث الۡانوني المعيار ثم تصنيف هذا البحث على أنه  لحالة ي باسُخدام النهج الۡانونية 
 .عن طريق اللُر َتۡنيات جمع البيانات المسُخدمة هيَالمفاهيمية. 
تنفيذ  DSN-MUI/III/2008/21 رقم. DSN MUIفي منظور الفُوى  (0أظهرت النُائج أن: 
يُفق مع أحكام  PUU-XVII/2019/01الضمانات الُي ينفذها الدائنون في قرار المحكمة رقم 
-PUU/01بناء على أفكار صي ح الله الله ضد قرار المحكمة رقم  (DSN-MUI. 6وى فُ
XVII/2019،  ينبغي أن يكون: الدائنون ليسوا تعسفيين في تنفيذ الضمانات اَلئُمانية الخاصة
َذلك بمنح مهلة لكي يُمكن المدين  َينبغي للدائن أن ُيحذر بشدة قبل مصادرة الكفالة،  بالمدين. 
َلة لُحصيل الممُلكات من أجل إغالق الدين َسداده، ألنه َل من الحصول  على اَلتساع في محا
توجد نية ألن يرتكب الشخص خطأ. إَل إذا كان الشخص المفلس لديه نوايا سيئة بمعنى عدم 
الرغبة في الدفع عن طريق إخفاء ممُلكاته ، ثم في هذه الحالة يمكن للشخص المفلس الحصول 








A. LATAR BELAKANG 
Kehidupan manusia sangatlah erat hubungannya dengan berbagai 
macam aktivitas kegiatan ekonomi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-harinya. Dalam prakteknya, usaha yang dilakukan tidak semuanya 
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tidak dapat dipungkiri 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia masih membutuhkan bantuan 
dari pihak lain, semisal permasalahan hutang -piutang. Pada umumnya dalam 
persoalan hutang-piutang yang menjadi rujukan manusia untuk mencari sumber 
pinjaman salah satunya ialah lembaga perbankan. 
Eksistensi dunia perbankan dalam kehidupan manusia sangatlah 
berperan dalam membantu memenuhi keperluan hidup masyarakat terlebih 
apabila berhubungan dengan masalah pinjaman uang. Namun tidak secara cuma-
cuma bank memberikan pinjaman kepada masyarakat, biasanya perbankan 
membutuhkan jaminan yang dilakukan oleh debitur. Hal ini dimaksudkan agar 
debitur benar-benar melunasi hutangnya, apabila dalam jangka waktu yang 
ditentukan belum bisa untuk melunasi hutangnya. Hal ini juga merupakan 
bentuk antisipasi kehati-hatian bank apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan 
debitur di kemudian hari. 
Dalam praktik perbankan jaminan kebendaan yang dilakukan di bank 
biasanya menggunakan jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda 
yang bergerak.1  Jaminan fidusia sendiri telah diatur dalam  payung hukum 
                                                          





tersendiri yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 
sebagai lembaga yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum 
kepada pihak terkait dalam pemberian kredit bank.2  
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia, menyatakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu 
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi 
yang dialihkan adalah kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan 
fidusia, sedangkan bendanya tetap dikuasai oleh debitur pemberi fidusia. 
Munculnya lembaga fidusia ialah untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam 
memperoleh kredit dengan jaminan benda. Kredit diperoleh, barang jaminan 
yang dimaksudkan masih berada dalam tangannnya sedang usahanya masih 
berjalan. 
Namun dalam prakteknya biasanya terdapat kendala-kendala yang 
menyebabkan debitur tidak bisa melunasi kewajibannya, sehingga dalam  hal ini 
menimbulkan cidera janji/ wanprestasi. Semisal sengaja tidak membayar, tidak 
mampu membayar, debitur meninggal dunia, barang jaminan rusak dan 
sebagainya. Apabila ketidaklancaran pembayaran disebabkan karena barang 
jaminan rusak, maka debitur diminta untuk mengganti barang tersebut, apabila 
disebabkan karena meninggal dunia maka pembayaran angsuran di lanjutkan 
pada suami/ istri atau ahli warisnya. Apabila debitur tidak mampu membayar 
atau tidak dapat membayar maka dilakukan eksekusi jaminan.3 
                                                          
2 Putu gede surya eka prayuda, Akinat Hukum Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Yang Sudah 
di Alihkan Sebelum Jaminan Fidusia di Daftarkan. Jurnal Garuda, 2 
3 Sinta Andriyani, Pelaksanaan  Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Kota 




Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan perusahaan leasing (pemberi 
kredit) dapat melakukan eksekusi objek jaminan kredit berdasarkan Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Namun 
kenyataan banyak perusahaan leasing sebagai pemberi kredit dalam melakukan 
eksekusi objek jaminan ketika terjadi cidera janji tidak sesuai prosedur hukum 
yang berlaku. Perusahaan leasing sebagai Pemberi kredit melakukan eksekusi 
secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu saat debitur  melakukan 
wanprestasi. Kreditur (leasing) melakukan tindakan sewenang-wenang, manarik 
kendaraan sebagai objek jaminan fidusia secara paksa dengan mengunakan  jasa 
deb kolektor yang mengarah perbuatan pidana. Debitur yang wanprestasi 
berhadapan dengan deb kolektor yang harus menyerahkan kendaraannya secara 
paksa kepada deb kolektor. Debitur yang berada pada posisi yang lemah tidak 
seimbang dengan kreditur pada posisi yang kuat secara ekonomi berhadapan 
dengan dengan deb kolektor yang disewa jasanya oleh perusahaan leasing.4 
Hal ini seperti kasus yang diajukan oleh oleh dua pihak yakni  Pertama 
Apriliani Dewi  kedua Suri Agung Prabowo sebagai pemohon ke I dan II. Tidak 
terima Alphard yang dibelinya tiba-tiba ditarik pihak leasing. Merasa tidak 
diperlakukan adil, mereka menggugat menggunakan UU Jaminan Fidusia ke 
Mahkamah Konstitusi (MK). "Sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, 
maka Pemohon I memiliki kewajiban membayar utang kepada leasing sebesar 
Rp 222.696.000,00 yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan mulai 
dari 18 November 2016,"5 urai pemohon. Selama 18 November 2016 hingga 18 
                                                          
4 Syafrida Ralang Hartati, Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.18/PUU/XVII/2019, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tama jagakarsa, 112 




Juli 2017, pemohon membayarkan angsuran secara taat. Namun, pada 10 
November 2017, pihak leasing mengirim perwakilan dengan membawa surat 
kuasa dari leasing untuk mengambil kendaraan Pemohon dengan dalil 
wanprestasi. Atas perlakuan tersebut, Aprilliani mengajukan keberatan, namun 
tidak ditanggapi hingga pada beberapa perlakuan tidak menyenangkan 
selanjutnya. Tidak terima dengan hal itu, Aprilliani meminta keadilan ke MK.6 
Dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, 
MK menyatakan bahwa “penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh 
melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan 
pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dan kreditur tidak dapat 
melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sendiri, kecuali debitur mengakui 
dirinya telah wanprestasi serta secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi 
objek dalam perjanjian fidusia.”7 
Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 membawa 
perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan. 
Penerima fidusia atau kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek 
jaminan secara sepihak, bertindak sewenang-wenang, secara paksa mengunakan 
jasa deb kolektor untuk menarik objek jaminan dari tangan debitur atau pemberi 
fidusia yang cidera janji. Tentu saja hal tersebut membuat sebagian perusahaan 
pembiayaan (leasing) merasa resah, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi 
sendiri (parate eksekusi) terhadap objek Jaminan Fidusia, sedangkan mereka 
                                                          
6https://oto.detik.com/berita/d-4858379/bermula-alphard-ditarik-mk-putuskan-leasing-tak 
bolehsepihak diakses 26 September 2010 pukul 23.01 




khawatir kalau tidak bergerak cepat maka mereka akan rugi akibat cidera janji 
yang dilakukan debitur. 
Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
18/PUU/XVII/2019, dilansir dari berita detik.com Otoritas Jasa Keuangan 
mencatat ada beberapa pengaruh yang dapat muncul akibat dari putusan MK8 
yaitu; menyebabkan potensi kenaikan suku bunga pembiayaan, dan juga 
biasanya menyebabkan kredit macet atau Non performing financing serta 
membuat adanya biaya eksekusi, kemudian akan timbul rendahnya kepercayaan 
kreditur terhadap debitur, terganggunya Iindustri keuangan, perbangkan, 
penggadaian, hingga teknologi, terganggunya industry otomotif kerena 
menurunya pembiayaan, dan berkurangnya infestor terhadap sektor 
pembiayaan.9 Dan masih banyak masih banyak hal negatif yang bisa saja terjadi 
akibat putusan tersebut. 
Secara khusus putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-
XXVII/2019 tersebut mempunyai kekuatan mengikat khususnya pada lembaga-
lembaga konvensional yang bertitik tumpu atas putusan Mahkamah Konstitusi, 
namun disisi lain banyak juga lembaga penjaminan syariah yang mengalami 
permasalahan yang sama dalam hal pembayaran kredit macet, cidera janji, 
wanprestasi, serta eksekusi jaminan. Lalu apakah bisa putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XXVII/2019 tersebut diterapkan juga dalam 
lembaga pemberi jaminan syariah? Jika dilihat dari kewenangannya yang berhak 
untuk menyelesaikan permasalahan pengaturan lembaga penjaminan syariah/ 
                                                          
8https;//m.bisnis.com/amp/read/20200210/89/11995588/putusan-mk-soal-eksekusi-objek-
fidusia-ini-7-dampaknya Diakses pada 12 Februari 2020 
9https;//m.bisnis.com/amp/read/20200210/89/11995588/putusan-mk-soal-eksekusi-objek-




bank syariah ialah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Karena dalam Undang-
undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan 
kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu 
DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. 
Salah satu fatwa yang dikeluarkan ialah fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-
MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasyjili. Adapun inti yang termuat dalam  fatwa 
DSN MUI tersebut yakni mengatur bagaimana tatacara untuk melaksanakan 
eksekusi jaminan (marhuun) apabila debitur (raahin) wanprestasi. 
Dalam sistem ekonomi syariah atau biasanya kita sebut dengan 
muamalah, juga mengatur transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah Islam. Banyak dari pendapat ulama fikih klasik maupun kontemporer 
yang dijadikan rujukan dalam memberikan solusi atas problematika sosial 
masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. sepreti ulama Madzahibul 
Arbaah (Hanafi, Maliki, Syafii;i dan Hanbali), Abdul Wahab Khalaf, Mustafa 
Ahmad Az-Zarq, Muhammad Syaltuth dan lainnya. Selain para ulama fikih 
klasih tersebut, juga terdapat ulama-ulama fikih kontemporer yang masyhur 
patut diakaji pemikirannya, salah satunya yaitu Syeh Waliyullah ad-Dahlawi, 
beliau adalah seorang tokoh pemikir Muslim pra modern, Salah satu 
pemikirannya dalam bidang ekonomi ialah tentang penyitaan harta debitur 
ketika tidak bisa melunasi kewajiban hutangnya. Kasus penyitaan harta sebagai 
jaminan utangg seringkali terjadi dalam praktik bisnis atau perekonomian di 
Indonesia. Apalagi situasi ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir 
kurang menentu, efek dari situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil pula. 




mempertahankan stabilitas kegiatan ekonominya. Pertanyaannya adalah, 
bagaimana perspektif hukum Islam terutama pemikiran Syehh Waliyullah 
terhadap penyitaan harta orang yang tidak mampu melunasi hutangnya? 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian terkait eksekusi jaminan berdasarkan putusan MK 
Nomor 18/PUU-XXVII/2019 dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia 
Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Dan 
Pemikiran Syeh Waliyullah Ad-Dahlawi.” 
B. Rumusan Masaah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 
tentang eksekusi jaminan fidusia ditinjau dalam perspektif Fatwa DSN MUI 
Nomor 68/DSN-MUI/III/2008? 
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 
tentang eksekusi jaminan fidusia ditinjau dari pemikiran Syeh Waliyullah 
ad-Dahlawi? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia ditinjau dalam 




2. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia ditinjau dari 
pemikiran Syeh Waliyullah ad-Dahlawi. 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
kepada berbagai pihak, baik akademisi maupun pihak yang memiliki hubungan 
dalam lembaga penjaminan. Sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua 
aspek: 
1. Manfaat teoritis 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan 
khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah khususnya dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif 
Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dan telaah pemikiran syeh 
waliyullah ad-Dahlawi. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk 
pengembangan pada penelitian selanjutnya pada tema yang sejenis untuk 
menyempurnakan penelitian berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran bagi 
masyarakat umum, debitur dan kreditur dalam penjaminan fidusia serta aparat 
hukum agar dapat mewujudkan sistem hukum lembaga penjaminan yang 
harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Selain itu dapat digunakan sebagai 
sarana pemikiran yang dapat menjadi pijakan dalam merevolusi 





E. Definisi Operasional 
Untuk memudahkan dalam memahami dan menghindari 
kesalahpahaman mengenai penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan 
terlebih dahulu mengenai istilah-istilah dibawah ini: 
1. Eksekusi  
Eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang 
bersifat final dan tidak bisa diubah lagi, sehingga pihak yang kalah mau 
tidak mau harus menaati putusan pengadilan dengan sukarela.10 
Eksekusi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah eksekusi objek 
fidusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019. 
2. Jaminan Fidusia 
Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas suatu benda bergerak 
baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak 
khususnya bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan.11 
3. Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah konstitusi merupakan lembaga peradilan yang 
mempunyai wewenang untuk melakukan judicial review (uji materiil) 
undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan yang ditetapkan oleh 
Mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga tidak bisa 
diajukan upaya hukum.12 Dalam penelitian ini putusan yang dimaksud 
ialah Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 
                                                          
10 Subekti, Hukum acara perdata, cet 3, (Bandung: Bina Cipta,1989), 130. 
11 Pasal 1 ayat 2 Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia 
12 Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 




tentang uji materiiil pasal 15 ayat 1,2, dan 3 Undang-undang nomor 42 
tahun 1999 tentang jaminan fidusia. 
4. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
DSN-MUI merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI yang 
berwenang dalam menetapkan  fatwa tentang produk dan jasa dalam 
kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.13 Pada penelitian ini 
Fatwa DSN MUI yang dimaksud ialah fatwa DSN MUI nomor 
68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang digunakan sebagai 
analisis terhadap eksekusi jaminan fidusia dalam putusan MK Nomor 
18/PUU-XVII/2019. 
5. Syeh Waliyullah Ad-Dahlawi 
Beliau merupakan salah satu pakar ekonomi Islam kontemporer 
di India yang lahir di Delhi pada tahun 1114 H/1704M-
1176H/1768M.14  Pada penelitian ini penulis mentelaah pemikiran 
beliau khususnya dalam bidang penyitaan harta bagi orang yang tidak 
mampu melunasi kewajiban hutangnya, dan penulis gunakan pemikiran 
beliau sebagai pisau analisis dalam menganalisis putusan MK Nomor 
18/PUU-XVII/2019. 
F. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 
penelitian.15 Metode penelitian merupakan sebuah faktor yang begitu penting 
                                                          
13 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,(Bandung: PT. Refika Aditama,2011), 90 
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Ribut Wahyudi (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), v 





dalam suatu penelitian, berhasil atau tidaknya sebuah penelitian tergantung 
dengan tepat atau tidaknya metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. 
Dengan demikian, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti 
mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. 
Metode yang digunakan penulis ialah;  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis  norrmatif, yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder pustaka.16 Maka dari itu untuk menganalisis  putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 lebih mendalam,bahan pustaka atau  
data sekunder yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis ialah berfokus 
pada norma hukum Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang tata cara eksekusi 
jaminan fidusia. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian merupakan salah satu metode yang digunakan 
untuk mendapat informasi dari berbagai aspek untuk mencari isu hukum yang 
dicari jawabannya.17 
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
pendekatan perundang-undangan (statue approach, ) yaitu meneliti perundang-
undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.18 Adapun 
isu hukum yang penulis teliti ialah eksekusi jaminan fidusia yang menjadi 
                                                          
16 Dyah Ochtoria Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014), 19. 
17 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Supaya Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), 23. 
18 Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 




polemik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 
Sedangkan regulasi yang penulis gunakan untuk memecahkan permaslahan yang 
berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas ialah Undang-undang nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
Penelitian juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu 
pendekatan dengan menelaah kasus-kasus yang menjadi putusan pengadilan, 
dalam hal ini kasus yang ditelaah merupakan kasus-kasus yang telah 
memperoleh putusan pengadilan yang bersifat final dan berkekuatan tetap.19  
Berkaitan dengan kasus yang telah diputus, penulis menganalisis kasus dalam 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk dipelajari 
sehingga memperoleh hasil yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam 
eksplanasi hukum. 
Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan Konseptual, yaitu 
pendekatan dengan menelaah konsep yang bersumber dari pandangan dan 
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.20 Dalam hal ini penulis 
menggunakan konsep pemikiran Syeh Waliyullah ad-Dahlawi dalam 
penyelesaian penyitaan harta akibat debitur tidak mampu melunasi kewajiban 
hutangny sebagai bahan analisis untuk menganalisis isi putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam hal eksekusi jaminan fidusia. 
Sehingga ditemukannnya penyelesaian tata cara eksekusi jaminan dalam sudut 
pandang hukum yang berbeda. 
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3. Jenis data 
 Dalam penelitian hukum normatif, istilah data yang digunakan disebut juga 
sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif 
merupakan data sekunder yang di dapatkan berdasarkan hasil informasi tertulis 
dalam bentuk dokumen.21  Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan 
hukum yaitu: 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang digunakan dalam 
penelitian. 22 Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, 
Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily, dan telaah 
pemikiran syeh waliyullah ad-dahlawi dalam hal penyitaan harta bagi orang 
yang tidak mampu membayar. 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum sebagai penjelas bahan 
hukum primer dalam penelitian.23 Seperti buku-buku, jurnal, skripsi, 
disertasi, thesis, artikel, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan 
dengan hukum jaminan, rahn, eksekusi jaminan, hukum Mahkamah 
konstitusi dan lainnya.  
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk 
memperoleh hasil data primer maupun sekunder dengan menyesuaikan 
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pendekatan penelitian yang digunakan.24 Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode studi literasi, yaitu dengan melakukan 
penetapan bahan hukum, pendataan bahan hukum yang relavan dengan kajian 
penelitian penulis, seperti artikel, jurnal, hasil penelitian skripsi atau thesis, 
koran dan arsip tulisan lainnya yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, 
fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily, dan buku/ 
kitab yang berkaitan dengan pemikiran syeh waliyullah d-dahlawi terkait 
penyitaan harta bagi debitur seperti kitab Al Musawwa Syarah Al-Muwatha’ 
karya syeh ad-Dahlawi.25 
 
5. Metode Pengolahan data 
Dari keseluruhan data yang diperoleh, selanjutnya akan dikelola 
berdasarkan metode pengelolaan dan analisis data ang sesuai dengan pendekatan 
yang digunakan. Dalam hal ini penulis melakukan pengolahan data dengan 
beberapa tahapan, yaitu:  
Diawali dengan pemeriksaan data (editing) pemeriksaan merupakan 
tahapan mengedit dan menyelaraskan data yang diperoleh dari dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan data hasil studi pustaka 
dan dokumentasi.  
Selanjutnya dilanjutkan dengan klasifikasi (classifying), pada tahap ini 
data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan dokumentasi akan 
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dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian. Sehingga tahapan ini digunakan 
untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. 
Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi (verifying), pada tahapan ini 
akan di lakukan pembuktian secara logis dan objektif tentang kebenaran teori 
dan fakta berdasarkan pada data yang diperoleh Peneliti dalam studi pustaka 
terhadap isu hukum yang akan dibahas. Adapun pada tahap ini penulis 
menggunakan metode triangulasi, yaitu memeriksa kembali kebenaran data dari 
berbagai sudut pandang baik berdasarkan teori, sumber, data dan metode. 
Tahapan berikutnya ialah Analisis (Analisying), sesuai metode yang 
digunakanmaka teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis 
deskriptif atau non statistik atau analisi isi (content analysing) 26 yaitu 
penggambaran data, atau objek penelitian yang disajikan dalam bentuk tertulis 
melalui interpretasi yang akurat dan sistematis. 27  
 Dan terakhir ialah pembuatan kesimpulan (concluding), pada tahapan ini 
penulis akan menyimpulkan data dari analisa penelitian. 28  Sehingga mampu 
menjawab rumusan masalah secara singkat, padat dan jelas. Kesimpulan inilah 
yang akan melahirkan resolusi berupa saran, konsep maupun kebijakan atas 
permasalhan yang berkaitan dengan eksekusi jaminan pasca putusan Mahkamah 
konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 
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G. Penelitian Terdahulu 
Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 
peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, dan jenis 
penelitian-penelitian lainnya. Berbagai literatur tersebut secara substansial 
metode logis, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna 
menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan orisinalitas ini serta 
perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. 
Setelah penulis melihat dan membaca terdapat beberapa karya yang telah 
selesai, beberapa karya tersebut mengandung pembahasan yang pembahasan 
yang mendekati kajian yang diajukan dalam penelitian ini. Karya-karya 
tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrida, Ralang Hartati  
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 oleh Syafrida, Ralang 
Hartati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa dengan 
judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 18/PUU-XVII/2019.” Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum 
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah terbitnya putusan MK Nomor 
18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini merupakan penelitian normatif.29 
Persamaaan yang muncul dalam penelitian ini dengan penelitian penulis 
ialah sama-sama menggunakan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 
18/PUU-XVII/2019. Perbedaannya terletak pada fokus kajian analisis yang 
digunakan, penelitian terdahulu menganalisis eksekusi jaminan setelah 
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adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, sedangkan penelitian 
penulis menganalisis eksekusi jaminan dalam putusan MK Nomor 18/PUU-
XVII/2019 dalam perspektif Fatwa DSN MUI dan pemikiran Syeh 
Waliyullah ad-Dahlawi. 
2. Penelitian yang dilakukan Oleh Jihadul Amry 
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 oleh Jihadul Amri 
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul 
“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur 
Wanprestasi di Indonesia” Penelitian ini mengkaji ratio decidendi 
Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta 
pengaturan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK. Penelitian 
ini merupakan penelitian normatif.30 Adapun persamaaan yang muncul 
dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama 
menggunakan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 
Sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan. 
Penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis yuridis terhadap putusan 
MK terhadap debitur yang wanprestasi sedangkan penelitian penulis 
menggunakan pisau analisis Fatwa DSN-MUI dan pemikiran Syeh 
Waliyullah ad-Dahlawi dalam menganalisis putusan MK Nomor 18/PUU-
XVII/2019. 
3. Penelitian oleh Juwita Ratna Sari 
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Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 oleh Juwita Ratna Sari 
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Pembebanan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada 
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Menurut Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.”  Penelitian ini mengkaji aturan 
pembebanan jaminan fidusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu juga mengkaji 
kepastian hukum bagi kreditur setelah pasca putusan MK. Penelitian ini 
merupakan penelitian yuridis normatif.31 Adapun persamaan yang muncul 
dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama 
menggunakan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 
Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada fokus kajian penelitian yang 
digunakan. penelitian terdahulu fokus kajian yang digunakan ialah lebih ke 
Tinjauan Yuridis terhadap pembebanan dan eksekusi jaminan fidusia pada 
LKBB. Sedangkan penelitian penulis lebih ke Tinjauan Fatwa DSN MUI 
dan pemikiran Syeh Waliyullah ad-Dahlawi terhadap eksekusi jamninan 
fidusia oleh Mahkamah Konstitusi. 
4. Penelitian oleh Riza Purnomo Hadi 
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 oleh Riza Purnomo Hadi 
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul 
“Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi di Kantor Bank BPR 
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Kabupaten Sampang).” Penelitian ini mengkaji tata cara eksekusi jaminan 
fidusia di Bank BPR Kabupaten Sampang pasca putusan MK, karena dalam 
praktiknya banyak dari pihak bank yang mengesampingkan pencatatan 
jaminan fidusia dalam buku fidusia. Penelitian ini menggunakan penelitian 
hukum empiris.32 Adapun persamaan yang muncul dalam penelitian ini 
dengan penelitian penulis ialah sama-sama menggunakan putusan 
Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sedangkan 
perbedaannya ialah terletak pada kajian fokus penelitian. Penelitian 
terdahulu lebih ke mekanisme eksekusi jaminan pasca putusan Mahkamah 
Konstitusi, sedangkan penelitian penulis lebih ke analisis hukum putusan 
MK dalam perspektif kajian Fatwa DSN MUI dan pemikiran Syeh 
Waliyullah ad-Dahlawi. 
Berdasarkan uraian diatas. maka penelitian ini memiliki persamaan 
dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun secara singkat, 
persamaan dan perbedaan tersebut akan dituangkan dalam bentuk tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 1.1 : Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 
No Nama dan 
Tahun 
Penelitian 
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H.  Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar 
terhadap penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam lima 
bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai 
berikut : 
Bab I Pendahuluan 
Dalam bab ini berisi sub bagian, antara lain: latar belakang masalah, yang 
menjadi awal permasalahan dan menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini 
serta berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan 
masalah, yakni berupa beberapa permasalahan yang diteliti dan diangkat dalam 
penelitian ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan 
diadakannya penelitian ini, kemudian definisi operasional yang menjelaskan 
beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna dalam judul skripsi 
ini. Setelah itu metode penelitian, yang berfungsi sebagai langkah yang 
digunakan dalam proses penelitian, kemudian penelitian terdahulu yang 
berfungsi sebagai pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian yang 




berdasarkan putusan Setelah itu berisikan sistematika pembahasan yang 
bertujuan untuk mempermudah didalam melakukan penulisan penelitian ini. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini berisi tentang landasan dan konsep atau teori-teori untuk 
pengkajian dan analisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Tinjauan 
pustaka yang dipakai dalam penelitian ini ialah kajian teori tentang jaminan 
fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, konsep eksekusi Jaminan dalam Fatwa 
DSN-MUI dan dalam hukum Islam dan kajian teori tentang Mahkamah 
Konstitusi. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam bab ini berisi deskripsi bahan hukum dan analisis. Pada bab ini 
diuraikan tentang eksekusi jaminan fidusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kajian Fatwa DSN MUI NOMOR 68/DSN-
MUI/III/2008, dan analisis Pemikiran Syeh Waliyullah tentang penyitaan harta 
debitur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 
Bab IV Penutup 
Merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan serta saran dimana 
dalam kesimpulan ini berisikan jawaban singkat terhadap rumusan yang telah 
ditetapkan, serta saran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memilki 








Tinjauan Pustaka disusun berdasarkan latar belakang penelitian yang di 
dukung oleh berbagai teori yang berasal dari penelitian terdahulu maupun 
literatur yang relavan dengan isu hukum yang ada dilapangan.33 Selanjutnya 
peneliti akan merumuskan kerangka konseptual yang bermanfaat untuk 
membantu proses analisis fakta dari hasil penelitian berdasarkan teori yang 
berlaku. 
1. Tinjauaan Umum Jaminan Fidusia 
a. Pengertian Jaminan dan jaminan Fidusia 
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau 
cautie, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi 
perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda 
tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang 
yang diterima debitur terhadap kreditornya.  
Salah satu jenis jaminan adalah fidusia. Istilah fidusia berasal dari 
bahasa Belanda, yaitu fiduce, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut 
fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan. Undang-Undang 
No. 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah fidusia sebagai istilah resmi 
dunia hukum.34  Dalam pasal 1 ayat (1)  Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan fidusia terdapat jaminan fidusia adalah pengalihan hak 
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kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa 
benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam 
penguasaan pemilik benda itu.  
Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah 
suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan 
perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya 
saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, 
sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai 
eigennar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan 
atas nama kreditur eigenaar. 
Disamping istilah fidusia, dikenal juga jaminan fidusia. Istilah 
jaminan fidusia dikenal dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah " 
Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan 
benda tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan sebagaimana  yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 
pemberian fidusia, sebagai agunan sebaai pelunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap 
kreditur lainnya".  
Unsur-Unsur jaminan fidusia adalah:  





2. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak 
berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak 
dibebani hak hak tanggungan.   
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi 
fidusia;  
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.35  
b.  Objek Jaminan Fidusia 
Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 
Fidusia objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu;  
1. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;  
2. benda yang tidak bergerak, khususnya benda yang tidak dibebani oleh  
hak tanggungan. Yang dimaksud sebagai bangunan yang tidak dibebani 
adalah Rumah Susun.36    
c. Dasar Hukum Jaminan Fidusia   
Semula pengaturan jaminan fidusia tidak dalam bentuk Undang-
Undang, tetapi tumbuh dan berkembang melalui yurisprudensi-
yurisprudensi. Di Belanda demikian pula, Burgerlijk Wetboek (BW) 
Belanda juga tidak mengatur mengenai fidusia ini, Dengan sendirinya Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak mengatur lembaga fidusia. 
Untuk pertama kalinya tahun 1985, eksistensi lembaga fidusia diakui 
melalui undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 
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tentang Rumah Susun. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak milik 
atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan uatang yang dapat 
dibebani lembaga fidusia, Kemudian Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 
tentang Perumahan dan Permukiman, yang juga memberikan kemungkinan 
terhadap rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak 
lain yang dibebabni dengan jaminan fidusia.37  
2. Konsep Eksekusi Jaminan 
Sesuai namanya, jaminan ini akan digunakan untuk menjamin bahwa 
kreditur akan menyelesaikan kewajiban pembayaran utang. Bila kreditur  
tidak menyelesaikan pembayaran utang maka besar kemungkinan jaminan 
yang sudah kita serahkan akan dieksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan 
suatu putusan pengadilan yang bersifat final dan tidak bisa diubah lagi, 
sehingga pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati putusan pengadilan 
dengan sukarela.38 
Eksekusi jaminan terjadi jika kreditur melakukan wanprestasi sehingga 
harta bendanya yang menjadi jaminan, maka dalam hal itu pula hasil 
penjualan dibagi sesuai dengan pelunasan hutang bagi tiap-tiap kreditur. 
Apabila terdapat sisa, maka sisa akan dikembalikan kepada debitur. Antara 
kreditur satu dengan lainnya berkedudukan samaberhak untuk pemenuhan 
piutangnya tanpa harus ada yang didahulukan.   
 Adapun kreditur dikatakan wanprestasi jika : 39 
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1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur 
yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi 
prestasi sama sekali. 
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur 
masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi 
prestasi tetapi tidak tepat waktunya.  
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi 
prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat 
diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur 
sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu: 
1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah 
suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta 
disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) 
Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib 
berprestasi seharusnnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan 
atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.  
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau 
wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu 
dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran 
seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran 





harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang 
akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.40 
a. Eksekusi Jaminan Fidusia  
Fidusia diatur dalam UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. 
Apabila debitor (pemberi fidusia) cidera janji, maka terhadap benda yang 
menjadi jaminan dapat dilakukan cara:  
1) Pelaksanaan titel eksekutorial yaitu hak penerima fidusia untuk menjual 
benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;  
2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;  
3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 
pemberi dan penerima Fidusia. Cara ini dapat dilakukan setelah lewat 
waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan 
penerima fidusia kepada pihak-pibak yang berkepentingan dan 
diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah 
yang bersangkutan.  
b. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Fatwa DSN MUI 
Konsep jaminan fidusia dalam islam disebut dengan Istilah Rahn  
atau gadai.  Gadai (rahn) adalah menahan harta salah satu milik rahin 
sebagai barang jaminan (marhūn) atas hutang atau pinjaman  (marhūn 
bih)  yang diterimanya. Marhūn tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan 
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demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahȋn 
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 
sebagian piutangnya.41 
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-Rahn itu baru dianggap 
sempurna apabila barang yang dirahn-kan itu secara hukum sudah berada di 
tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam 
uang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan ar-rahn) oleh para ulama disebut 
sebagai qabdhal-marhun  (barang jaminan dikuasai secara hukum).42 
Adapun yang menjadi landasan diperbolehkannya  gadai telah diatur dalam 
firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 283  
ُبوَضٌة ۖ فَِإْن أَِمَن بـَْعُضُكم بـَْعًضا فَـ  ْۡ ٌن مَّ َ۟ا َكاتًِبا َفرِهَٰ َلْم َتِجُد ََدِ  للَِّذى ََِإن ُكنُُْم َعَلٰى َسَفٍر ََ ْليـُ
َدَة  َََمن َيْكُُْمَها فَِإنَُّهۥٓ َءاثِمٌ  ْليَـَِّق لللََّه َربَُّهۥۗ  َََل َتْكُُُمو۟ا للشَّهَٰ نَـَُُهۥ ََ قـَْلُبُهۥۗ  ََلللَُّه ِبَما  لْؤتُِمَن أَمَٰ
 تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ 
Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para 
saksi)menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”43 
Berdasarkan bentuknya,  Rahn terbagi menjadi dua bentuk, yaitu; 
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a) Rahn  takminȋ (tetap)/  rahn  tasjȋlȋ  (bergerak),  
   Merupakan  bentuk  gadai  dimana  rahn  ini digadaikan hanya 
dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap  
dikuasai  dan  dipergunakan  oleh  pemberi  gadai.  Konsep  ini  lebih  mirip 
kepada  konsep  pemberian  jaminan  secara  Fidusia  atau  penyerahan  
hak  milik secara   kepercayaan   atas   suatu   benda,   dimana   yang   
diserahkan   hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan 
fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi  fidusia  dan  masih  dapat  
dipergunakan  untuk  keperluan  sehari-hari.  
 b) Rahn Ḥiyazi  
  Bentuk rahn ḥiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep Gadai baik 
dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan 
rahn iqar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, 
maka pada rahn ḥiyāzȋ tersebut, barangnya pun dikuasai oleh kreditur.44 
Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang 
membuat fakta terkait produk keuangan syariah bertugas mengeluarkan 
fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah supaya tugas-tugas dari 
lembaga keuangan dapat terlaksana, baik bank-bank maupun non bank, 
diperlukan pembinanaan serta pengawasan oleh suatu badan yang memiliki 
kekutan hukum dalam melakukan setiap kegiatan keuangan dapat dikontrol 
dan diatur oleh lembaga tersebut supaya tidak keluar jalur dari prinsip 
syariah.Atas dasar itulah, maka lembaga keuangan syariah (LKS) baik bank 
                                                          





dan non bank juga memerlukaan pembinaan dan pengawasan agar tetap 
berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.  
Salah satu fatwa terkait dengan yang dikeluarkan oleh Dewan 
Syariah nasional terkait dengan lembaga penjaminan ialah fatwa DSN-
MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily. Yang dimaksud 
dengan rahn tasjily berdasarkan fatwa tersebut adalah jaminan dalam 
bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap 
berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya 
diserahkan kepada murtahin.45 
Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan 
kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) 
hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut 
(marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi 
jaminan (rahin). Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-
MUI/III/2008,  Rahn Tasjily dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut :  
a. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang 
dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin.  
b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 
sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikkan barang kemurtahin.  
c. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk 
melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak 
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lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestrasi atau tidak dapat 
melunasi utangnya.  
d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam  batas kewajaran 
sesuai kesepakatan.  
e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
barang marhun (berupa bukti sah kepemilikkan atau sertifikat) yang 
ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad ijarah.  
f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh 
dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin.  
g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain 
yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.  
h. Biaya asuransi rahn tasjily ditanggung oleh rahin.46  
Rahn Tasjily adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah  sebagai 
syarat dari pemanfaatan dana yang diberikan oleh bank sebagai pembiayaan 
yang mana jaminan tesebut dapat digunakan bila nasabah melakukan 
wanprestasi. Jaminan tesebut berupa benda berbentuk sertifikat tanah atau 
kendaraan yang nilainya tidak melebihi besar pembiayaan yang diajukan.  
Namun apabila nasabah wanprestasi, maka berdasarkan fatwa Rahin 
memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan 
penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai 
prinsip syariah, apabila terjadi wanprestrasi atau tidak dapat melunasi 
utangnya. 
                                                          





Dalam proses eksekusi barang jaminan gadai tidak boleh 
mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam pelaksanaan 
penyitaan apabila telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang biasa terjadi 
adalah ketidak mampuan rahin untuk melunasi hutangnya kepada murtahin. 
Terkadang murtahin hanya memikirkan nasibnya sendiri tanpa meninjau 
lebih lanjut penyebab rahin tidak dapat melunasi hutangnya dengan 
melakukan penyitaan sepihak. Sebagaimana yang telah diketahui, prinsip-
prinsip syariah dalam transaksi secara umum adalah tidak mengandung riba, 
tidak gharar (unsur ketidak jelasan), tidak dharar atau merugikan pihak 
lain, dan harus transparan.47 
 c. Penyitaan dalam Islam  
Penyitaan dalam Islam sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah 
SAW, pada saat itu Rasulullah menyita harta Muadz, kemudian menjualnya 
dan digunakan untuk melunasi hutang Muadz, seperti dalam hadis berikut 
ini,  
ُه ِفى َد ْيٍن  َعْن َكْعِب اْبِن َماِلٍك َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى الله ُ َعَلْيِه َََسلََّم َحَجَر َعَلى ُمَعاٍذ َماَلُه ََ بَاعَ 
َاه الدارالۡطنى  َكاَن َعَلْيِه ر
Artinya: ”Sesungguhnya Nabi shallallahu‘alaihi wasallam. pernah menyita 
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3. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi 
a. Pengertian Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang 
menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 
24 UUD 1945 jo. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 
Mahkamah konstitusi. 
Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah konstitusi 
mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan peradilan sengketa 
pelaksanaan kaidah konstitusi dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam rangka terwujudnya 
negara hukum yang demokratis, sehingga putusan yang di hasilkan oleh 
Mahkamah konstitusi ialah bersifat final dan mengikat serta mempunyai 
kekuatan hukum tetap.49 
b. Tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi 
Menurut pasal 24C UUD 1945 jo. pasal 10 UU.No. 8 Tahun 2011, 
kewenangan yang dimiliki mahkamah konstitusi ialah sebagai berikut: 
1) Berwenang mengadili pada perkara tingkat pertama dan terakhir dengan 
hasil putusan yang bersifat final untuk; 
a. Menguji UU terhadap UUD 1945 
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya 
diatur dan diberikan UUD. 
c. Memutus pembubaran partai politik. 
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d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
e. Wajib memberi putusan atas dasar oendapat DPR bahwa presiden atau 
wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, seperti 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat dan lainnya atau tidak lagi 
memenuhi kriteria persyaratan sebagai presiden dan wapres 
sebagaimana yang dijelaskan dalam UUD 1945. 
c. Putusan Mahkamah Konstitusi 
Berdasarkan kewenangannya Mahkamah konstitusi merupakan 
peradilan tingkat pertama dan terakhir yang hasil putusannya bersifat final, 
dalam artian tidak dapat lagi digunakan upaya hukum. 
Ada beberapa macam putusan Mahkamah konstitusi, yaitu:50 
1) Putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku. 
2) Putusan konstitusional bersyarat. 
3) Putusan inkonstitusional bersyarat. 
4) Putusan yang menunda pemberlakuannya. 
5) Putusan yang merumuskan norma baru. 
Jika dilihat dari amar putusan dan akibat hukumnya, putusan dapat 
digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:51 
1) Putusan declatoir, ialah putusan hakim yang menyatakan apa yang 
menjadi hukum. 
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2) Putusan constitutif, ialah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum, 
atau revolusi hukum baru.  
3) Putusan condemnatoir, ialah putusan yang menghukum para pihak untuk 
melakukan suatu prestasi. 
4. Biografi Syeh Waliyullah al-Dahlawi 
Syeh Waliyullah Al-Dahlawi atau biasanya dikenal dengan sebutan Syeh 
Waliyullah dilahirkan di Delhi pada tahun 1114H/ 1704M-1176H/1768M).52 
Berasal dari keluarga bangsawan Muslim yang berasal dari keturunan Mujaddin 
Alf-i-Sani Syaikh Ahmad Sirhindi di India.  Mempunyai nama lengkap Wali 
Allah Ahmad ibn Abd Rahim Ibn Wajih al-Din al-Syahid ibn Mu’dham ibn 
Mansur ibn Ahmad ibn Mahmud ibn Qiwam al-Din ibn Qasim ibn kabir al-Din 
ibn Abd al-Malik Ibn Qutb al-Din ibn Kamal al-Din ibn Syams al-Din Ibn Shayr 
al-Malik ibn Muhamad ibn Abi al-Fath ibn Umar ibn Adil ibn Faruq ibn Jurjesh 
ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Utsman ibn Mahan ibn Hamayun ibn Qurays ibn 
Sulayman ibn Affan ibn Abdillah Ibn Muhamad ibn Abdillah ibn Umar ibn 
Khatab al-Adawi al-Quraysh. Dilihat dari runtut nasab tersebut Shah Wali Allah 
bernasab kepada khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab ra.53 
Syeh waliyullah merupakan seorang cendekiawan selagus mujtahid yang 
bermadzhab pada Imam Hanafi, hal tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan sosial 
masyarakat India yang mayoritas bermadzhab Hanafi. Pemikiran ekonomi shah 
waliyullah terdapat dalam buku Hujjah Allah al-Balighah (Argumen Puncak 
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Allah), dalam buku tersebut ad-Dihlawiī merumuskan konsep al-Irtifāqāt. Al-
irtifāqāt berasal dari akta rafaqa (رفق) yang berarti manfaat, menolong, 
mengokohkan, dan bersandar.54 Makna irtifāqāt adalah berkenaan dengan 
bagaimana mencapai hidup yang lebih baik dengan menggunakan sumberdaya 
yang ada disekitarnya sehingga seseorang mencapai kepada puncak perabadan.  
Di antara beberapa guru Shah waliyullah adalah orang tuanya Syaikh Abd. 
Rahim, Shah Sayalakuti al-Dihlawi, Shah Abu Thahir al-Kurdi al-Madani, Shah 
Wifd Allah al-Makki, Shah Tajudin al-Qal’i al-Hanafi.55  Karya beliau cukup 
banyak tak kurang dari 50 karangan dari berbagai disiplin ilmu telah ia tulis. 
Mulai al-Qur’an hadis, sejarah atau tarikh, fikih, Usl al-Fiqh, tasawuf, filsafat 
dan sebagainya. Di antaranya adalah Fath alRahman bi Tarjamat al-Qur’an, al-
Fawz al-Kabir, Fath al Kabir bima> Labuda> min Hifdhihi fi al-Tafsir, al-
Maswa min Ahadits al-Muwatha’, al-Musaffa, Hujat Allah al-Balighah, al-
Inshaf fi Bayani Asbab dan lain sebagainya.56 
Pada saat kerajaan Mughal India mengalami krisis ekonomi, shah 
waliyullah turut andil dalam memberikan sumbangsih pemikiran atas 
problematika masyarakat yang terjadi, dengan konsep pemikirannya yang dinilai 
dapat meregenerasi kehidupan masyarakatnya dengan baik dan dinamis, sampai 
saat ini pemikiran beeliau banyak dijadikan rujukan ulama India dan Pakistan 
terutama dalam hal modernisasi.57  
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ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-
XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM 
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008 DAN 
PEMIKIRAN SYEH WALIYULLAH AD-DAHLAWI 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi Negara dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman 
bersama-sama dengan mahkamah Agung. Adapaun salah satu tugas Mahkamah 
Konstitusi yakni menguji Undang-Undang yang telah di tetapkan dengan Undang-
Undang Dasar.58 Lebih sederhananya lembaga ini sebagai pengawas dan 
pemantau berjalanya Undang-Undang Dasar 1945, adapun bentuk dari 
pengawasan dan yang telah saya jabarkan diatas ialah berbentuk Putusan-putusan 
baik tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final.Adapun Perkara yang tangani 
bermacam-macam    
Pada 25 november 2019 Mahkamah Konstitusi mengadili perkara 
Konstitusi tingkat pertama dan terakhir dan  menjatuhkan putusan dalam perkara 
pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang telah diajukan oleh dua pihak yakni  
Pertama Apriliani Dewi  kedua Suri Agung Prabowo sebagai pemohon ke I dan 
II ,berawal dari duduk perkara para pihak mengalami kerugian yang secara 
langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh 
penerima fidusia adapun  dalil-dalil yang dimohonkan sebagai berikut berikut : 
                                                          





Pertama, Pasal 15 Ayat 2 UU Jaminan 1999 terkait Frasa “kekuatan 
eksekutorial” dan frasa “sama dengan Putusan Pengadilan”. Disini menimbulkan 
ketidakpastiaan Hukum, pasalnya yang seharusnya adanya jaminan sertifikat 
Fidusia sebagai pelindung Hak dan Kewajiban baik untuk debitor dan Kreditur 
namun disalah Fungsikan oleh kreditur  apabila seperti pihak debitur melakukan 
wanprestasi maka kreditur biasanya menyewa jasa Debt Colektor dan dengan 
jalan paksa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan seperti, ancaman 
pembunuhan, teror, intimidasi bahkan penarikan dengan jalan paksa. Hal seperti 
ini perlu dimengerti bahwasanya kebanyakan dari jasa Debt Colektor melewati 
batas-batas penagihan yang telah diklasusulakan oleh para pihak. 59 Dan hal 
seperti ini tentunya tidak diinginkan setiap pihak debitur meski memang 
melakukan cidera janji. 
Kedua  Pasal 15 ayat 3 apabila pihak  debitur  telah cidera janji maka pihak 
Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek 
Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dari pasal ini dapat dipahami oleh 
peneliti yakni menjadi penguat untuk melakukan sitaan barang yang telah 
disepakati dalam perjanjiaan fidusia dan fakta lapangan sendiripun sudah bukan 
menjadi hal yang perlu ditutup-tutupi lagi dan juga dapat kita temui dikhalayak 
umum hal seperti ini, selain itu yang menjsutice  bahwa telah melakukan cidera 
janji selama ini hanya pihak kreditur hal ini tentu saja sangat merugikan pihak 
debitur. 
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Adapun bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 
terkait menjawab dan memutus dari perkara yang telah di ajukan dengan dalil 
yang telah saya jelaskan. Dan salah satu dari bunyi putusan sebagai berikut:  
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) 
sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji 
(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang 
menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam 
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku 
sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap”;  
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) 
sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak 





antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang 
menentukan telah terjadinya cidera janji”   
Dari Bunyi amar putusan yang paling perlu digaris bawahi adalah:  
a. Bunyi dari sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama 
dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Disini dimaksudkan 
bahwa frasa ini tidak lagi berkekuatan Hukum tetap, namun 
dikembalikan ke undang-undang Rbg.  
b. sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Re publik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji 
tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar 
kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya 
hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Maksudnya apabila 
terjadi cidera janji atau wanprestasi yang menentukan cideranya tidak 
hanya pihak kreditur saja tapi debitor juga berbeda dari dulu yang ketika 
menghakimi cidera janji hanya kreditur saja.  
Dari adanya putusan MK tersebut, Penerima fidusia atau kreditur tidak 
dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak, bertindak 
sewenang-wenang, secara paksa mengunakan jasa deb kolektor untuk menarik 
objek jaminan dari tangan debitur atau pemberi fidusia yang cidera janji. 





Secara khusus putusan ini hanya mengikat pada lembaga-lembaga 
konvesional, yang bertitik tumpu atas putusan Mahkamah Konstitusi, lalu 
bagaimana dengan masalah serupa yang terjadi dilembaga penjaminan syariah? 
Sejatinya bila kita mecoba membedah ulang amar da nisi putusan tersebut 
dengan pisau analisis yang lain yang dapat dijadikan sumber atau rujukan maka 
akan dapat menemukan penyelesaian yang berbeda pula dan dapat dipakai pula 
seperti menggunakan berbagai prespektif hukum syariah salah satunya ialah 
Fatwa DSN MUI dan pemikiran syeh waliyullah ad-dahlawi. 
 
A. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 
TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF 
FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008. 
Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang sedang berkembang di 
kalangan masyarakat ialah kegiatan pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam 
termasuk perbuatan hukum yang mengandung resiko, di mana debitur tidak 
melakukan kewajiban prestasinya atau yang sering disebut dengan kredit 
macet. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum untuk 
melindungi piutang seorang kreditur terhadap debiturnya. Perlindungan 
tersebut meliputi adanya jaminan kepastian hukum akan hak-haknya, dan 
adanya sarana yang mudah dan cepat untuk melakukan eksekusi atas kekayaan 
debitur.60 
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Pengaturan hukum jaminan dalam Islam termasuk dalam kategori akad 
Rahn (gadai). Kata “Rahn” menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan 
menahan. Menurut istilah, Rahn berarti menjadikan sesuatu benda bernilai, 
sedangkan menurut syara’ Rahn diartikan sebagai jaminan utang; dengan 
adanya benda yang menjadi tanggungan ini seluruh atau sebagian utang dapat 
diberikan.61 Tujuan dari adanya rahn ini ialah sebagai pencegahan, terutama 
ketika seseorang mengalami situasi yang sulit dimana mereka membutuhkan 
uang dengan cepat tanpa mereka harus menjual barang/benda berharga yang 
mereka miliki, mereka cukup menggadaikan barang berharga yang dipunyai 
dan bisa menebusnya di kemudian hari berdasarkan kesepakatan kedua belah 
pihak. 
Dalam prakteknya kegiatan penjaminan di lembaga keuangan/ lembaga 
penjaminan ini banyak ditemui kasus-kasus yang menyebabkan debitur tidak 
bisa melunasi hutangnya, semisal karena sengaja tidak membayar, tidak 
mampu membayar, debitur meninggal dunia, barang jaminan rusak dan 
sebagainya. Apabila ketidaklancaran pembayaran disebabkan karena barang 
jaminan rusak, maka debitur diminta untuk mengganti barang tersebut, apabila 
disebabkan karena meninggal dunia maka pembayaran angsuran di lanjutkan 
pada suami/ istri atau ahli warisnya. Apabila debitur tidak mampu membayar 
atau tidak dapat membayar maka dilakukan eksekusi jaminan.62 
Dalam tata cara eksekusi jaminan sendiri telah mengalami perubahan 
mekanisme sejak di putuskannya Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019. 
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Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019, eksekusi 
jaminan fidusia diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwasanya eksekusi 
terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara; yaitu: pelaksananaan 
titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan 
penerima fidusia dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat 
diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak. Pasal 
29 ayat (2) menyatakan,  pelaksanaan penjualan objek jaminan dibawah tangan 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat 
waktu 1 (satu ) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan 
penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam 2 
(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. 
Namun  setelah putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 
6 Januari 2020 yang lalu, tata cara eksekusi jaminan fidusia terlebih dahulu 
harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan 
negeri. Dan kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara 
sendiri, kecuali debitur mengakui dirinya telah wanprestasi serta secara 
sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.”63 
Dari adanya putusan MK tersebut, Penerima fidusia atau kreditur tidak 
dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak, bertindak 
sewenang-wenang, secara paksa mengunakan jasa debc kolektor untuk 
menarik objek jaminan dari tangan debitur atau pemberi fidusia yang cidera 
                                                          





janji. Debitur harus terlebih dahulu mendapatkan putusan dari pengadilan 
negeri. 
Dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah 
ekonomi masyarakat muslim di Indonesia para ulama Indonesia membentuk 
sebuah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan 
tujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan 
ekonomi masyarakat muslim di Indonesia.64 
Sebagai lembaga keislaman Independen di Indonesia DSN-MUI telah 
banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang dapat digunakan oleh masyarakat 
Islam Indonesia sebagai pedoman dalam berkehidupan berekonomi, salah satu 
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI ialah fatwa Nomor 68/DSN-
MUI/III/2008 tentang Rahn Tasyjily. Fatwa ini merupakan salah satu bentuk 
jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah khususnya dalam hal transaksi 
yang dapat menimbulkan utang-piutang dengan memberikan jaminan barang 
dengan ketentuan barang tersebut masih dalam kekuasaan pihak yang 
berpiutang. Sehingga, jika dikemudian hari terdapat suatu hal yang tidak di 
inginkan semisal wanprestasi pihak yang berutang berhak dengan mudah untuk 
melakukan eksekusi atas barang yang dijadikan obyek jaminan dengan tetap 
memperhatikan prinsip-prinsip syariah.65 
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rahn 
tasjily dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, ialah 
sebagaimana ketentuan berikut: 
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1) Sertifikat barang/ bukti sah kepemilikan  barang yang menjadi 
obyek jaminan (marhun) milik rahin harus diserahkan kepada 
murtahin. 
2) Dalam penyerahan atas barang jaminan tersebu baik berupa 
sertifikat/ bukti kepemilikan lainnya, tidak memindahkan 
kepemilikan barang ke Murtahin.   
3) Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, 
murtahin berhak untuk melakukan penjualan atas marhun dengan 
sesuai prinsip-prinsip syariah. 
4) Dalam hal pemanfaatan marhun oleh rahin harus sesuai dengan 
kesepakatan dan batas kewajaran yang telah ditentukan bersama. 
5) Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang 
ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah.66 
Konsep Rahn Tasyjily sebenarnya memiliki kesamaaan dengan konsep 
jaminan fidusia yang tertuang dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. 
Hal ini didasarkan dari pengertian Rahn tasyjily yang menyatakan bahwa Rahn 
tasyjily ialah bentuk gadai dengan barang yang digadaikan hanya berpindah 
kepemilikan sedangkan barangnya sendiri masih tetap dikuasai oleh debitur. 
Hal ini selaras dengan pengertian jaminan fidusia dalam pasal Dalam pasal 1 
ayat (1)  Undang-Undang No. 42 Tahun 1999  yang menyatakan bahwa 
jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang 
                                                          





diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.67 Jadi dalam hal 
ini rahn tasyjily dan jaminan fidusia memiliki kesamaaan dalam hal pemberian 
obyek jaminan, yang beralih hanyalah hak kepemilikan, sedangkan benda yang 
menjadi obyek jaminan masih berada dalam penguasaan debitur. 
Penyitaan Jaminan Fidusia harus didasarkan pada Prinsip-Prinsip 
Syariah.  Dalam transaksi seperti rahn tasjily yang menggunakan barang 
bergerak sebagai barang jaminan adalah merupakan suatu penanggulangan 
resiko kerugian apabila terjadi wanprestasi. Namun tidak boleh 
mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam pelaksanaan 
penyitaan apabila telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang biasa terjadi 
adalah ketidak mampuan rahin untuk melunasi hutangnya kepada murtahin. 
Terkadang murtahin hanya memikirkan nasibnya sendiri tanpa meninjau lebih 
lanjut penyebab rahin tidak dapat melunasi hutangnya dengan melakukan 
penyitaan sepihak.68 
Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 sebagaimana 
yang telah penulis paparkan diatas telah mengatur ketentuan mengenai 
penyitaan terhadap obyek jaminan fidusia, yang berbunyi “Apabila terjadi 
wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, murtahin berhak untuk 
melakukan penjualan atau eksekusi secara langsung terhadap marhun sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah.”69  
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Tindakan yang dilakukan oleh murtahin (kreditur) dalam Putusan MK 
Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebenarnya sudah memenuhi kriteria yang 
tercantum dalam fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tersebut. 
Karena dalam hal ini rahiin tidak mampu untuk melunasi hutangnya, sehingga 
pihak murtahin mempunyai hak untuk melakukan tindakan eksekusi.  
Dalam tata cara eksekusi harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, 
apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang notabenya adalah muslim. 
Sebagaimana yang telah diketahui, prinsip–prinsip syariah dalam transaksi 
secara umum adalah tidak mengandung riba, tidak gharar (unsur 
ketidakjelasan), tidak maisir atau merugikan pihak lain, dan harus transparan.70  
Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah dijelaskan 
bagaimana tata cara pelaksanaan penjualan  rahn agar sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah yakni: 
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera 
melunasi utangnya.  
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual 
paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.  
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban Rahin. 
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Jika diliat dari kronologi yang dilakukan oleh pihak kreditur/ penerima 
fidusia dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut tindakan yang 
dilakukan oleh kreditur ialah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 
karena merugikan salah satu pihak dan menggunakan kekerasan dalam 
melakukan eksekusinya, dalam hal ini pihak kreditur melakukan tindakan 
sewenang-wenang dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil 
alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. 
Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan 
dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, 
kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para 
Pemohon;71  
Memang dalam pasal 30 Undang-Undang No.42 tentang jaminan fidusia 
telah mengatur mengenai tatacara eksekusi, adapun bunyi dari pasal tersebut 
ialah; 
“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan 
Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal 
Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan 
Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak 
mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu 
dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.” 
 
Kewenangan untuk melakukan eksekusi yang dimilki oleh kreditur atau 
pemegang jaminan fidusia merupakan kewenangan bersyarat. Kreditur baru 
dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur 
wanprestasi. Untuk dapat dinyatakan wanprestasi, maka kreditur harus 
                                                          






memperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata/BW. Pasal 1238 KUH Perdata/BW 
menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan 
akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila 
perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu 
yang ditentukan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata/BW 
debitur dianggap lalai atau wanprestasi apabila setelah lampaunya jangka 
waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitur tidak juga melaksanakan 
prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan kepada debitur untuk 
melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan debitur. Penentuan 
wanprestainya debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1238 KUH 
Perdata/BW merupakan hal yang sederhana, hal ini dapat dengan mudah 
dibuktikan oleh kreditur maupun debitur. Namun demikian, dalam hal terdapat 
ketidaksepakatan perihal wanprestasinya debitur, maka keputusan seyogyanya 
diserahkan kepada kreditur. Hal ini setidak-tidaknya didasarkan pada tiga 
pertimbangan sebagai berikut: 72 
a. Pertama, apabila perihal wanprestasi diserahkan pada putusan 
pengadilan, maka kemudahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana 
dicantumkan dalam ketentuan undang-undang menjadi tidak artinya 
lagi;  
b. Kedua, kemungkinan kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang 
dalam menentukan wanprestasinya debitur kecil sekali 
kemungkinannya. Pada umumnya, perjanjian hutang piutang adalah 
perjanjian komersial yang menguntungkan para pihak secara timbal 
                                                          






balik. Apabila kreditur mengambil keputusan untuk melakukan 
eksekusi, maka kreditur sebenarnya mengalami kergian karena tidak 
mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya apabila perjanjian 
dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan pembayaran yang 
telah disepakati. Selain itu, meskipun kreditur tidak harus melakukan 
gugatan dalam rangka eksekusi benda jaminan, kreditur tetap harus 
mengeluarkan biaya cukup besar dalam rangka eksekusi baik melalui 
pelaksanaan titel eksekutorial maupun parate eksekusi melalui 
pelelangan. Hal ini menjadi semakin kecil kemungkinannya apabila 
nilai benda yang menjadi objek jaminan sangat kecil dibandingkan 
dengan biaya eksekusinya.  
c. Ketiga, apabila kreditur sewenang-wenang dalam menentukan 
wanprestasinya debitur, maka debitur dapat melakukan gugatan atas 
dasar perbuatan melawan hukum.  
Dalam kasus yang terdapat sebelum adanya putusan MK Nomor 
18/PUU-XVII/2019 Seharusnya pihak kreditur memperingatkan debitur agar 
segera melunasi hutangnya dengan cara yang baik-baik dengan tidak 
menggunakan kekerasan, atau meminta bantuan pihak yang berwenang. Bukan 
malah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan pemaksaan 
dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang 
tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Adapun tindakan yang 





Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata  dan dapat digugat ganti kerugian.73 
Dalam konsepsi hukum pidana,  eksekusi objek fidusia di bawah tangan 
masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan 
pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:74 
1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya 
membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena 
pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. 
2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan 
ini. 
Dari analisis penulis menyimpulkan bahwasanya eksekusi jaminan yang 
akan dilakukan oleh kreditur sejak adanya putusan MK Nomor 18/PUU-
XVII/2019  telah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, karena dalam 
putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan mencegah 
terjadinya kedzholiman atau tindakan semena-mena yang dilakukan oleh salah 
satu pihak ketika melakukan eksekusi, karena mau tidak mau ketika ingin 
melakukan eksekusi barang jaminan harus terlebih dahulu mendapat putusan 
dari pengadilan negeri. 
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Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 29: 
ٰۤ اَۡن َتُكۡوَن ِتَجارًَة َعنۡ  َنُكۡم بِاۡلَباِطِل ِاَلَّ ا اَۡمَوالَـُكۡم بـَيـۡ
ـاَيُـَّها الَِّذۡيَن ٰاَمنـُۡوا ََل تَاُۡكُلۡوٰۤ




ِانَّ اللٰ َه َكاَن ِبُكۡم َرِحۡيًما ؕ  ۡنـُفَسُكمۡ اَ   
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa: 
29). 
 
Selain itu juga terdapat firman Allah Swt tdalam surat Al-Maidah ayat 8 
tentang larangan berbuat dzolim:  
ِْۡسِط َََل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَـ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن لِ  ْوٍم َعَلى َأَلَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا لَِّه ُشَهَداءَ بِاْل
َوى ْۡ  ُهَو أَقْـَرُب لِلَُـّ
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa” (QS. Al Maidah: 8). 
Dari kedua firman Allah swt diatas jelas sudah bahwa Allah swt melarang 
kezaliman dalam bentuk apapun. Dan wajib untuk berbuat adil dalam segala 
sesuatu. Termasuk dalam tindakan yang dilakukan oleh kreditur saat debitur 





B. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 
TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PANDANGAN 
SYEH WALIYULLAH AD-DAHLAWI. 
Salah satu tokoh ekonomi Islam pra modern yang masyhur dan patut dikaji 
pemikirannya dalam bidang ekonomi/ muamalah ialah Syeh Waliyullah Adh-
Dhahlawi. Beliau memberikan definisi muamalah “sebagai salah satu bagian dari 
pendukung peradaban yang di dalamnya terwujud pelaksanaan dan penegakan 
prinsip tukar-menukar dan tolong-menolong antar sesama manusia.”75  
Pada era modern seperti sekarang ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya 
banyak permaslahan-permasalahan khususnya dalam bidang ekonomi yang 
tentunya juga membutuhkan jawaban dan penyikapan atas semua problematika 
masyarakat secara praktis dan dinamis. Salah satu permasahan yang 
membutuhkan solusi untuk menyikapi problematika modern dalam bidang 
mumalah ialah mengenai praktik penyitaan dalam transaksi utang piutang dilihat 
dari kacamata sistem bisnis syariah.76 
Banyak sekali kasus penyitaan jaminan akibat debitur tidak mampu 
melunasi hutangnya baik di lembaga konvensional maupun dilembaga syariah. 
Salah satu contoh ialah penyitaan jaminan fidusia dalam putusan MK Nomor 
18/PUU-XVII/2019. Dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon (debitur)  
mengajukan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal 
eksekusi jaminan dengan tindakan sewenang-wenang yang yang dinilai sangat 
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merugikan pihak debitur. Lalu bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan 
problematika tersebut? Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan mencoba 
menelaah pemikiran Shah Wali Allah Adh-Dhihlawi terhadap penyitaan harta 
orang yang tidak mampu melunasi hutang kepada orang yang memberikan utang 
tersebut. 
1. Penyitaan Harta menurut Syah Waliyullah Ad-Dahlawi 
Hutang-piutang nerupakan salah satu bentuk dari kegiatan mumalah yang 
sudah ada sejak zaman Rasulullah, bahkan sejak dahulu juga hutang piutang ini 
sering menjadi pembicaraan dalam sejarah ekonomi Islam. 77 Banyak riwayat yang 
menjelaskan mengenai permasalahan dan penyelesaian hutang piutang antara 
kreditur dan debitur yang di gunakan syeh waliyullah ad-dihlawi sebagai sumber 
rujukan, diantaranya:  
a) Dari Sumber Al-Quran. 
Dalam persoalan penyitaan barang jaminan bagi orang yang tidak 
mampu membayar dikarenakan bangkrut (muflis), shah waliyullah ad-
dihlawi merujuk pada dalil Al-Qur’an Q.S Al Baqarah ayat 280: 78  
ٌر لَُّكْمۖ  ِإن ُكنُُْم تـَْعَلُمونَ  ُقو۟ا َخيـْ   ََِإن َكاَن ُذَ ُعْسرٍَة فـََنِظرٌَة إَِلٰى َمْيَسرٍَة  َََأن َتَصدَّ
Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2]:280) 
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b) Dari Sumber Hadis 
Kemudian hadis dari Imam Malik meriwayatkan hadis di atas dari Abi 
Zinad dari A’raj dari Abi Hurairah bahwa  Rasulullah  Saw bersabda: 
ُهَما َأنَّ َرُسوَل ال َعْن َماِلكٍ  لَِّه َصلَّى َعْن أَِبي الز ِنَاِد َعِن اأْلَْعرَِج َعْن أَِبي ُهَريـْرََة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ِإَذا أُْتِبَع َأَحدُُكْم َعَلى مَ  َمْطُل اْلغَِنيِ  ظُْلٌم،» اللَُّه َعَلْيِه َََسلََّم قَاَل: َبعْ ََ  79.«ِليٍء فـَْليَـُـْ
Artinya: “Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang 
mampu membayar  merupakan sebuah kezhaliman, apabila salah 
seorang dari kalian dialihkan pembayaran hutangnya kepada orang 
yang mampu membayar maka hendaknya dia kabulkan permohonan 
tersebut.”  
 
Dan juga terdapat riwayat dari Imam Malik: 
من جهينة كان يسبق الحاج  عن مالك عن عمَر بن عبد الرحمن بن دَلف المزني أن  رجال
َاحل فيغلي بها ، ثم يسرع اليسير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن  فيشُري الر
الخطاب فۡال : )أما بعد( أيها الناس فإن األسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه َ أمانُه بأن 
َأنه ادان معرضاً فأصبح قددين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة يۡال سبق الحا  ج أَل 
َاخره حرب. َله هم  َالدين فإن أ َإياكم   80نۡسم ماله بينهم، 
 
Artinya:  “Dari Malik Abdul Rahman bin Dilaf al-Muzani, bahwa seorang laki-
laki dari suku Juhaynah telah mendahului dalam melakukan ibadah haji, 
kemudian ia membeli kendaraan yang harganya mahal. Setelah itu ia berangkat 
melaksanakan haji, kemudian ia bangkrut. Dari perkaranya ini ia lapor kepada 
Umar bin Khatab, kemudian Umar berkata, “Wahai manusia sesungguhnya 
orang yang merugi itu adalah orang lakilaki dari Juhaynah dengan utang dan 
amanahnya, disebabkan karena ingin melakukan haji lebih dulu. Ketahuilah 
bahwa ia telah berutangg kemudian berpaling untuk membayarnya maka 
barang siapa mempunyai tanggungan piutang kepadanya datanglah kepada 
kami besok pagi maka kami akan membaginya dari hartanya. Dan takutlah 
kepada utangg karena sesungguhnya utangg itu menjadi tujuan di awalnya dan 
akhirnya akan terjadi permusuhan.29 
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Syeh Waliyullah Ad-dahlwi menyatakan dari hadis dan Atsar di atas, bahwa 
harta orang yang bangkrut dibagikan kepada orang yang mengutanginya 
(ghurama’) sesuai dengan jumlah utangnya, jika hartanya habis sedang utangnya 
masih tersisa maka menurut Shah Wali Allah dinanti sampai ada kelapangan 
untuknya. Dalam perkataan Ahlu Ilmi dinyatakan: 
 الميسرة الى ينظر الدين َفضل ماله نفد فإن ديونهم قدر على غرمائه بين يۡسم المفلس مال ان
 Artinya: “Sesunguhnya harta orang muflis itu dibagi di antara para orang  
yang memberi utangg sesuai dengan kadar utangg yang dipinjam, apabila  
harta tersebut habis sedangkan utanggnya masih tersisa maka dinanti sampai 
ada kelapangan dari orang yang mengutangg”.81 
Menurut syeh waliyullah ad-ahhlawi  berpendapat bahwa Orang yang tidak 
mampu membayar  tidak diperbolehkan untuk dipenjara, melainkan harus 
ditunggu kesanggupannya, karena tidak ada niatan bagi orang tersebut untuk 
berbuat zalim. Kecuali jika orang yang bangkrut tersebut ada niatan buruk dalam 
artian tidak mau membayar dengan cara menyembunyikan hartanya, maka dalam 
hal ini orang yang bangkrut (muflis) bisa mendapatkan ta’zir atas dasar perintah 
penguasa. Syeh waliyullah ad-dahlawi juga telah menyebutkan dalam kitab 
karangannya bahwa jika si penghutang ini belum bisa melunasi kewajiban 
hutangnya maka si penghutang harus di beri peringatan yang tegas, kemudian 
                                                          





dapat diberi hukuman penjara apabila sengaja menyembunyikan hartanya, dan 
juga harus mengganti kerugian yang dialami oleh pemberi hutang.82 
Adapun dalam persoalan orang yang muflis dalam melunasi kewajiban 
hutangya berdasarkan pendapat ulama fikih klasik dalam hal ini Syafiiyah dan 
Hanabilah, berpendapat yaitu: “Apabila si penggadai ini telah mendapatkan 
hutang dengan jaminan barangnya, maka ia wajib melunasi kewajiban 
hutangnya tersebut. Jika ia tidak bisa membayar semua hutang atau sebagian 
hutangnya, maka ia wajib menjual sendiri barang yang digadaikan atau 
diwakilkan kepada orang lain. Jika si penggadai tidak mau melunasi hutangnya 
dan tidak mau menjual barang jaminannya, maka dalam hal ini hakim yang akan 
bertindak  untuk menjual barang jaminan tersebut dan membayarkan hutangnya 
kepada penerima gadai. Malikiyah berpendapat bahwa hakim menjual barang 
yang digadaikan, membayarkan hutang penggadai, tetapi tidak menahannya. 
Sedangkan menurut Hanafiyah, pemegang gadai berhak menuntut 
penggadai untuk melunasi kewajiban hutangnya, dan meminta hakim untuk 
menahan barang jaminannya jika jelas-jelas si penggadai menunda-nunda dalam 
membayarkan hutangnya. Hakim tidak boleh menjual barangnya yang 
digadaikan kera ia terkena hajr (ditahan dari membelanjakan hartanya), yang 
berarti kehilangan kelayakan jual beli, maka ia tidak boleh menjual barangnya 
yang digadaikan. Akan tetapi, ia ditahan sampai menjualnya karena 
mengantisipasi adanya kezaliman.83  Adapun pendapat yang palih rajih, adalah 
hakim boleh menjual barang gadai dan menggunakannya untuk membayar 
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hutang penggadai tanpa menahannya, karena tujuannya adalah melunasi hutang, 
dan telah terwujud seperti itu.84 
Dari pendapat shah waliyullah Addihlawi diatas beserta para fuqoha 
diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya orang yang tidak bisa 
melunasi hutangnya, harus diberi kesempatan agar dia mendapat celah untuk 
mencari jalan agar dapat melunasi kewajiban hutangnya. Apabila dia mempunya 
harta untuk melunasi hutangnya , maka harta tersebut dapat di ambil sebagai 
pembayaran pelunasan hutang. Sedangkan orang yang sengaja telat atau tidak 
mau membayar hutangnya, maka ia dapat diberi sanksi oleh penguasa berupa  
ta’zir. 
 
2.  Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia 
dalam Pandangan Syah Waliyullah Ad-Dahlawi 
Dari pendapat Syeh waliyullah Ad-Dahlawi diatas sangat relevansi  jika 
diterapkan pada putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena memilki titik 
permaslahan yang sama yaitu mengenai eksekusi jaminan atau penyitaan harta 
milik debitur.  Dalam putusan tersebut jika ditinjau dari analisis penulis 
berdasarkan perspektif dari syeh waliyullah ad-dihlawi, seharusnya: 
a) Kreditur tidak semena-mena dalam melakukan sita eksekusi jaminan fidusia 
milik debitur. Dalam agama Islam telah diajarkan bahwa dalam menagih 
hutang harus dilakukan dengan cara yang baik-baik baik pada orang yang 
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mampu membayar ataupun bagi orang yang tidak mampu membayar. Hal 
ini sebagaimana hadis Nabi: 
، ََُمَحمَُّد ْبنُ  ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخَلٍف اْلَعْسَۡاَلِنيُّ ثـَنَ  َحدَّ ثـََنا َيْحَيى، قَاََل: َحدَّ ا اْبُن أَِبي َمْريََم قَاَل: َحدَّ
، َأنَّ َرُسوَل َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب، َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن أَِبي َجْعَفٍر، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َََعاِئَشةَ 
َْ َغْيِر ََافٍ ًّۡا فـَْلَيْطُلْبُه ِفي عَ َمْن طََلَب حَ »اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َََسلََّم، قَاَل:    85«َفاٍف ََاٍف، َأ
Artinya:  Rasulullah Saw bersabda “Ambillah hakmu dengan cara yang 
baik pada orang yang mau menunaikannya maupun pada orang yang 
tidak ingin menunaikannya” 
b) Kreditur seharusnya memberi peringatan yang tegas terlebih dahulu 
sebelum dilakukan sita jaminan, dengan memberi tenggang waktu agar si 
debitur bisa mendapat keluasan untuk berusaha mengumpulkan harta agar 
bisa menutup dan melunasi hutangnya.  Hal ini selaras dengan firman 
Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280: 
ٌر لَُّكْمۖ  ِإن ُكنُُْم تـَْعَلُمونَ  ُقو۟ا َخيـْ   ََِإن َكاَن ُذَ ُعْسرٍَة فـََنِظرٌَة إَِلٰى َمْيَسرٍَة  َََأن َتَصدَّ
Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian 
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-
Baqarah [2]:280). 
Dari point a dan b diatas terlihat bahwa Syeh Waliyullah tidak 
menginginkan adanya penganiayaan dan permusuhan antarsesama manusia 
(antara debitur dan kreditur). Karena penganiayaan akan membawa bencana 
yang lebih besar. Ia menghendaki hubungan muamalah yang dilandasi etika 
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untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Dengan mempertimbangkan 
kebaikan bersama, penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat 
akan lebih menemukan relevansinya dengan tujuan disyariatkannya hukum 
Islam, tidak terkecuali hukum-hukum yang berhubungan dengan 
ekonomi.86 
c) Baru jika si debitur ini memang sengaja menunda-nunda pembayaran 
hutangnya  dan sengaja menyembunyikan hartanya padahal ia mampu untuk 
membayar maka barulah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Saw: 
ِإَذا أُْتِبَع َأَحدُُكْم َعَلى َمِليٍء ََ  َمْطُل اْلغَِنيِ  ظُْلٌم،» َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َََسلََّم قَاَل: 
َبعْ   87.«فـَْليَـُـْ
Artinya: “Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu 
membayar merupakan sebuah kezhaliman, apabila salah seorang dari 
kalian dialihkan pembayaran hutangnya kepada orang yang mampu 
membayar maka hendaknya dia kabulkan permohonan tersebut.”  
Menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah sebuah 
perbuatan zalim. Sedangkan menundanya orang yang tidak mampu tidaklah 
dianggap dzalim. Jika seseorang dalam keadaan tercukupi (membayar 
hutang), tapi ia belum mampu untuk membayarkan hutangnya karena 
hartanya tidak berada ditepat atau karena faktor lain , maka diperbolehkan 
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 Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, penulis simpulkan 
bahwasanya: 
1. Dalam perspektif fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 eksekusi 
jaminan yang dilakukan oleh pihak kreditur pada putusan MK Nomor 
18/PUU-XVII/2019  telah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, 
karena dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 
dan mencegah terjadinya kedzholiman atau tindakan semena-mena yang 
dilakukan oleh salah satu pihak ketika melakukan eksekusi, karena mau 
tidak mau ketika ingin melakukan eksekusi barang jaminan harus terlebih 
dahulu mendapat putusan dari pengadilan negeri. 
2. Dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019  tersebut jika ditinjau dari 
perspektif dari syeh waliyullah ad-dahlawi, ialah: seharusnya kreditur tidak 
semena-mena dalam melakukan sita eksekusi jaminan fidusia milik debitur. 
Kreditur seharusnya memberi peringatan yang tegas terlebih dahulu 
sebelum dilakukan sita jaminan, dengan memberi tenggang waktu agar si 
debitur bisa mendapat keluasan untuk berusaha mengumpulkan harta agar 
bisa menutup dan melunasi hutangnya, karena memang tidak ada niatan 
bagi orang tersebut untuk berbuat zalim. Kecuali jika orang yang bangkrut 
tersebut ada niatan buruk dalam artian tidak mau membayar dengan cara 





(muflis) bisa mendapatkan ta’zir atas dasar perintah penguasa dan juga harus 
mengganti kerugian yang dialami oleh pemberi hutang. 
 
B. SARAN 
1. Untuk para pihak yang melakukan pembiayaan dengan disertai adanya 
jaminan fidusia hendaknya dilakukan dengan prosedur-prosedur yang telah 
di atur baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, dengan 
mengedepankan nilai-nilai syariah agar tidak ada pihak yang merasa 
terugikan dan terdzolimi. 
2.  Untuk Lembaga Pemerintah, hendaknya lebih memperjelas terkait teknis-
teknis dalam pelaksanaan penyitaan jaminan fidusia secara detail, agar tidak 
ada pihak yang menyalahgunakan keadaan atau mengambil celah 
keuntungan ketika terdapat salah satu pihak yang terugikan. 
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menambah atau memperluas 
objek untuk diteliti, dengan menggunakan sumber perspektif hukum baik 
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan 
putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang diajukan oleh:  
1. Nama  : Aprilliani Dewi  
  Pekerjaan : Wiraswasta  
  Alamat   : Jalan H. Wahab II Nomor  28 A, 
Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.  
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon I  
2. Nama  : Suri Agung Prabowo  
  Pekerjaan : Wiraswasta  
  Alamat   : Jalan H. Wahab II Nomor  28 A, 
Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.  
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon II  
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2019, memberi kuasa 
kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li dan Slamet Santoso, 
S.H. Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi & 
Associates yang berdomisili di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta 









Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----------------- Para Pemohon 
[1.2]  Membaca permohonan para Pemohon;   
  Mendengar keterangan para Pemohon;   
  Membaca Keterangan DPR;   
  Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;   
  Mendengar dan membaca Keterangan Ahli para Pemohon;   
  Mendengar dan Membaca Keterangan Ahli Presiden;  
  Mendengar dan Membaca Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh  
Mahkamah Konstitusi;  
  Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
  Membaca Kesimpulan para Pemohon dan Presiden.  
2. DUDUK PERKARA  
[2.1]  Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15  
Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya  disebut  
Kepaniteraan  Mahkamah)  pada  tanggal 15 Februari 2019 berdasarkan Akta 
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku  
Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal              27 
Februari 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 
tanggal 25 Maret 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:  
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 
24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD”;  
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2011 (selanjutnya dibaca UU MK), kembali menegaskan hal yang sama 





terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji UndangUndang 
terhadap UUD 1945”;  
3. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap 
ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42/1999) terhadap 
UUD 1945;  
4. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas para Pemohon berpandangan 
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil 
terhadap Undang-Undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final dan mengikat;  
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON  
1. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk 
mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 
menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus 
menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana 
undangundang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji 
konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat 
terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem cheks and 
balances agar berjalan dengan baik dan efektif;  
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang 
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 
berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan 
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam 
undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;  
3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud 
dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;  
4. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara 





putusanputusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon 
dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi 
syarat:  
a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah 
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;  
c. Kerugian konstitusional   Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus 
dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang 
wajar dapat dipastikan akan terjadi;  
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya 
undangundang yang dimohonkan untuk diuji;  
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.  
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) 
merupakan perorangan warga negara Indonesia [Bukti P-3] yang secara 
konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 
ketakutan sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.  
6. Bahwa lebih lanjut, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang 
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakuan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi”;  
7. Bahwa Pemohon I merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan 
Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami 
kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang 





8. Bahwa Pemohon II merupakan suami dari Pemohon I [Bukti P-5] yang secara 
faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi 
objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia melakukan tindakan 
penarikan objek jaminan fidusia maka Pemohon II, baik secara langsung 
maupun tidak langsung mengalami kerugian yang sama sebagaimana dialami 
Pemohon I;  
9. Bahwa dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan para Pemohon, 
senyatanya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Kekuasaan 
yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, 
dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan 
pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan 
sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap 
objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta 
tanpa melalui prosedur hukum yang benar;  
10. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia 
dilakukan dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih 
barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. 
Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan 
dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, 
kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para 
Pemohon; [Bukti P-6]   
11. Bahwa atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan 
Penerima Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan 
melawan hukum. Oleh karena itu, Penerima Fidusia bahkan telah diberikan 
sanksi untuk membayar denda baik Materiil maupun Immateriil.  
[Bukti P-7]  
Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/ 
2018/PN.Jkt.Sel menyatakan sebagai berikut:  
a. Dalam Gugatan Konvensi:  





 Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 
(M. Halomoan Tobing) dan TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk 
seluruhnya;  
- Dalam Pokok Perkara:   
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;  
2. Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), 
dan T3 (M. Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN 
MELAWAN HUKUM yang merugikan PEMOHON I;  
3. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), 
dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng 
membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 
100.000,-;  
4. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), 
dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng 
membayar ganti rugi kerugian immateriil kepada penggugat 
sebesar Rp. 200.000.000,-;  
5. Menghukum TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mematuhi isi 
putusan ini;   
12. Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan terkait perselisihan antara 
Pemberi dan Penerima Fidusia tersebut di atas, Penerima Fidusia tetap 
mengabaikannya dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan 
Fidusia pada tanggal 11 Januari 2019, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian 
Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada 
ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan a quo.  [Bukti P-8]  
13. Bahwa berdasarkan hal itu, kerugian konstitusional yang dialami para 
Pemohon bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan pasal a quo tidak ada atau 
paling tidak, dapat dimaknai seperti permohonan a quo maka kerugian 
konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi;  
14. Bahwa dengan demikian, para Pemohon menilai perlindungan hak milik 
pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah 
dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 
42/1999 yang memberikan kesempatan kepada penerima fidusia untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan atau paling tidak menafsirkan pasal a quo 
sehingga bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat 
serta kehormatan Para Pemohon, sehingga secara mutatis mutandis kerugian 
konstitusional yang dialami para Pemohon bersifat spesifik dan aktual 





sebabakibat (causalitas) dengan berlakunya ketentuan pasal yang sedang 
dimohonkan pengujian a quo;  
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas 
maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian UU No. 42/1999 terhadap UUD 
1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan 
Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang 
memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon 
pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula 
Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan 
permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 
terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat 
(1) dan Pasal 28H ayat (4)UUD 1945;  
C. POKOK PERMOHONAN  
16. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan 
ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya berbunyi 
sebagai berikut:  
Pasal 15 ayat (2)  
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  
  
Pasal 15 ayat (3)  
Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual 
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.  
  
17. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), 
UU a quo bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang 
berbunyi sebagai berikut;  
Pasal 1 ayat (3)  
Negara Indonesia adalah negara hukum.  
  
  





Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya.  
  
Pasal 28D ayat (1)  
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.  
  
Pasal 28G ayat (1)  
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.  
  
Pasal 28H ayat (4)  
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.  
  
LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP HAK EKSEKUTORIAL DALAM PASAL 15 
AYAT (2) DAN AYAT (3) UU 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
18. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU a quo, pada prinsipnya 
memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap 
Penerima Fidusia (Kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi 
Fidusia (Debitur);  
19. Bahwa jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara 
tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan landasan 
dibentuknya UU Jaminan Fidusia. Dimana UU ini lahir atas kebutuhan yang 
besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh 
karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar 
mampu memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang 
melanda. Agar juga memberikan jaminan kepastian hukum serta mampu 
memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan;  
20. Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam 
pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan 
eksekusi terhadap objek fidusia. Dengan menyamakan kekuatan 
eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap [vide Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia]. 





kata kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA” layaknya sebuah putusan pengadilan [vide Pasal 15 ayat (1) UU 
Jaminan Fidusia];  
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU a quo, prinsip utama 
lembaga fidusia ini adalah memberikan kepastian hukum untuk serta merta 
dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia;  
22. Bahwa Pasal 15 ayat (3) UU a quo, telah memberikan penguatan hak 
kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda yang menjadi 
objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera 
janji.  
23. Bahwa pengaturan dalam pasal a quo, hanya berfokus untuk memberikan 
kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (Kreditur) dengan jalan dapat 
melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, 
ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam memberikan 
pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak hak 
Pemberi Fidusia (Debitur);  
24. Bahwa ketentuan pasal a quo, justru luput untuk memberikan kepastian 
hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, 
serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (Debitur). 
Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan 
Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, 
mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk 
menentukan tindakan cidera janji debitur.   
FRASA “KEKUATAN EKSEKUTORIAL” DAN FRASA “SAMA DENGAN  
PUTUSAN PENGADILAN” BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEPASTIAN 
HUKUM  
25. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU a quo, khususnya sepanjang frasa  
“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah 
menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945;  
26. Bahwa keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan 
putusan pengadilan” dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. 





penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi 
terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. 
Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui 
prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek 
fidusia;  
27. Bahwa model pemaknaan pertama ini justru dapat memunculkan 
kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan 
eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon. 
Penerima Fidusia, telah menggunakan segala macam cara untuk melakukan 
penyitaan terhadap objek fidusia. [vide Bukti P-6]  
28. Bahwa model pemaknaan Kedua, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa 
“sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah 
prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama 
seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan 
eksekusi terhadap putusan pengadilan;   
29. Bahwa materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 
42/1999, seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan 
antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut 
bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga 
dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum 
tetap;  
30. Bahwa kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 
tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum 
(legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice), karena  
lebih cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi 
kepentingan konsumen (pemberi fidusia);  
31. Bahwa mestinya, dengan mempersamakan “sertifikat fidusia” dengan 
“putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, 
maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya 
dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan 





dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua 
Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch  
Reglement (HIR);  
Pasal 196 HIR  
“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi 
keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan 
permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, 
pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat 
menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang 
dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu 
di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya 
delapan hari”.  
32. Bahwa model pemaknaan Ketiga, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa  
“sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah 
Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan 
atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum 
memiliki kekuatan hukum mengikat;  
33. Bahwa jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model 
pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa para 
Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas 
pemaknaan pasal a quo, para Pemohon mengalami tindakan penyitaan 
objek fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan 
pengadilan yang menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai 
sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, 
Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan terhadap objek fidusia. [vide 
bukti P-7] dan [vide Bukti P-8]  
34. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, secara tegas dan nyata, ketentuan 
pasal a quo khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa  
“sama dengan putusan pengadilan” adalah bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945, atau paling tidak inkonstitusional bersyarat jika 
tidak dimaknai sebagaimana permohonan a quo.   
FRASA  “KEKUATAN  EKSEKUTORIAL”,  FRASA  “SAMA  DENGAN  
PUTUSAN PENGADILAN” DAN FRASA “CIDERA JANJI” TELAH BERTENTANGAN 
DENGAN PRINSIP KESAMAAN DIHADAPAN HUKUM; DAN PENGAKUAN, 






35. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU     a 
quo, khususnya menyangkut frasa “kekuatan eksekutorial” dalam hal 
konteks eksekusi objek fidusia dan frasa “sama dengan putusan  
pengadilan” ketika diperhadapkannya Sertifikat Jaminan Fidusia dengan 
Putusan Pengadilan, telah menunjukkan ketiadaan konsep dan 
mekanisme yang jelas sehingga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang 
berlaku. Bahkan dalam praktik, menunjukkan ketiadaan prosedur yang 
jelas dan tanpa mekanisme hukum yang baku;  
36. Bahwa kondisi yang sama berlaku terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (3)  
UU a quo, khususnya menyangkut frasa “cidera janji”, yang tidak 
menunjukkan kejelasan indikator dan penilaian terhadapnya. Ketentuan     
a quo tidak mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dan 
mempunyai hak memberikan penilaian bahwa debitur telah melakukan  
tindakan “cidera janji”;  
37. Bahwa ketiadaan mekanisme yang jelas itu, menyebabkan penilaian 
subyektif dan sepihak dari kreditur (penerima fidusia) dengan mengabaikan 
pertimbangan pemberi fidusia (debitur) bahkan tanpa mempertimbangkan  
“itikad baik atau niat baik” debitur;  
38. Bahwa karena Pasal 15 ayat (2) UU a quo menyamakan kedudukan 
Sertifikat Perjanjian Fidusia dengan Putusan Pengadilan berkekuatan 
hukum tetap, telah mengabaikan prosedur hukum untuk menentukan 
dugaan apakah benar telah terjadi tindakan “cidera janji” oleh pemberi 
fidusia (debitur) atau tidak. Kebenaran pembuktian telah terjadi tindakan  
“cidera janji” menjadi diabaikan dan dianggap tidak lagi penting dalam 
konstruksi pengaturannya;  
39. Bahwa pengaturan yang demikian, senyatanya telah mengabaikan prinsip 
due process of law yang berarti telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu, 
segala tindakan dalam kehidupan bernegara mesti berdasarkan atas 
hukum;  
40. Bahwa pengaturan yang demikian juga senyatanya telah bertentangan 
dengan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 





a quo, telah menunjukkan ketidaksetaraan dihadapan hukum antara 
kreditur dan debitur. Menunjukkan ketiadaan pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bagi penerima 
fidusia (kreditur) diberikan hak eksklusif untuk melakukan eksekusi 
terhadap objek fidusia tanpa melalui mekanisme hukum yang jelas;  
41. Bahwa pengaturan a quo juga telah memberikan hak eksklusif kepada 
kreditur untuk melakukan eksekusi objek fidusia bahkan sama 
kedudukannya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, 
tanpa mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas dalam melihat 
tindakan debitur yang dinilai “cidera janji”. Sedangkan pemberi fidusia 
(debitur), tidak diberikan mekanisme hukum yang setara untuk menguji 
kebenarannya;  
42. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka secara nyata, ketentuan        a 
quo bertentangan dengan UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3), 
Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1);  
FRASA  “KEKUATAN  EKSEKUTORIAL”,  FRASA  “SAMA  DENGAN  
PUTUSAN PENGADILAN” DAN FRASA “CIDERA JANJI” TELAH BERTENTANGAN 
DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN JAMINAN ATAS  
HAK MILIK.  
43. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, beberapa frasa dalam ketentuan    a 
quo, telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanisme yang 
diberlakukan. Berarti juga mekanisme itu tidak sesuai dengan prosedur 
hukum yang menyebabkan ketidaksetaraan dihadapan hukum bagi 
pemberi dan penerima fidusia;  
44. Bahwa pengaturan yang demikian juga telah sangat jelas bertentangan 
dengan hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
itu tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun 
sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;  
45. Bahwa ketidakjelasan mekanisme eksekusi terhadap objek fidusia beserta 
prosedur untuk menentukan bahwa suatu tindakan itu telah masuk dalam 
kategori “cidera janji”, bukan hanya potensi menyebabkan terambilnya hak 





telah dialami oleh para Pemohon. Bahkan ketika sudah ada putusan 
pengadilan yang menyatakan tindakan Penerima Fidusia telah 
bertentangan dengan hukum dan merupakan tindakan melawan hukum; 
[vide Bukti P-7]  
46. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan harta benda 
yang di bawah kekuasaannya. Akan tetapi dengan berlakunya ketentuan   a 
quo, nyata nyata telah bertentangan dengan hak atas perlindungan harta 
benda yang berada dibawah kekuasaannya. Karena sewaktu-waktu 
terancam akan diambil alih secara paksa tanpa melalui mekanisme dan 
prosedur hukum yang jelas;  
47. Berdasarkan hal itu, maka secara tegas bahwa ketentuan a quo 
bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 
28H ayat (4) UUD 1945.  
D. KESIMPULAN  
1. Bahwa berdasarkan argumentasi dalam pokok permohonan di atas, secara 
nyata ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945 atau paling tidak 
inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan 
a quo;  
2. Bahwa kedepan, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, tidak hanya 
berorientasi pada pengakuan, jaminan, dan memberikan perlindungan 
kepastian hukum kepada Penerima Fidusia (Kreditur), namun juga kepada 
Pemberi Fidusia (Debitur);  
3. Bahwa dengan pemaknaan ulang sebagaimana permohonan a quo, Penerima 
Fidusia (Kreditur), tetap memiliki kepastian hukum dan perlindungan untuk 
melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan kekuatan eksekusi 
sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui 
mekanisme dan prosedur hukum sama seperti prosedur eksekusi terhadap 
putusan pengadilan tanpa harus melalui mekanisme permohonan kepada 
lembaga peradilan. Sehingga baik hasil sita terhadap objek dan prosedurnya 
akan semakin menguatkan hak hak dan jaminan perlindungan Penerima  





4. Bahwa dengan pemaknaan ulang sebagaimana permohonan a quo, Pemberi 
Fidusia (Debitur), akan mendapatkan hak dan jaminan perlindungan atas objek 
fidusianya untuk dapat di eksekusi melalui mekanisme yang sesuai prosedur 
hukum berlaku secara adil;   
E. PETITUM  
Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Pemohon memohonkan 
kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan;  
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia 
sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan 
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan 
eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan 
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap”;  
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan 
pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka 
eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan 
terkait”;  
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia 
sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal 
penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima 
Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya 
hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui 
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”;  
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 





Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki 
pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
[2.2]   Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan 
bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai 
berikut:  
1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);  
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
3. Bukti P- 3 : Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Pemohon I dan 
Pemohon II;  
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor  
W11.01617952.AH.05.01 bertanggal 25 November 2016;  
5. Bukti P- 5  : Fotokopi   Buku Nikah Para Pemohon;   
6. Bukti P- 6 : Video rekaman dan Foto debt collector yang ditugaskan oleh Penerima 
Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan cara 
sewenang-wenang memaki dan mengancam akan membunuh Pemohon II;  
7. Bukti P- 7  : Fotokopi   Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 
345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel,  tentang  gugatan  perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh Penerima Fidusia;  
8. Bukti P- 8 : Fotokopi  Foto Pengeksekusian objek jaminan fidusia yang dilakukan 
oleh Penerima Fidusia;  
Selain itu, para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Tulus Abadi, 
yang menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis pada sidang tanggal 24 
April 2019, pada pokoknya sebagai berikut:  
Ahli adalah Ketua Pengurus Harian YLKI, menurut ahli dalam tujuh tahun 
terakhir, pengaduan yang dominan yang diterima YLKI adalah pengaduan mengenai 
jasa keuangan, perumahan, telekomunikasi, listrik, dan belanja online. Pengaduan jasa 
keuangan yang dilaporkan ke YLKI adalah masalah perbankan, asuransi, dan leasing, 
dan juga soal e-money.   
Pada tahun 2016, pengaduan jasa keuangan menduduki 32% dari pengaduan 
yang masuk di YLKI dan salah satunya adalah pengaduan masalah leasing. Menurut ahli 
ada empat bentuk pengaduan yang utama adalah penarikan kendaraan oleh leasing, 
over kredit bermasalah, perilaku debt collector dan penghitungan denda dan biaya, 
dan yang paling mengganggu dan melanggar hak konsumen adalah masalah penarikan 
kendaraan dan/atau perilaku debt collector atau juru tagih.   
Pada tahun 2017 masalah jasa keuangan dan leasing masih menduduki 
pengaduan kategori lima besar atau sepuluh besar di YLKI atau ada sebanyak 57 kasus. 





menyangkut masalah penarikan kendaraan oleh pihak leasing dan juga masalah debt 
collector atau juru tagih.   
 Pada tahun 2018, masalah leasing juga masih sangat mendominasi, khususnya leasing 
masalah sepeda motor, ada sekitar 24 kasus. Dengan permasalahan yang sama, yaitu 
masalah penarikan kendaraan.   
Menurut ahli permasalahan umum mengenai leasing itu adalah pertama, 
konsumen gagal bayar atau alias kredit macet sehingga berujung pada penarikan 
kendaraan. Kedua, perilaku debt collector (juru tagih) yang sering menabrak aturan 
atau minimal menabrak etika di dalam melakukan penagihan. Ketiga, ketidaktelitian 
konsumen saat akad kredit, konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan yang 
berlaku sehingga dia terjebak pada aturan-aturan yang tidak dia ketahui dan kemudian 
masalah kesulitan ekonomi yang dialami konsumen. Hal ini terjadi khususnya bagi 
konsumen leasing sepeda motor, banyak yang tidak bisa mencicil sesuai dengan yang 
ditentukan sehingga kendaraan ditarik dan menurut ahli hal ini merupakan jebakan 
betmen klausula baku.   
Dalam perjanjian standar dilarang menyelipkan klausul-klausul baku yang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti 
klausul yang menyatakan mengenai pengalihan tanggung jawab, klausul mengenai 
pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang, dan klausul yang menyatakan 
bahwa konsumen tunduk pada peraturan yang ditetapkan di kemudian hari.  
Karakter klausula baku yang sering ditemui dalam keluhan-keluhan masyarakat 
adalah perjanjian standar yang dibuat cenderung menguntungkan pelaku usaha di satu 
sisi dan merugikan konsumen di sisi lain, serta tidak ada ruang bagi konsumen untuk 
bernegosiasi (take it or leave it). Substansi perjanjiannya sangat sulit dipahami 
konsumen karena terlalu detail, teknis, dan kontennya juga memang konsumen tidak 
paham, bentuk dan tulisannya sangat kecil dan jelimet. Ahli pernah mengusulkan 
dalam sebuah diskusi di OJK dan BI bahwa diperlukan perjanjian standar yang 
distandarisasi oleh regulator, misalnya oleh OJK. Jadi, dalam konteks perbankan atau 
asuransi harusnya dibuat perjanjian standar yang karakternya sama sehingga tidak 
merugikan konsumen dengan menyelundupkan pasal-pasal klausula baku.  
Ahli menyatakan bahwa peta besar permasalahan leasing saat ini adalah 
leasing itu menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia, 
namun tidak ada instrumen pengendalian. Sebenarnya pengaturan uang muka untuk 
kendaraan roda dua ataupun roda empat adalah 20% sampai 30% dari harga jual, 
namun di lapangan ketentuan ini sering dilanggar. Konsumen dapat membawa pulang 
kendaraan meskipun tanpa DP.   
Menurut ahli, leasing menjadi faktor pemicu polusi di kota besar dan bahkan 
kecelakaan kendaraan bermotor, saat ini ada 30.000 orang meninggal di jalan raya 
karena kecelakaan kendaraan bermotor dan khususnya roda dua. Kemudian, kredit 
kendaraan bermotor menjadi instrumen pemiskinan di rumah tangga miskin. Dari data 





miskin yang tidak mampu mengkredit sepeda motor, namun akhirnya dia mengkredit 
dan harus mencicil dengan bunga yang sangat tinggi dan akhirnya terjadi proses 
pemiskinan di dalamnya.   
Menurut ahli, seperti yang diketahui bersama masalah jasa keuangan 
regulatornya adalah OJK, namun dalam hal pengawasan, masih sangat lemah sehingga 
banyak pelanggaran-pelanggaran, hak ini bisa saja terjadi karena tidak adanya review 
terhadap regulasi selain itu bisa juga terjadi karena tidak ada tindak lanjut.   
 Saat ini selain leasing, sedang marak mengenai pinjaman online yang kontrak perjanjian 
bakunya juga merugikan konsumen. Sehingga masalah perjanjian baku ini menjadi 
masalah krusial dalam kontrak jasa finansial dimana masih banyak menggunakan 
klausula-klausula baku, baik di perbankan, asuransi, dan leasing yang kemudian 
merugikan konsumen. YLKI mendorong agar adanya revisi regulasi terkait dengan 
kontrak perjanjian ini khususnya menyangkut masalah penarikan kendaraan dan 
perilaku debt collector karena 2 hal ini sering terjadi di lapangan dan merugikan 
konsumen karena berawal dari perjanjian tidak fair atau regulasi yang tidak fair dan juga 
praktik-praktik di lapangan yang melanggar atau dilanggar oleh pelakunya.   
Bahwa tren pengaduan jasa keuangan dan khususnya masalah leasing dalam 
pandangan ahli dapat dilihat secara kasuistik dan juga bisa dilihat secara sistemik. 
Secara kasuistik berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh baik kreditur ataupun 
mungkin juga debitur dalam kasus yang itu saja. Namun ahli melihat bahwa kasuskasus 
yang terjadi berangkat dari unfairness regulasi, baik di dalam undang-undang, mungkin 
juga di dalam aturan-aturan OJK, aturan Kementerian Keuangan, ataupun undang- 
undang yang lainnya yang mengakibatkan adanya tumpang tindih antara undang-
undang yang satu dengan yang lain.   
Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan undang-undang 
sektoral lain, sampai saat ini masih banyak sekali yang saling bertentangan, 
UndangUndang Perlindungan Konsumen memang undang-undang yang sifatnya 
generik, bukan undang-undang yang spesifik. Kemudian menurut Ahli ada kasus di 
bidang asuransi yang menjerat produsen asuransi menggunakan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, padahal terdapat Undang-Undang Asuransi. Menurut YLKI 
sebagai lembaga konsumen, sah saja jika konsumen menggunakan pasal-pasal di dalam 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memang tidak dilarang.   
Ahli mempertanyakan mengapa DPR atau pemerintah tidak melakukan 
harmonisasi sehingga tidak ada undang-undang yang saling tumpang-tindih atau 
bertabrakan. Dalam kasus leasing, mengenai penarikan kendaraan ketika konsumen 
menunggak atau gagal bayar, jika dilihat secara kasuistik dan secara perdata, 
sebenarnya memang kesalahan dari konsumen, namun tetap harus dilihat juga latar 
belakang mengapa konsumen itu menunggak.   
Ahli menyatakan terhadap konsumen yang kemudian tidak mampu membayar 
tagihannya atau dengan kata lain kredit macet sebelum adanya aturan fidusia, cara 
perusahaan finance menarik kendaraannya dari konsumennya lebih ekstrim seperti 





ditarik, langsung dinaikkan ke truk mereka hal ini dilakukan tanpa menunjukkan surat 
perjanjian fidusia.  
Banyak konsumen yang tidak paham bahwa ketika mereka melakukan 
perjanjian dengan leasing, dia akan hanya sewa-beli, dia sebenarnya menyewa 
kendaraannya, setiap bulan dia harus membayar sewa itu, sehingga ketika dia 
menunggak walaupun tinggal tiga bulan, kendaraannya harus diambil oleh kreditur. Hal 
ini merupakan regulasi yang tidak adil bagi konsumen, di satu sisi konsumen telah 
membayar uang muka yang ditentukan, tetapi kemudian ketika dia tunggak di tengah 
jalan padahal kendaraannya sudah mau lunas, kurang dua bulan, satu bulan atau apa 
pun, itu tanpa ampun diambil kembali oleh krediturnya.   
Ahli menyatakan bahwa ahli tidak mendalami persoalan ini, namun jika pasal 
yang diajukan disamakan dengan putusan pengadilan yang inkracht menurut ahli hal 
ini tidak fair. Karena pada sat melakuan eksekusi, tidak memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana sita yang dilakukan dalam putusan Majelis Hakim atau putusan dari 
pengadilan.   
Ahli menyatakan mungkin harus dilihat juga latar belakang mengapa aturan 
tersebut dibuat, mungkin saja pertimbangannya untuk melindungi pihak kreditur untuk 
mempercepat penjualan, mempercepat pertumbuhan industri otonomotif karena 
memang sering diklaim oleh pemerintah, rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia 
masih rendah dibandingkan dengan populasi sehingga perlu jaminan-jaminan dari 
pemerintah. Namun peraturan ini tidak diimbangi dengan sebuah kebijakan yang fair 
atau setara bagi konsumen.   
Ahli pernah membaca, di Amerika aturan menjadi debt collector sangat ketat, 
yaitu debt collector tidak boleh mengontak ataupun mendatangi konsumen secara 
sembarangan dengan datang ke rumahnya dan seterusnya. Regulasi di Amerika, juru 
tagih itu hanya boleh mengontak konsumen di jam yang telah ditentukan, yaitu pukul  
08.00 WIB pagi, di luar itu, sama sekali tidak diperbolehkan.   
Di Indonesia, aturan-aturan terkait dengan debt collector atau juru tagih baru 
keluar sekitar 3 atau 4 tahun terakhir setelah didesak terus. Sebelumnya, ada 
konsumen yang meninggal karena dipukuli oleh juru tagih ketika dia menagih ke 
rumahnya, banyak juru tagih yang menagih ke kantor sehingga mengobrak-abrik 
kantor, sehingga banyak konsumen yang akhirnya di-PHK karena didatangi oleh juru 
tagih itu, ada juga yang sampai bercerai dan segala macam karena dipermalukan oleh 
juru tagih itu.   
Walaupun aturan telah dibuah dan relatif lebih baik, namun dalam 
implementasinya masih banyak pelanggaran salah satunya mengenai uang muka dalam 
aturannya yang 20% sampai 30%, namun dilapangan rendah tidak pernah 
diimplementasikan atau jarang diimplementasikan karena pada kenyataannya kredit 
dapat diberikan tanpa uang muka.  
Jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya di Negara Iran, untuk membeli 
sepeda motor itu harus cash, tidak boleh dicicil. Atau di Eropa, orang yang ingin 





alasannya karena risiko terhadap sepeda motor itu sangat tinggi sehingga seseorang 
boleh menggunakan sepeda motor kalau ada jaminan asuransi terhadap keselamatan. 
Di Indonesia, uang muka di lapangan hanya formalitas.   
Bahkan ahli melakukan protes keras kepada OJK dan rencana akan melakukan 
uji materi, mengenai diperbolehkannya pihak kreditur memberikan uang muka 0% 
kepada konsumen dengan syarat tertentu.  
Menurut Ahli, dalam industri jasa sebenarnya tidak mungkin ada perjanjian 
standar, namun pada industri jasa modern seperti sekarang tidak bisa dihindari adanya 
perjanjian standar. Yang jadi permasalahan adalah jika perjanjian standar yang ada di 
industri jasa menyelipkan klausul baku, yang bermasalah nukan perjanjian standarnya 
namun klausul bakunya.  
YLKI pernah bermitra dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dalam 
rangka merevisi atau amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sudah 
masuk di Prolegnas DPR, salah satu ketentuan yang direvisi mengenai klausula baku 
dan perjanjian standar ini. Ahli menyadari bahwa implementasi perjanjian standar itu 
sulit, namun hal ini adalah instrumen untuk melindungi konsumen ketika bertransaksi 
dengan pelaku usaha. Di Belanda misalnya, konsumen kelas menengah bawah yang 
bertransaksi dengan developer, dia didampingi oleh pengacara negara penyebabnya 
Karena pertama, konsumen pasti tidak bisa menyewa pengacara komersial. Kedua, 
konsumen tidak bisa memahami perjanjianperjanjian yang ada di dalam perjanjian 
tersebut sehingga negara menunjuk sebagai pendamping konsumen untuk 
mendampingi konsumen agar dia tidak terjerat oleh perjanjian baku yang dibuat oleh 
developer itu.   
Ahli pernah berdiskusi dengan Prof. Sutan Remy Sjahdeini, dan beliau 
mengusulkan agar perjanjian standar itu dibuat standardisasi. Misalnya untuk jasa 
finansial, OJK bisa membuat template perjanjian standar, isi dari perjanjian bisa beda 
hanya besaran bunga dan di ayat-ayat tertentu yang berbeda, ketika templatenya 
sama sehingga ini bisa mengurangi potensi penyelundupan klausul baku di dalam 
perjanjian standar itu, sehingga terjadi perjanjian standar yang fair. Di satu sisi, kita 
memerlukan perjanjian standar dalam industri jasa, di sisi lain, content-nya seimbang 
antara keberpihakan dengan kreditur ataupun keberpihakan dengan debitur. Ahli 
memberi kritik tentang tugas regulator, OJK dibentuk salah satunya adalah untuk 
melindungi konsumen, hal ini jelas di dalam Undang-Undang OJK. Namun yang Ahli 
ketahui setelah adanya OJK masalah pengaduan jasa finansial bukannya turun, tapi 
naik.  Menurut ahli biaya operasional OJK didapatkan dari industri finansial, termasuk 
leasing. Bagaimana OJK akan bersifat fair jika seluruh biaya operasionalnya diberi oleh 
pihak yang harusnya diawasi.   
Kemudian, terkait dengan moto YLKI yang tadi dinyatakan, “Menjaga martabat 
produsen atau dalam hal ini kreditur”, sebagai contoh ada konsumen yang mengadu ke 
YLKI, kemudian aduannya hanya sepele, dia beli mie instan yang di dalamnya ada 
butiran kayu kecil yang dia telah dirugikan dan mohon pendampingan dari YLKI. YLKI 
akan bertanya mengenai kerugian yang dialami, dan akan menyarankan untuk 
meminta ganti rugi sesuai nilai kerugian materiil konsumen. Ketika konsumen 





YLKI akan menyatakan tidak dapat mendampingi konsumen yang berusaha berbuat 
curang dengan kerugian atau potensi kerugian yang tidak rasional. Ada juga seorang 
ekspatriat mengadu ke YLKI, kerugiannya sebenarnya Rp2.000.000,00, memang waktu 
itu hampir mengancam keselamatan anaknya, tapi bisa diselamatkan, tapi kemudian 
dia tidak, konsumen ini akan menggugat jauh lebih tinggi ke pengadilan. YLKI 
mempersilahkan namun tidak dapat mendampingi, YLKI hanya bisa menyelesaikan di 
awal dimana jika ada pengaduan masuk, didampingi, memperoleh ganti rugi materiil. 
YLKI tidak dapat mendampingi jika yang dituntut adalah kerugian imateriil yang 
memang tidak dapat diformulasi dengan baik.  
[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah 
menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 
April 2019 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima 
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:  
I.  POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON  
Pada pokoknya para Pemohon menguji ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) 
UU Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 15 ayat (2):  
“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”,  
  
  
Pasal 15 ayat (3):  
“Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk 
menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya 
sendiri”.  
Bahwa pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), 
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 
1945, yang berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 1 ayat (3):  
Negara Indonesia adalah Negara 





“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”.  
Pasal 28D ayat (1)  
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum”.  
Pasal 28G ayat (1)  
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.  
Pasal 28H ayat (4):  
“Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak 
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.  
1. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia khususnya sepanjang 
frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” 
telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda-
beda yaitu:  
a. Memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) 
untuk secara langsung atau serta merta melakukan eksekusi terhadap 
objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji dan tanpa 
melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambilalihan 
objek fidusia. Pemaknaan ini dapat memunculkan kesewenang-
wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek 
fidusia sebagaimana yang dialami oleh para Pemohon.  
b. Bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia 
dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana 





c. Bahwa apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan 
putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya 
meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat.  
2. Bahwa materi muatan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia 
seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara 
“sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur 
eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi 
atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bahwa prosedur 
pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling 
tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi 
kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR.  
3. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia telah memberikan 
penguatan hak kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda yang 
menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri dalam hal debitur 
cidera janji. Sehingga menurut para Pemohon ketentuan a quo hanya berfokus 
untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (Kreditur) dan 
justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan dan 
perlakuan yang sama dihadapan hukum serta perlindungan hak milik pribadi 
Pemberi Fidusia (Debitur). Akibatnya pengaturan ini luput untuk menjelaskan 
tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan putusan 
pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan objek fidusia serta 
mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur.  
4. Bahwa frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UU a quo tidak menunjukkan 
kejelasan indikator dan penilaian terhadapnya sehingga tidak mengatur secara 
eksplisit siapa yang berwenang dan mempunyai hak memberikan penilaian 
bahwa debitur telah melakukan tindakan “cidera janji”. Dengan menyamakan 
kedudukan Sertifikat Perjanjian Fidusia dengan putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap telah mengabaikan prosedur hukum untuk 
menentukan dugaan apakah benar telah terjadi tindakan “cidera janji” oleh 





“cidera janji” menjadi diabaikan dan dianggap tidak lagi penting dalam 
konstruksi pengaturannya.   
5. Pasal a quo yang menimbulkan ketidakjelasan mekanisme eksekusi beserta 
prosedur untuk menentukan suatu tindakan telah masuk dalam kategori 
“cidera janji” berpotensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara 
sewenang-wenang dan secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur 
hukum yang jelas (secara faktual telah dialami oleh para Pemohon)   
6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas menurut para Pemohon ketentuan 
Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia telah bertentangan dengan 
Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) 
UUD 1945.  
II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON  
Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah 
memberikan keterangan sebagai berikut:  
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun  
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun  
2003), menyatakan bahwa para Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap 
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.  
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  006/PUU-III/2005 tanggal 
31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 
tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya 
telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal  
“kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma 
UndangUndang, yaitu:   
a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;  
b. Bahwa Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah 
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;   
c. Kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 
(khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang 





d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan  
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka 
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.  
3. Pemerintah telah mempelajari permohonan para Pemohon dalam 
mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya adanya kerugian konstitusional 
atas berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia  
terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasa 28G ayat 
(1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.  
4. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal    a 
quo diantaranya:  
a. Bahwa Pemohon I merasa dirugikan dalam hubungannya sebagai 
pemberi jaminan fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor          
WII.0167952.AH.05.01 akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang 
dilakukan oleh penerima jaminan fidusia.  
b. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dalam ketentuan pasal a quo UU 
Jaminan Fidusia akibat penerapan pasal tersebut yang tidak memberikan 
prosedur eksekusi yang benar terhadap tata cara penarikan dari, 
penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima jaminan 
fidusia.  
c. Bahwa Pemohon juga merasa dirugikan yang dalam ketentuan pasal       a 
quo UU Jaminan Fidusia dalam frasa “kekuatan eksekutorial” sama 
dengan “putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum 
karena dapat dimaknai berbeda-beda.  
5. Berdasarkan dalil kerugian para Pemohon, Pemerintah memberikan 
pandangan terhadap kedudukan hukum (legal standing) sebagai berikut:  
a. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WII.0167952.AH.05.01 
merupakan bukti yang sangat jelas bahwa Pemohon telah mengikatkan 
diri dalam suatu perjanjian perdata sebagai penjanjian fidusia yang 





sebagai undang-undang/hukum bagi mereka yang membuatnya 
sehingga para pihak harus mentaatinya.  
b. Sesuai bukti tersebut diatas bahwa kerugian Pemohon merupakan 
kerugian hukum secara keperdataan yang ditimbulkan adanya suatu 
perselisihan dalam implementasi sebagaimana telah Pemohon uraikan 
dalam permohonannya dimana telah terjadi perselisihan tentang tata 
cara eksekusi hingga Pemohon melakukan gugatan konvensi dengan dalil 
yaitu melakukan perbuatan melawan hukum.  
c. Bahwa Bukti Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/ 
PN.Jkt.Sel yang mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian 
membuktikan telah terjadi sengketa hukum dari sengketa perdata 
menjadi sengketa pidana.  
d. Bahwa pemohon mendalilkan bahwa pasal a quo dianggap merugikan 
Pemohon dalam frasa “kekuatan eksekutorial” sama dengan putusan 
pengadilan” dan tidak memberikan prosedur eksekusi yang benar telah 
menimbulkan ketidakpastian hukum, hal tersebut bukan merupakan 
kerugian konstitusional yang bertentangan dengan UUD sebagaimana 
yang didalilkan Pemohon namun sebaiknya para Pemohon juga harus 
memahami secara baik bahwa UU Jaminan Fidusia  sebagai landasan 
perikatan Pemohon terutama ketentuan atas eksekusi jaminan fidusia 
(Pasal 29 s/d Pasal 34).  
e. Sesuai tanggapan Pemerintah tersebut di atas bahwa sebenarnya 
dalildalil kerugian para Pemohon telah jelas merupakan dalil kerugian 
hukum secara keperdataan dengan objek suatu benda yang dapat 
dihitung secara nyata yang dalam implementasinya dilandaskan hukum 
perikatan jaminan fidusia. Hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil 
kerugian konstitusional dengan alasan bahwa pasal yang diuji tidak 
menghalangi atau mengurangi hak-hak para Pemohon untuk dapat 
melakukan upaya hukum.  
Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional 
(constitutional rights) yang dialami oleh para Pemohon, dalil kerugian yang 





complaint) yang dalam implementasinya kurang pemahaman dalam penerapan 
ketentuan norma terhadap keberlakuan pasal a quo sehingga Pemerintah 
memandang tidaklah tepat jika hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan 
judicial review di Mahkamah Konstitusi.   
III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANGUNDANG 
YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON   
A. Penjelasan Umum  
Bahwa fidusia secara umum berasal kata dari fides dari Bahasa Romawi yang 
artinya kepercayaan, fidusia juga diambil dari istilah Belanda Fiduciare 
Eigendom Overdracht (FEO) dan Bahasa Inggris Fiduciary Transfer of 
Ownership yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. 
Berdasarkan hal tersebut, bahwa istilah fidusia mengacu pada penyerahan 
kepemilikan harta benda atau aset berdasarkan kepercayaan dimana benda 
yang diserahkan tetap berada di bawah wewenang pemilik asal. Pemberi 
fidusia percaya bahwa penerima fidusia bersedia mengembalikan hak milik 
barang yang telah diserahkan setelah hutang pemberi fidusia terlunasi. Pihak 
penerima fidusia juga mempunyai kepercayaan bahwa pemberi fidusia tidak 
akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaan 
pemberi fidusia. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat 
tindakan atau kelalaian pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan dan 
pengalihan benda objek jaminan fidusia. Hak penerima fidusia untuk 
mengeksekusi benda jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak 
pemberi fidusia. Secara umum dikenal sebagai istilah jaminan fidusia 
merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun 
yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang 
tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 
pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap 
kreditur lainnya (vide Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia).  
Bahwa adanya UU Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menampung 
kebutuhan masyarakat yang terus berkembang mengenai pengaturan 
jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha 
dan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan kepada para pihak 
yang berkepentingan atau yang menggunakannya. Bagi pemberi fidusia 
diberi hak untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan 
berdasarkan kepercayaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari 
pinjaman. Sedangkan bagi penerima fidusia memperoleh jaminan kepastian 
dan perlindungan hukum atas objek jaminan yang telah didaftarkan dalam 
bentuk Sertifikat Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 





Perjanjian fidusia bersifat accesoir karena perjanjian fidusia merupakan 
pelengkap dari perjanjian utang piutang. Terdapat hak dan kewajiban bagi 
pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur):  
a. Hak Pemberi Fidusia (Debitur)  
1. Menggunakan ataupun memakai benda yang telah dialihkan oleh 
penerima fidusia;  
2. Mendapatkan hak kepemilikan sepenuhnya apabila utang yang 
dijamin dengan fidusia lunas.  
b. Kewajiban Pemberi Fidusia (Debitur)  
1. Membayar sejumlah utang yang telah diperjanjikan sebelumnya.  
2. Apabila cidera janji dapat menyerahkan benda yang menjadi objek 
jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.  
c. Hak Penerima Fidusia (kreditur)  
1. Mengambil/menerima piutangnya secara berkala/kredit;  
2. Mengeksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
apabila pemberi fidusia cidera janji.   
d. Kewajiban Penerima Fidusia (kreditur)  
1. Mendaftarkan benda yang dibebani dengan jamianan fidusia guna 
mendapatkan kepastian hukum yaitu mempunyai kekuatan 
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.  
2. Menghapus Sertifikat Jaminan Fidusia jika sudah ada pelunasan.  
B. Terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan 
keterangan sebagai berikut:  
1. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat 
(2) UU Jaminan Fidusia khususnya sepanjang frasa “kekuatan 
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah 
menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai 
berbedabeda, dan menginginkan agar prosedur pelaksanaan eksekusi 
objek fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan 
eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 
dalam hal ini  pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:  
a. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada 





kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan tetapi 
untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta 
yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran 
Fidusia (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran 
Jaminan Fidusia Secara Elektronik) sejak tanggal 5 Maret 2013  
pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pendaftaran perubahan 
jaminan fidusia, dan penghapusan jaminan fidusia dilakukan secara 
elektronik.  
b. Sertifikat fidusia timbul sebagai akibat pendaftaran fidusia. Sertifikat 
Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang 
memuat catatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan 
pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai tindak lanjut atas proses 
pendaftaran jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai 
dengan kewenangannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 
14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menerbitkan dan menyerahkan 
Sertifikat Jaminan Fidusia. Oleh karena dikeluarkan dan diterbitkan 
oleh instansi yang sah dan berwenang maka Sertifikat Jaminan 
Fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta 
autentik. Sertifikat Jaminan Fidusia dalam ketentuan ini bertujuan 
untuk melindungi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman 
maupun peminjam, secara hukum dalam proses eksekusi, yang 
secara kekuatan hukum hanya mengikat kepada dua belah pihak 
yang bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum.  
c. Bahwa berlaku asas droit de suite atau zaaksgevlog yaitu jaminan 
fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Hal ini menunjukkan 
bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (zakelijkrechrt) 
dan bukan hak perorangan (persoonlijkrecht). Dengan demikian hak 
jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan 
berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. 
Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya 





hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh 
pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila 
debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi. Kepastian hukum atas 
hak tersebut bukan saja benda jaminan fidusia masih berada pada 
debitur pemberi jaminan fidusia bahkan ketika benda jaminan fidusia 
itu telah berada pada pihak ketiga.  
d. Bahwa salah satu ciri jaminan fidusia adalah mudah dieksekusi maka 
kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan 
irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan 
eksekutorial. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang 
memberikan wewenang berupa dilaksanakannya apa yang 
dicantumkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.  
Dan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa” memberi kekuatan eksekutoril bagi putusan-putusan 
pengadilan di Indonesia. Jadi bila merujuk pada ketentuan tersebut 
terlihat bahwa kekuatan eksekutorial merupakan jenis kekuatan 
eksekusi alat-alat negara yang diberikan kewenangan oleh 
Pengadilan untuk melaksanakan putusan.   
e. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis 
bahwa pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan sama 
seperti orang yang telah memegang putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemegang Sertifikat 
Jaminan Fidusia mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi 
terhadap objek Jaminan Fidusia. Mengingat objek jaminan fidusia 
umumnya benda bergerak dan dalam penguasaan debitur sehingga 
sangat berpotensi bagi debitur untuk mengalihkan objek jaminan 
fidusia tersebut khususnya akibat cedera janji atau wanprestasi yang 
menimbulkan kerugian bagi kreditur. Dengan kekuatan eksekutorial 
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan dasar untuk melakukan 
eksekusi atas kekuasaannya sendiri baik berupa penyitaan maupun 
lelang sita tanpa perantaraan hakim yang bersifat final serta 





itu pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan 
benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.  
f. Kekuatan eksekutorial dalam ketentuan ini merupakan kekuatan 
hukum yang berlaku terhadap kedua belah pihak yang saling 
mengikatkan diri dalam perbuatan hukum dalam kontrak fidusia 
yakni pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 
kepercayaan. Atas dasar kepercayaan tersebut dapat lahir beberapa 
kesepakatan baik kesepakatan dalam perbuatan hukum juga adanya 
kesepakatan terhadap akibat hukum, sehingga baik dalam 
melakukan perbuatan hukum maupun akibat hukum dilandaskan 
atas dasar kesepakatan maka dalam ketentuan tersebut 
pelaksanaanya langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui 
pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak.   
g. Kekuatan eksekutorial secara norma hukum telah memberikan 
kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan 
perbuatan hukum dalam kontrak fidusia yang bertujuan adanya 
kesepakatan yang lebih luas dengan maksud untuk menghindari 
kerugian bagi kedua belah pihak. Hal-hal yang telah menjadi 
kesepakatan menjadi kekuatan eksekutorial yang dituangkan dalam 
Sertifikat Jaminan Fidusia yang jika terjadi akibat hukum eksekusinya 
tidak perlu diselesaikan di ranah pengadilan namun dilandaskan 
pada Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut yang pelaksanaanya 
berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan karena kekuatan 
eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia telah mengandung 
kesepakatan final yang mengikat bagi kedua belah pihak.  
h. Dalil Pemohon apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat 
mengesampingkan putusan pengadilan bisa karena Sertifikat 
Jaminan  
Fidusia secara kedudukan hukum merupakan hukum bagi mereka yang bersepakat 
sehingga eksekusinya juga berbeda dengan putusan pengadilan karena didalam eksekusi 





i. Kekuatan eksekutorial juga telah dijabarkan dalam ketentuan Bab V 
tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dalam ketentuan tersebut telah 
memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak jika 
menimbulkan akibat hukum diantaranya:  
1) Kewajiban-kewajiban pemberi fidusia dan penerima fidusia jika 
terjadi eksekusi.  
2) Pelaksanaan titel eksekutorial;  
3) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui 
lelang;  
4) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dibawah 
tangan;  
5) Eksekusi dapat batal demi hukum jika tidak dilaksanakan sesuai 
ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31.  
j. Kepastian hukum dalam eksekusi juga tergambar dalam kasus 
Pemohon mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan 
hukum yang tentunya hal tersebut dilandaskan pada tata cara 
eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 
yang jika dapat merugikan bagi pihak dapat digugat secara hukum. 
Namun putusan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum 
mengikat terhadap gugatan pelanggaran hukum karena perbuatan 
orang yang melanggar hukum bukan pelanggaran terhadap tata cara 
eksekusi jaminan fidusia.  
k. Putusan pengadilan pemohon terhadap gugatan melawan hukum 
tetap harus dilaksanakan sesuai prosedur putusan pengadilan 
namun eksekusi jaminan fidusia juga tetap dilaksanakan sesuai 
Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilandaskan pada ketentuan bab V 
UU Jaminan Fidusia terutama Pasal 29 dan Pasal 31.  
2. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketidakjelasan mekanisme 
eksekusi beserta prosedur untuk menentukan suatu tindakan telah 
masuk dalam kategori “cidera janji” dan adanya frasa “atas kekuasaan 
sendiri” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia 





sewenang-wenang dan secara paksa tanpa melalui mekanisme dan 
prosedur hukum yang jelas sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat 
(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pemerintah memberikan 
pandangan sebagai berikut:  
a. Dalam UU Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur 
dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi 
prestasi (vide Pasal 4). Secara a contrario dapat dikatakan bahwa 
apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan 
prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi atau cedera janji.  
b. Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila 
debitur pemberi fidusia wanprestasi atau ingkar janji dapat dilakukan 
eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, artinya penerima fidusia 
mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan 
fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan objek jaminan fidusia ini 
dilakukan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan 
piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan (vide Pasal 29 
ayat (1) Hak kreditur (penerima fidusia) untuk mendapatkan kembali 
tagihannya dari debitur sangat dimudahkan karena dalam Sertifikat  
Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila cara tersebut 
tidak tercapai maka kreditur dapat melakukan eksekusi penjualan di 
bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi 
dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh 
harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak (vide Pasal 29 
ayat (1) huruf c). Melakukan penjualan yang demikian dengan 
maksud untuk mempermudah penjualan benda yang menjadi 
jaminan dan jangka waktu pelaksanaan penjualan terpenuhi. 
Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak 
diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia 
kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 
dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.  
c. Sedangkan eksekusi yang disebabkan debitur cidera janji 
pelaksanaanya dilandaskan pada ketentuan Pasal 29 eksekusi 
terhadap Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan 





1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;   
2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas 
kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum 
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;   
3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara 
demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan 
para pihak.  
d. Mekanisme eksekusi telah diatur dalam bab V tentang eksekusi 
jaminan fidusia dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur 
eksekusi jaminan fidusia yang dapat saling menguntungkan karena 
dalam prosedurnya masih dimungkinkan adanya kesepakatan.  
e. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia harus dilandaskan pada 
ketentuan bab V yang secara emplisit tidak boleh eksekusi 
dilaksanakan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Hal 
tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 32 bahwa jika 
eksekusi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 
dapat menjadi batal hukum.  
f. Sedangkan penilaian terhadap cidera janji tentunya dilandaskan 
pada  
Sertifikat Jaminan Fidusia karena sertifikat tersebut telah melekat 
pada kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak sebagai 
kekuatan eksekutorial.  
IV.  PETITUM  
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon 
kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, 
memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat memberikan Putusan 
sebagai berikut:   
1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya 
menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tersebut tidak dapat diterima 





2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;  
3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing);  
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasa 
28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  
 Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadiladilnya 
(ex aequo bono).  
Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan dua orang 
ahli, yakni Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H. dan Aria Suyudi, SH., L.LM yang 
menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 
Mei 2019 dan memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2019:  
Ahli Pemerintah  
1. Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H.   
A. Pendahuluan   
Bahwa pemohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:  
1. Bahwa Pasal 15 ayat (2) UU JF khususnya sepanjang frasa “kekuatan 
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah 
menimbulkan ketidakpastian hukum kerena dapat dimaknai 
berbedabeda;  
2. Bahwa materi muatan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU JF 
seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara  
“sertipikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut prosedur eksekusi itu dapat 
dilaksanakan agar sesuai dengan mekanisme eksekusi atas putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;  
3. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU JF hanya berfokus untuk 
memberikan kepastian hukum kepada Penerima Fidusia (Kreditur) dan 
luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan dan 
perlakuan yang sama dihadapan hukum serta perlindungan hak milik 
pribadi Pemberi Fidusia (Debitur);  
4. Bahwa frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) tidak menunjukkan 





secara eksplisit siapa yang berwenang dan mempunyai hak memberikan 
penilaian bahwa debitur telah melakukan “cidera janji”.  
Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan 
jaminan khusus kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
(preferent) terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur), dibandingkan 
dengan kreditur-kreditur lainnya.  Hak khusus yang dimiliki penerima 
fidusia/kreditur tentunya berbeda dengan kreditur lainnya yang tidak 
memiliki benda yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan maupun alasan 
lain yang sah untuk didahulukan. Mereka yang tidak memiliki benda yang 
secara khusus ditunjuk sebagai jaminan atau memiliki alasan yang sah untuk 
didahulukan disebut dengan kreditur konkuren. Berbeda dengan kreditur 
preferen yang memiliki hak untuk didahulukan dalam hal pelunasan hutang, 
terhadap kreditur konkuren mereka memiliki kedudukan yang sama dengan 
kreditur lainnya dan memiliki hak yang seimbang sesuai dengan besar 
kecilnya piutang yang dimilikinya dalam hal pelunasan hutang. Mengenai hal 
ini secara jelas diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.  Adapun Pasal 
1131 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:  
“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak 
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, 
menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Selanjutnya 
Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:  
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu 
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya 
piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada 
alasanalasan yang sah untuk didahulukan”.  
Dikarenakan jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan 
sebagaimana jaminan khusus kebendaan lainnya seperti gadai, hipotik dan 
hak tanggungan, maka penerima jaminan fidusia (kreditur) memiliki hak-hak 
khusus yang diberikan undang-undang dibandingkan dengan kreditur 
konkuren sebagai pemegang jaminan umum. Hak khusus yang dimiliki oleh 
penerima jaminan fidusia atau kreditur adalah kemudahan dalam hal 
melakukan eksekusi apabila pemberi jaminan fidusia atau debitur 
wanprestasi guna mendapatkan pelunasan hutang sebagaimana juga yang 
berlaku terhadap penerima jaminan khusus kebandaan lainnya. Hal ini yang 
menyebabkan kreditur lebih suka memberikan pinjaman kepada debitur yang 
bersedia menyediakan benda-benda tertentu untuk ditunjuk sebagai jaminan 
hutang dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya. Lembaga perbankan 
bahkan mensyaratkan adanya collateral atau agunan sebagai syarat 
pemberian kredit atau pinjaman.  
Jaminan fidusia telah lama diterapkan di Indonesia sejak jaman 





permasalahan jaminan gadai yang mensyaratkan adanya pelepasan benda 
dari kekuasaan pemberi gadai/kreditur (inbezitstelling) sebagai syarat sahnya 
gadai. Persyaratan tersebut tentunya sulit untuk dipenuhi oleh debitur dalam 
hal debitur memerlukan benda yang dijaminkan guna menjalankan kegiatan 
bisnisnya. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka lembaga Fidusia 
yang pernah ada pada jaman Romawi diberlakukan kembali. Pemberi 
jaminan atau kreditur tidak perlu melepaskan penguasaan terhadap benda 
yang dijadikan jaminan, akan tetapi cukup menyerahkan kepemilikan 
bendanya saja secara kepercayaan sehingga lembaga jaminan ini dikenal 
dengan nama Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) yang selanjutnya 
disingkat menjadi Fidusia.  
Meskipun lembaga jaminan fidusia berdasarkan yurisprudensi telah 
dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan objek jaminan yang tidak 
perlu dilepaskan dari kekuasaan debitur, akan tetapi lembaga jaminan 
tersebut tetap menyisakan permasalahan terkait dengan eksekusi benda 
yang dijadikan jaminan. Ketiadaan aturan mengenai eksekusi benda yang 
dijadikan jaminan fidusia mengakibatkan lembaga jaminan tersebut tidak 
menarik bagi para kreditur atau pemberi dana. Oleh karenanya guna 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemberi fidusia (debitur) maka diundangkanlah 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.  
B. Jaminan Fidusia Didasarkan Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Bersifat 
Timbal Balik.  
Berbeda dengan jaminan umum yang didasarkan pada ketentuan 
undang-undang, Jaminan Fidusia ada karena diperjanjikan dan disepakati 
oleh para pihak. Lebih lanjut Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian ikutan 
(accessoir) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam atau 
hutang piutang. Perjanjian Fidusia bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri, 
akan tetapi keberadaannya tergantung dari perjanjian pokoknya. Apabila 
perjanjian pokoknya hapus, maka Perjanjian Fidusia juga hapus. Perjanjian 
Fidusia juga tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokoknya berupa 
perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang.  
Sebagai sebuah perjanjian ikutan (accesoir), keberadaan Jaminan 
Fidusia terlebih dulu diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya guna 
memberikan keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur akan 
pengembalian pinjaman atau hutang yang menjadi kewajiban debitur. 
Dengan demikian, pemberian jaminan oleh debitur merupakan kontra-
prestasi atas kewajiban kreditur memberikan pinjaman sehingga dapat 
tercipta pertukaran yang adil (commutative justice). Pertukaran yang adil 
merupakan hal yang bersifat fundamental dalam hukum perjanjian yang 
bersifat timbal balik sebagai pelaksanaan prinsip itikad baik yang tercantum 
dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Tanpa adanya jaminan, maka 





debitur telah mendapatkan haknya berupa pinjaman yang diberikan oleh 
kreditur. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip pertukaran yang adil.  
Guna menjamin adanya pertukaran yang adil dalam perjanjian pinjam 
meminjam, maka kreditur memerlukan jaminan terhadap pelunasan 
kewajiban debitur. Jaminan tersebut menjadi hanya akan efektif jika kreditur 
memiliki kemudahan dalam melakukan eksekusi. Oleh karenanya, ciri umum 
jaminan khusus kebendaan yang didasarkan pada perjanjian adalah 
kemudahan dalam melakukan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi. Hal 
tersebut berlaku baik terhadap jaminan Gadai, Fidusia, Hipotik dan Hak 
Tanggungan. Eksekusi diperlukan guna menjamin pelaksanaan prestasi 
debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya 
berupa perjanjian pinjam meminjam.  
Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa eksekusi jaminan bukanlah 
perampasan hak milik debitur secara semena-mena, akan tetapi merupakan 
pemenuhan prestasi debitur sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan hal ini 
terdapat larangan bagi kreditur untuk memiliki benda yang menjadi objek 
jaminan apabila debitur wanprestasi. Larangan tersebut bersifat mutlak dan 
tidak dapat dikesampingkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1154 KUH 
Perdata mengenai Gadai, Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata dalam hal jaminan 
Hipotik, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 perihal Hak 
Tanggungan dan Pasal 33 UU JF mengenai Jaminan Fidusia.  
Disebabkan pemberian jaminan khusus kebendaan didasarkan pada 
perjanjian terhadap apa yang menjadi milik debitur, maka pemberian benda 
jaminan oleh debitur kepada kreditur didasarkan pada prinsip kesukarelaan. 
Berdasarkan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban debitur untuk 
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksaan 
eksekusi guna memenuhi apa yang menjadi kewajiban debitur sesuai 
perjanjian. Hal ini merupakan bentuk itikad baik debitur dalam melaksanakan 
apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Tidak selayaknya debitur 
menghalang-halangi eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan, 
sementara benda tersebut diberikan sendiri oleh debitur secara sukarela 
sebagai jaminan.     
C. Kepastian Hukum Lembaga Jaminan Fidusia.  
Pihak yang paling berkepentingan pasca diberikannya atau 
dicairkannya pinjaman dengan lembaga jaminan tentulah kreditur/penerima 
jaminan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kreditur telah 
melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yaitu memberikan atau 
mencairkan pinjaman, sedangkan debitur belum melaksanakan atau setidak-
tidaknya belum seluruhnya melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya 
sesuai perjanjian. Untuk itu, kreditur berharap banyak dengan efektifitas 
lembaga jaminan guna menjamin pelaksanaan kewajiban atau prestasi 
debitur. Pada prinsipnya lembaga jaminan memang diperlukan guna menarik 





pinjaman kepada debitur dengan jaminan bahwa debitur akan 
mengembalikan atau melunasi kewajibannya pada waktu yang ditentukan J. 
Satrio menyatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang 
mengatur tentang Jaminan.  Sedangkan pengertian jaminan itu sendiri 
menurut Hartono Hadisaputro adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada 
kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi 
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.  Berdasarkan hal tersebut jelas 
bahwa lembaga jaminan diperlukan guna memberikan keyakinan atau 
kepastian hukum utamanya bagi kreditur atau penerima pinjaman bahwa 
debitur akan memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya keyakinan atau 
kepastian hukum bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam 
perjanjian tentunya kreditur enggan untuk memberikan dana atau pinjaman 
kepada debitur.   
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya 
lembaga jaminan fidusia berlaku di Indonesia berdasarkan yurisprudensi. 
Hooggereschof pada tanggal 18 Agustus 1932. Perkaranya antara Bataafsche 
Pertolium Maatschappij (BPM) melawan Pedro Clignet. Dalam perkara 
tersebut Pedro meminjam uang kepada BPM dan menyerahkan kepemilikan 
mobilnya kepada BPM secara kepercayaan, kemudian dilanjutkan dengan 
perjanjian pinjam pakai. Hooggereschtshof menyatakan bahwa perjanjian 
diantara para pihak bukanlah perjanjian gadai akan tetapi penyerahan hak 
milik secara kepercayaan (fidusia).    
Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya “Hukum Kebendaan Perdata:  
Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan” menjelaskan mengenai permasalahan 
yang timbul sebelum berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.   
Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:  
a. Tidak Didaftarkan. Dengan tidak didaftarkannya benda jaminan fidusia 
dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum khususnya bagi 
pihak ketiga yang jujur yang bermaksud memilikinya namun tidak 
mengetahui dengan pasti apakah benda yang ada dalam kekuasaan 
seorang bezitter atau debitur sudah dijadikan jaminan atau belum. 
Penerima fidusia juga tidak dilindungi dalam hal pemberi fidusia tidak 
jujur atau tidak berwenang.  
b. Kemungkinan penyalahgunaan benda jaminan. Disebabkan benda yang 
dijadikan objek jaminan ada pada penguasaan debitur, hal ini rentan 
terhadap adanya fidusia ulang atau pengalihan kepada pihak lain.  
c. Kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya. Jika debitur wanprestasi maka 





tidak terdapat aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia khusunya terkait 
dengan Parate Eksekusi.  
Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia, maka permasalahan-permasalahan tersebut telah mendapat 
pengaturannya sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang 
berkepentingan. Mengenai pendaftaran Fidusia diatur dalam Bagian Kedua 
mulai Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU JF, termasuk ketentuan yang 
melarang Fidusia ulang dalam Pasal 17 UUJF. Sedangkan untuk eksekusi 
diatur dalam BAB V mulai Pasal 29 sampai dengan 34 UU JF.   
Berdasarkan risalah sidang pembahasan RUU Fidusia di DPR RI 
diketahui ketiadaan pengaturan eksekusi sebelum diundangkannya UU 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menyebabkan 
banyaknya kredit macet. Hal ini disebabkan kerena sulitnya melaksanakan 
eksekusi sebelum adanya UUJF. Dengan diundangkannya UU No 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia, kesulitan tersebut dapat diatasi.  
D. Isu Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia [Pasal 15 ayat (2) UU JF].  
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan 
sebelum diundangkannya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
adalah permasalahan eksekusi. Setelah diundangkannya UU Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF), maka perihal eksekusi diatur dalam 
BAB V mulai Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU JF. Salah satu bentuk 
eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU JF adalah pelaksanaan titel 
eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU JF. Oleh 
karenanya, ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU JF, tidak dapat dipisahkan dengan 
ketentuan Pasal 29 UU JF.  
Salah satu karekteristik jaminan khusus kebendaan adalah mudah 
dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa 
dalam jaminan khusus kebendaan, debitur telah mengikatkan diri dengan 
kreditur untuk memberikan jaminan secara khusus kepada kreditur berupa 
benda-benda tertentu milik debitur guna menjamin kewajiban debitur 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian pokoknya apabila debitur 
wanprestasi. Selain bendanya yang telah ditunjuk secara khusus, jaminan 
khusus kebendaan juga mengindikasikan hubungan khusus anatara kreditur 
dengan debitur berdasarkan perjanjian. Dengan kekhususan tersebut maka 
mekanisme eksekusinya juga perlu diatur secara khusus (lex specialis) yang 
berbeda dengan eksekusi pada umumnya. Kemudahan eksekusi tersebut 
penting guna menarik kreditur untuk memberikan dananya dalam bentuk 
pinjaman disebabkan adanya keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur 
bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan apabila 
tidak maka kreditur akan mendapatkan pekunasan kewajiban debitur melalui 
eksekusi benda yang dijadikan jaminan. Tanpa adanya kemudahan ini, 





pinjaman kepada debitur. Lebih lagi, objek jaminan fidusia umumnya adalah 
benda bergerak yang nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan benda 
tetap. Dengan nilai yang tidak terlalu tinggi tersebut jangan sampai kreditur 
dirugikan disebabkan biaya untuk melakukan eksekusi dalam hal debitur 
wanprestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bendanya. Salah satu 
kemudahan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah dengan 
pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 
JF juncto Pasal 29 ayat (1a) UU JF.  
Pencantuman titel eksekutorial diluar putusan pengadilan sebenarnya 
bukan hal baru. Sebelum berlakunya UJJF, pencantuman tersebut telah ada 
dan diatur dalam Pasal 224 HIR dan/258 RBG. Pasal 224 HIR dan/Pasal 258 
RBg tersebut berisi mengenai pengaturan tentang grosse akta, dimana surat 
asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan 
notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas nama 
undang-undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang 
demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya 
dilangsungkan dengan perintah dari pimpinan ketua pengadilan negeri. 
Dalam grosse akta terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”. Hal ini disebut juga sebagai titel eksekutorial sebagaimana 
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut suatu putusan 
mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial 
tersebut sebagaimana tercantum dalam sertipikat jaminan Fidusia, kreditur 
tidak perlu lagi melakukan gugatan ke pengadilan dalam rangka eksekusi 
yang tentunya akan memakan waktu dan biaya yang mahal.    
Selain dalam Pasal 224 HIR dan/Pasal 258 RBg, pencantuman tentang 
titel eksekutorial diluar putusan pengadilan juga terdapat pengaturannya 
dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan. Sama halnya dengan jaminan fidusia, titel eksekutorial dalam 
Undang-Undang Hak Tangungan tercantum dalam sertifikat. Hal ini 
menegaskan pentingnya pemberian kekuatan eksekutorial dalam sebuah 
lembaga jaminan. Hal yang membedakan dengan ketentuan HIR dan/Rbg 
adalah dimana titel eksekutorial tersebut dicantumkan. Dalam HIR/RBg, titel 
eksekutorial dicantumkan dalam asli surat hipotek dan surat utang, 
sedangkan dalam lembaga jaminan fidusia dan hak tanggungan, titel 
eksekutorial tersebut dicantumkan dalam sertifikat jaminan fidusia dan hak 
tanggungan. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut maka kreditur tidak 
perlu melakukan gugatan ke Pengadilan guna melakukan eksekusi benda 
yang menjadi objek jaminan. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur 
dapat melakukan permohonan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek 
jaminan disebabkan sertifikat jaminan yang mencantumkan irah-irah “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan 
eksekutorial dan disamakan dengan putusan pengadilan yang telah 





Terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia, pencantuman titel 
eksekutorial dalam sertipikat jaminan fidusia tersebut penting mengingat 
objek benda jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak berwujud 
yang berada dalam penguasaan debitur. Apabila Debitur tidak mau 
menyerahkan objek jaminan yang berada dibawah penguasaannya secara 
sukarela dalam rangka eksekusi, maka kreditur dapat melakukan upaya paksa 
melalui pelaksanaan titel eksekutorial dengan melakukan permohonan 
eksekusi ke pengadilan. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur tentang hal 
ini, maka akan menjadi disinsentif bagi kreditur dalam memberikan dananya 
berupa pinjaman kepada debitur. Hal ini tentunya akan merugikan debitur, 
khususnya usaha kecil dan menengah pemilik benda bergerak disebabkan 
kreditur akan beralih ke bentuk jaminan lain yang lebih menjamin kepastian 
hukum dan kemudahan dalam rangka eksekusi.  
Dilihat dari bentuknya, pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana 
tercantum dalam sertipikat jaminan fidusia, termasuk dalam eksekusi 
pembayaran sejumlah uang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya 
Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang 
Perdata. M Yahya Harahap menyataan bahwa eksekusi pembayaran sejumlah 
uang tidak hanya didasarkan pada putusan pengadilan, tetapi dapat juga 
didasarkan atas akta bentuk tertentu yang oleh undang-undang “disamakan” 
nilainya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 
antara lain terdiri dari: grosse akta pengakuan utang; grosse akta hipotik dan 
crediet verband; Hak Tanggungan; Jaminan Fidusia.   
E. Isu Parate Eksekusi [Pasal 15 ayat (3) UUJF]  
Selain pelaksanaan titel eksekutorial, eksekusi jaminan fidusia dapat 
dilakukan melalui parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) 
UU JF juncto Pasal 29 UU JF ayat (1) huruf b dan c. Berbeda dengan 
pelaksanaan titel eksekutorial yang memungkinkan kreditur melakukan 
upaya paksa melalui permohonan eksekusi melalui pengadilan, parate 
eksekusi dilakukan tanpa bantuan pengadilan alias atas kekuasaan sendiri 
(eigenmachtig verkoop). Berdasarkan sejarahnya, kewenangan ini diberikan 
kepada kreditur disebabkan pelaksanaan eksekusi melalaui pengadilan 
memakan waktu lama dan biaya yang cukup banyak. Kalau kepada kreditur 
pemegang jaminan khusus tidak diberikan suatu sarana yang cepat dan 
murah untuk mengambil pelunasan dari tagihan-tagihannya, maka 
dikhawatirkan bank-bank dan lembaga keuangan yang resmi, akan enggan 
untuk memberikan kredit dalam jumlah kecil kepada para debiturnya, sebab 
dikhawatirkan bahwa biaya pengambilan pelunasannya akan tidak imbang 
dengan besarnya tagihan. Kalau keadaan dibiarkan seperti itu, maka 
dikhawatirkan, bahwa anggota masyarakat yang lemah atau/kecil, yang 
membutuhkan uang pinjaman yang kecil/sedikit saja akan lari ke para 
pelepas uang yang biasanya diberikan julukan kurang sedap sebagai lintah 





Selain dalam UU JF parate eksekusi juga diatur dalam Pasal 1155 KUH 
Perdata/BW mengenai jaminan gadai. Perihal parate eksekusi juga diatur 
dalam Pasal 1178 KUH Perdata/BW mengenai Hipotik dan Pasal 6 
UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 menganai Hak Tanggungan. Selain 
ketentuan hipotik yang mendasarkan kewenangan parate eksekusi 
berdasarkan perjanjian. Maka kewenangan parate eksekusi yang diberikan 
pada gadai, fidusia dan hak tanggungan berdasarkan ketentuan undang-
undang (by operation of the law). Diaturnya kewenangan parate eksekusi 
dalam ketentuan jaminan khusus kebendaan lainnya selain fiduisa 
menjelaskan tentang pentingnya pengaturan parate eksekusi dalam lembaga 
jaminan khusus kebendaan. Hal ini guna menjamin kemudahan dan kepastian 
hukum bagi kreditur dalam melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi.  
Keberadaan parate eksekusi sebagai diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU  
JF tentunya terkait dengan pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 29 UU JF khususnya ayat (1) huruf b dan huruf c. Berbeda dengan 
pelaksanaan titel eksekutorial yang masih memerlukan bantuan pengadilan 
dalam bentuk permohonan eksekusi dalam rangka melakukan upaya paksa, 
maka parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU JF 
dilakukan tanpa perlu bantuan pengadilan seolah-oleh melakukan eksekusi 
terhadap barang miliknya sendiri. Hal ini dapat dilakukan baik melalui 
pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan 
pemberi dan penerima fidusia. Meskipun mekanisme parate eksekusi tidak 
diperlukan upaya paksa dalam bentuk permohonan eksekusi melalui 
pengadilan, namun demikian parate eksekusi tetap memiliki arti yang 
penting bagi kreditur apabila benda yang dijadikan jaminan adalah benda 
bergerak tidak berwujud seperti saham dan piutang lainnya yang tidak 
diperlukan penyerahan secara fisik bendanya dalam rangka melakukan 
eksekusi.  
Mekanisme ini tentunya akan memangkas waktu dan biaya eksekusi.  
Berdasarkan hal tersebut diatas, eksekusi jaminan fidusia dapat 
dilakukan berdasarkan pelaksanan titel eksekutorial berdasarkan Pasal 15 
ayat (2) UU JF juncto Pasal 29 ayat (1a) UU JF dan parate eksekusi 
berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU JF juncto Pasal 29 ayat (1a dan b) UUJF. 
Keberadaan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU JF penting guna menjelaskan dan 
menjadi dasar mekanisme pelaksanaan eksekusi yang terdapat dalam Pasal 
29 ayat (1 a, b dan c) UU JF. Pelaksanaan titel eksekutorial dalam rangka 
upaya paksa yang masih memerlukan bantuan pengadilan berupa 
permohonan eksekusi perlu dibedakan dengan parate eksekusi yang 
dilakukan tanpa bantuan pengadilan dengan cara melalui pelelangan umum 
maupun dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan 
antara pemberi dan penerima fidusia. Dengan adanya ketentuan Pasal 15 
ayat (2) dan (3) UU JF, maka mekanisme eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 
ayat (1 a, b dan c) UU JF dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.  





Kewenangan untuk melakukan eksekusi yang dimilki oleh kreditur atau 
pemegang jaminan fidusia merupakan kewenangan bersyarat. Kreditur baru 
dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur 
wanprestasi. Untuk dapat dinyatakan wanprestasi, maka kreditur harus 
memperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata/BW. Pasal 1238 KUH Perdata/BW 
menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau 
dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, 
yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan 
lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1238 
KUH Perdata/BW debitur dianggap lalai atau wanprestasi apabila setelah 
lampaunya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitur tidak juga 
melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan 
kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan 
debitur. Penentuan wanprestainya debitur sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 1238 KUH Perdata/BW merupakan hal yang sederhana, hal ini dapat 
dengan mudah dibuktikan oleh kreditur maupun debitur. Namun demikian, 
dalam hal terdapat ketidaksepakatan perihal wanprestasinya debitur, maka 
keputusan seyogyanya diserahkan kepada kreditur. Hal ini setidak-tidaknya 
didasarkan pada tiga pertimbangan sebagai berikut:  
Pertama, apabila perihal wanprestasi diserahkan pada putusan 
pengadilan, maka kemudahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana 
dicantumkan dalam ketentuan undang-undang menjadi tidak artinya lagi;  
Kedua, kemungkinan kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang 
dalam menentukan wanprestasinya debitur kecil sekali kemungkinannya. 
Pada umumnya, perjanjian hutang piutang adalah perjanjian komersial yang 
menguntungkan para pihak secara timbal balik. Apabila kreditur mengambil 
keputusan untuk melakukan eksekusi, maka kreditur sebenarnya mengalami 
kergian karena tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya 
apabila perjanjian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan 
pembayaran yang telah disepakati. Selain itu, meskipun kreditur tidak harus 
melakukan gugatan dalam rangka eksekusi benda jaminan, kreditur tetap 
harus mengeluarkan biaya cukup besar dalam rangka eksekusi baik melalui 
pelaksanaan titel eksekutorial maupun parate eksekusi melalui pelelangan. 
Hal ini menjadi semakin kecil kemungkinannya apabila nilai benda yang 
menjadi objek jaminan sangat kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya.  
Ketiga, apabila kreditur sewenang-wenang dalam menentukan 
wanprestasinya debitur, maka debitur dapat melakukan gugatan atas dasar 
perbuatan melawan hukum.  
G. Perlindungan Hak Debitur Pemberi Fidusia.  
Meskipun tujuan pengaturan lembaga jaminan khusus kebendaan guna 
melindungi kepentingan kreditur sebagai penyedia dana dalam perjanjian 
pinjam meminjam, namun demikian ketentuan UU JF juga tetap 





kepentingan debitur. Adapun perlindungan yang diberikan bagi debitur 
antara lain sebagai berikut:  
1. Fidusia lahir pada saat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU JF. Berdasarkan hal ini, 
apabila jaminan fidusia belum didaftarkan, maka kreditur belum memiliki 
hak jaminan fidusia termasuk hak untuk melakukan eksekusi terhadap 
benda yang dijaminkan apabila debitur wanprestasi.  
2. Kewenangan untuk melakukan eksekusi merupakan kewenangan 
bersyarat. Kreditur baru dapat melakukan eksekusi terhadap objek 
jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.   
3. Undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk 
melakukan upaya paksa tanpa bantuan pihak yang berwenang. 
Dikuasainya benda yang menjadi objek jaminan oleh debitur 
mengakibatkan adanya kemungkinan kreditur melakukan upaya paksa 
dalam rangka eksekusi apabila debitur tidak dengan sukarela 
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka eksekusi. 
Namun demikian, upaya paksa tidak dapat dilakukan oleh kreditur dalam 
rangka eksekusi tanpa bantuan pihak yang berwenang dalam hal ini 
adalah pengadilan berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial dan/atau 
bantuan aparat kepolisian. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan 
eksekusi jaminan fidusia, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 
8 Tahun 2011 yang mulai berlaku sejak 22 Juni 2011. Meskipun Fidusia 
merupakan bentuk pengalihan hak milik secara kepercayaan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (1) UU JF, namun hal ini 
tidak menimbulkan kewenangan bagi kreditur untuk melakukan upaya 
paksa secara mandiri tanpa bantuan pihak yang berwenang. Bukankan 
pemilik benda tetap harus meminta bantuan kepada pengadilan atau 
pihak yang berwenang dalam rangka mengambil alih barang miliknya 
sendiri apabila pihak lain yang menguasainya tidak secara sukarela mau 
menyerahkan kepada pemiliknya.  
4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi diluar cara yang ditentukan 





eksekusi tersebut diatur dalam Pasal 32 UU JF. Pasal tersebut jelas 
bermasud untuk melindungi debitur dari kesewenang-wenangan kreditur 
dalam melakukan eksekusi.  
5. Larangan memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini 
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU JF. Maksud dari ketentuan 
tersebut tentunya guna melindungi kepentingan debitur dari 
kesewenangwenangan kreditur. Dengan ketentuan pasal tersebut objek 
jaminan hanya dimungkinkan untuk dijual atau dieksekusi dalam hal 
debitur wanprestasi dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi 
kewajiban debitur, apabila ada sisa maka harus dikembalikan kepada 
debitur.  
Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia 
telah memberikan perlindungan yang seimbang terhadap pihak-pihak yang 
berkepentingan, tidak hanya kreditur.   
2. Aria Suyudi, S. H., L.LM  
A. Pengantar  
Meskipun tahun ini UU Jaminan Fidusia genap berusia 20 tahun, 
implementasi instrumen jaminan kebendaan fidusia di Indonesia sudah 
berusia cukup lama. berangkat dari diadopsinya preseden yang didasarkan 
kepada putusan Hoge Raad Kerajaan Belanda awal abad 20 yang dikenal 
sebagai Bier Brouweij Arrest tahun 1929, yang pada tahun 1932 diikuti oleh 
Hogerechthoff Batavia pada perkara Bataafsche Petroleum Maatschappij, 
instrumen jaminan fidusia telah hidup dan marak dipergunakan oleh pelaku 
usaha di Indonesia karena kemudahan, kecepatan dan keterjangkauannya 
yang rupanya dianggap cocok dengan kebutuhan dunia usaha. Setelah sekian 
lama berlaku tanpa kerangka hukum resmi, akhirnya dirasakan bahwa 
praktek jaminan fidusia yang didasarkan hanya kepada perjanjian kurang 
memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sendiri, khususnya 
dalam kaitannya untuk eksekusinya, padahal ada kebutuhan konkrit di dunia 
usaha atas suatu kerangka hukum yang solid terhadap jaminan benda 
bergerak tanpa penguasaan. Berangkat dari pengalaman tersebut akhirnya 
jaminan Fidusia sendiri memperoleh kerangka hukum formal melalui UU 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF).   
B. Pengujian UU Jaminan Fidusia   
Berdasarkan Resume Perkara PUU Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang 
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 





1. Menyatakan Pasa] 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia 
sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan 
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam 
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan 
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap.”  
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia sepanjang frasa "sama dengan Putusan Pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "dalam 
hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan 
perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, 
merujuk pada putusan pengadilan terkait";  
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia 
sepanjang frasa "cidera janji”, bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 
"dalam hal penentuan adanya tindakan "cidera janji" dapat dilakukan 
oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan 
melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya 
hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap";  
 
Secara umum dapat dirangkum, bahwa yang dipermasalahkan oleh pemohon 
ada dua hal besar  
1. Agar Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya mengatur titel 
eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dihilangkan.  
2. Agar frasa atas cidera janji pada Pasal 15 ayat (3) dihapus.  
C. Implikasi yang Mungkin Timbul Sebagai Akibat dari Permohonan  
Permohonan pengujian ini adalah kali pertama ketentuan dimana titel 
eksekutorial yang diberikan undang-undang kepada dokumen resmi diuji 
konstitusionalitasnya. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi apabila 
putusan ini dikabulkan sebagai berikut:  





Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa ketentuan pemberian irah-irah demi 
Keadilan Yang Berketuhanan Yang Masa Esa dan selanjutnya mempunyai 
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi hapus. Perlu dipahami 
bahwa hakekat titel eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakan 
secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara. Mekanisme 
pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dilakukan dengan meminta ijin 
Ketua Pengadilan, yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme 
aanmaning, sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan 
penjualan.  
Artinya apabila pasal ini dihilangkan, maka pemegang jaminan fidusia 
tidak lagi dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan 
oleh karenanya harus terlebih dulu memperoleh putusan berkekuatan 
hukum tetap melalui gugatan wanprestasi terhadap debitur, sebelum 
dapat mengajukan titel eksekutorialnya.  
2. Hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan Fidusia   
Penghapusan kalimat cidera janji, sepanjang tidak dimaknai "dalam hal 
penentuan adanya tindakan "cidera janji" dapat dilakukan oleh 
Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan 
melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya 
hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, 
berpotensi untuk menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yaitu 
kemudahan eksekusinya. Akibatnya apabila terjadi cidera janji yang 
diperdebatkan oleh Debitur atas alasan apapun, jalan yang tersedia 
hanyalah melakukan gugatan wanprestasi.  
3. Hak Mendahulu (droit de preference) Kreditur tidak hilang, tapi menjadi 
tidak efektif, karena proses penarikan dan penjualan jaminan sangat 
mungkin harus melalui gugat menggugat pengadilan, untuk terlebih 
dahulu menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak.   
4. Harmonisasi ketentuan titel eksekutorial dan parate eksekusi pada UU JF 
sendiri dan instrumen jaminan lain yang diberikan Undang-undang, 
misalnya UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Hukum 
Acara Perdata sepanjang terkait dengan eksekusi grosse akte pada Pasal 
224 HIR.   
Dalam batang tubuh UU JF ketentuan mekanisme parate eksekusi dan 
pelaksanaan titel eksekutorial juga tersebar pada beberapa pasal, 
misalnya Pasal 29, Pasal 30  dan seterusnya. Pembatalan Pasal 15 akan 
mengakibatkan beberapa pasal terkait dengan mekanisme pelaksanaan 





Selain itu perlu dipahami, bahwa UU JF bukanlah satu-satunya 
ketentuan jaminan yang diberikan oleh Undang-undang dengan 
mekanisme titel eksekutorial dan parate eksekusi. UU Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan, serta Pasal 224 HIR juga mengatur 
tentang hal ini dengan logika yang kurang lebih sama. Menyatakan 
Pemberian Titel Eksekutorial dan Parate Eksekusi sebagai 
inkonstitusional pada UU JF secara logis juga akan mengakibatkan 
ketentuan yang sama menjadi inkonstitusional pada undang-undang 
lain.  
D. Pembahasan   
Keterangan ini akan mencoba membahas seputar implementasi Pasal 15 UU 
JF dari perspektif praktek terbaik internasional dan sedikit pembahasan 
berdasarkan konteks hukum di Indonesia, untuk sedikit banyak 
menggambarkan praktek jaminan Fidusia di Indonesia.   
D.1. Konsep Jaminan Fidusia di Indonesia  
Pada prinsipnya jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang diberikan 
kepada kreditur sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal  
 
 
1132 KUH Perdata, yang pada intinya mengatur bahwa semua harta debitur 
baik yang ada di masa kini maupun di masa yang akan datang adalah jaminan 
bersama bagi  kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi 
menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para 
kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Jaminan Fidusia adalah 
Jaminan yang lahir dari perjanjian, yang bersifat khusus, serta memberikan 
pemegangnya hak untuk didahulukan.  
Sebagai jaminan kebendaan benda bergerak yang bersifat non-possessory 
(tanpa penguasaan) Jaminan Fidusia pada sistem hukum Indonesia 
didasarkan kepada konsep bahwa kepemilikan atas benda bergerak tertentu 
yang dijaminkan debitur telah dialihkan secara kepercayaan kepada 
krediturnya, dimana debitur tetap diperbolehkan untuk menguasai dan 
menggunakan benda bergerak tersebut untuk keperluannya. Konsep ini 
sedikit berbeda dengan pembebanan jaminan kebendaan benda bergerak 
tanpa penguasaan yang berlaku di beberapa negara lainnya. Misalnya 
Belanda sebagai negara yang menjadi rujukan awal instrumen jaminan 
fidusia ini, new BW 1992 ternyata mengatur bahwa konsep pengalihan hak 
kebendaan berdasarkan kepercayaan (Fidusia) tidak lagi diperkenankan 
untuk digunakan. Pada Pasal 3: 84 (3) Nieuw BW secara spesifik pengalihan 
berdasarkan fidusia sebagai dilarang:   
‘A juridical act which is intended to transfer property for purposes of 





into the patrimony of the acquirer, after transfer, does not constitute 
valid title for transfer of that property’.[3] Transfer of ownership for 
security purposes is, therefore, not allowed.  
 
Belanda kemudian mengganti instrumen Fidusia dengan gadai ‘diam-diam’ 
terhadap benda bergerak (silent pledge), yang konsepnya tetap gadai 
terhadap benda bergerak tanpa penguasaan (non-possessory), sebagaimana 
diatur pada Buku 3 Pasal 237 NBW, dimana pemberi gadai tetap memegang 
secara fisik benda bergerak tersebut, atau dalam hal tagihan, maka gadai 
tidak akan diberitahukan kepada debitur. Gadai diam-diam terhadap benda 
bergerak atau tagihan dibuat berdasarkan perjanjian bawa tangan yang 
didaftarkan kepada Kantor Pajak, atau dibuat berdasarkan akta notaris. 
Formalitas ini bertujuan untuk menentukan prioritas, dan tidak bertujuan 
untuk membuat publikasi atas hak jaminan tersebut. Pendaftaran pada 
kantor Pajak bukan register publik.  
Secara umum konsep jaminan terhadap benda bergerak di dunia berakar 
pada dua konsep besar, pertama, penjaminan yang dilakukan melalui 
pengalihan hak kepemilikan, sebagaimana diatur dalam konsep Romawi kuno 
fiducia cum creditoire dan kedua adalah konsep pengenaan gadai terhadap 
benda bergerak tanpa penguasaan. Implementasinya di eropa sendiri sendiri 
beragam dan tidak terikat ketat dengan perbedaan tradisi hukum eropa 
kontinental ataupun common law. Jerman misalnya, masih menggunakan 
konsep pengalihan kepemilikan sebagai bentuk jaminan kebendaan, 
sementara Belanda dan Perancis sudah menggunakan konsep gadai tanpa 
penguasaan untuk jaminan benda bergerak mereka.  
Meskipun masih menggunakan konsep pengalihan hak kepemilikan secara 
kepercayaan, namun UUJF Indonesia sudah mengatur pendaftaran terhadap 
jaminan fidusia sebagai bagian dari transparansi dan perlindungan terhadap 
pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya calon kreditur lain) untuk 
menghindari pendaftaran berganda yang merupakan tindakan yang dilarang 
oleh undang-undang. Pendaftaran adalah wajib untuk memperoleh status 
didahulukan dari kreditur lainnya, mengingat Jaminan Fidusia memberikan 
hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang 
menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan 
sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan 
kepastian hukum kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang 
mempunyai kepentingan terkait dengan status Benda tersebut.  
UU JF memberikan kemudahan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi 
dalam hal debitur cidera janji, sebagai salah satu cirinya. Dalam hal terjadi 
cidera janji, maka berdasarkan Pasal 15 (3) UU JF kreditur diperkenankan 
atas kekuasaannya sendiri untuk melakukan penjualan atas benda jaminan. 





berbeda dengan benda tidak bergerak. Benda bergerak memiliki sifat mudah 
dipindah tangankan, dan mudah dipisah-diganti.   
Selain itu perlu juga dipahami bahwa benda bergerak yang dijaminkan 
biasanya memiliki nilai yang tidak besar, oleh karenanya biaya untuk 
melakukan pembebanan jaminan fidusia, termasuk eksekusinya juga harus 
dipertimbangkan sematang-matangnya, supaya tetap efisien dan tidak .   
Lebih jauh lagi, sebagian jenis benda bergerak memiliki sifat mudah rusak, 
sehingga apabila pengaturan eksekusi jaminan benda bergerak 
mengharuskan prosedural yang berlarut-larut, maka ada potensi bahwa 
benda jaminan akan mengalami hilang, rusak, atau hal lain yang 
mengakibatkan penurunan nilai, yang tentunya merugikan Kreditur.  
Perlindungan Kreditur sendiri juga penting, karena bagi benda bergerak 
berlaku prinsip Pasal 1977 KUH Perdata yang mengatakan bahwa 
penguasaan atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna.              
J Satrio mengatakan bahwa seorang pemilik yang meminjamkan benda 
bergerak tidak atas nama memikul risiko bahwa benda miliknya yang 
dipinjam itu dioperkan kepada orang lain, dengan konsekuensinya berdasar 
Pasal 1977 (1) KUH Perdata, hak milik tersebut akan beralih kepada pihak 
ketiga yang mengopernya dengan itikad baik. Meskipun Pasal 23 ayat (2) 
juncto Pasal 35 UU JF sudah mengkriminalisasikan tindakan pengalihan 
benda jaminan tanpa persetujuan tertulis Penerima Fidusia. Sehingga 
keistimewaankeistimewaan yang diberikan kepada Kreditur memang dibuat 
sedemikian rupa oleh undang-undang untuk mengkompensasi keterbatasan 
sifat jaminan kebendaan pada benda bergerak tanpa penguasaan. Tanpa 
adanya mekanisme untuk melakukan eksekusi secara cepat, sederhana dan 
murah justru bertentangan dengan kebutuhan dunia usaha, yang berisiko 
tidak terbentuknya pembiayaan yang murah bagi debitur, karena debitur 
hanya dapat mengandalkan pinjaman dari lintah darat yang mau 
memberikan pinjaman tanpa jaminan, namun mengenakan bunga yang 
sangat tinggi. Satrio mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang diambil 
dengan sadar oleh pembentuk undang-undang, menghadapi dilema akses 
masyarakat kepada pendanaan yang murah, membiarkan rakyat kecil 
terkena jebakan lintah darat atau memberikan parate eksekusi bagi kreditur 
separatis.   
D.2. Kemudahan Eksekusi Sebagai Salah Satu Ciri Jaminan Benda Bergerak 
Sebelum membahas tentang pengaturan tentang eksekusi, maka perlu juga 
maka perlu dilihat, bagaimana pandangan praktek terbaik internasional 
terhadap sistem jaminan benda bergerak yang ideal.  
Sebagaimana diketahui, keberadaan rezim hukum jaminan terhadap benda 
bergerak dewasa ini telah dipandang sebagai salah satu indikator penting 
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penentuan keputusan untuk 
berusaha, karena sifatnya yang memberikan kepastian hukum bagi baik 
kreditur maupun debitur. Berbagai lembaga internasional telah menyusun 





bergerak sebaiknya dikembangkan, dan secara rutin mengukur kinerja sistem 
jaminan benda bergerak suatu negara sebagai indikator daya saing dan 
kemudahan berusaha.   
Setidaknya dapat diangkat dua lembaga penting yang secara rutin 
mempelajari dan memberikan rekomendasi reformasi rezim hukum jaminan 
benda bergerak, yaitu United Nations Commission on Internasional Trade 
Law (UNCITRAL) dan World Bank Group.  
UNCITRAL melalui Working Group VI sejak tahun 2002 telah rutin membahas 
agenda reformasi hukum jaminan benda bergerak. Pada tahun 2007  
UNCITRAL merilis UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transaction Law 
yang menggariskan beberapa pedoman yang bisa dijadikan pegangan dalam 
menyusun suatu peraturan perundang-undangan transaksi berjaminan, harus 
disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut :  
a. untuk mendorong terbentuknya akses ke kredit (pembiayaan) berbiaya 
rendah dengan meningkatkan ketersediaan jaminan bagi pembiayaan;  
b. untuk memungkinkan debitur menggunakan sepenuhnya nilai ekonomis 
yang terkandung dalam aset mereka untuk menunjang pembiayaan;  
c. untuk memungkinkan para pihak untuk memperoleh hak jaminan dengan 
cara yang semudah dan seefisien mungkin  
d. untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap beragam sumber 
kredit dan berbagai jenis transaksi berjaminan  
e. untuk memungkinkan diberikannya hak jaminan non-possessory atas 
semua jenis aset;  
f. untuk meningkatkan kepastian dan transparansi dengan menyediakan 
sistem pendaftaran berbasis pengumuman atas adanya hak jaminan  
(notice based-security rights) dalam suatu register hak jaminan  
g. untuk membentuk hak prioritas dan jelas dan dapat diprediksi  
h. untuk memfasilitas hak eksekusi pemegang hak jaminan secara efisien  
i. untuk memberikan fleksibilitas sebanyak mungkin bagi semua pihak 
untuk menegosiasi ketentuan perjanjian jaminan mereka  
j. untuk menyeimbangkan kepentingan atara semua orang yang 





k. untuk mengharmonisasi hukum transaksi berjaminan, termasuk 
kemungkinan persinggungan antar peraturan perundang-undangan.  
World Bank Group dalam Kertas Kerja Kebijakan Reformasi Jaminan Benda 
Bergerak 2011 menyebutkan bahwa suatu sistem transaksi berjaminan yang 
modern dan efisien harus dibangun dengan prinsip-prinsip atau pilar:  
• Cakupan Obyek Jaminan Fidusia   
Jenis instrument hukum yang dapat dipakai untuk menjamin kewajiban 
(mis, jaminan, gadai, hipotik, dll); jenis transaksi yang harus 
dipertimbangkan dalam lingkup aturan yang ada (pinjaman yang dijamin 
dengan benda bergerak, retensi hak milik, finansial lease, pengalihan 
tagihan, penitipan, dll).  
• Pembentukan Jaminan  
Ketentuan hukum untuk memberikan dan menerima hak jaminan 
terhadap benda bergerak untuk menjamin suatu kewajiban.  
• Prioritas  
Adanya aturan yang menentukan hak prioritas terhadap tagihan-tagihan 
yang diajukan terhadap benda bergerak.  
• Publisitas/ Pendaftaran Hak Jaminan  
Adanya suatu perangkat untuk membuat hak jaminan terhadap benda 
bergerak tertentu menjadi transparan bagi pihak ketiga, biasanya 
melalui pendaftaran di kantor pendaftaran publik, dengan penguasaan 
atau pengendalian dari benda bergerak tersebut, melalui 
pemberitahuan langsung, atau dengan cara lainnya. Suatu register yang 
efisien memiliki ciri yaitu memiliki database elektronik tunggal yang 
memuat semua informasi tentang hak jaminan yang dibebankan 
terhadap benda bergerak, dapat diakses publik secara real time dengan 
biaya yang terjangkau.  
• Eksekusi  
Proses untuk menegakkan hak tagih atas benda bergerak ketika debitur 
wanprestasi terhadap kewajiban yang dijamin oleh kebendaan. 
Mekanisme penegakan harus memuat kemungkinan untuk melakukan 
pelaksanaan eksekusi di luar pengadilan.  
Selain itu dalam Survei Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) 
parameter kemudahan eksekusi jaminan benda bergerak juga merupakan 
salah satu elemen penting yang diukur dalam survei tersebut. Parameter 
Getting Credit sub Indeks Kekuatan Hak Hukum (strenght of legal right index) 





Does the law allow parties to agree on out of court enforcement at the 
time a security interest is created? Does the law allow the secured 
creditor to sell the collateral through public auction or private tender, as 
well as, for the secured creditor to keep the asset in satisfaction of the 
debt?  
(apakah undang-undang membolehkan para pihak untuk menyepakati 
eksekusi diluar pengadilan pada saat pembentukan perjanjian 
penjaminan? Apakah undang-undang membolehkan Kreditur pemegang 
Jaminan untuk menjual benda jaminan tersebut melalui lelang publik 
atau penjualan tender privat, dan juga bagi kreditur pemegang jaminan 
untuk menguasai aset tersebut sebagai pelunasan utang ?)  
Dari tiga referensi ini terlihat bahwa aspek kemudahan untuk melakukan 
eksekusi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengaturan rezim 
jaminan benda bergerak. Bahkan elemen eksekusi tanpa melalui peran 
pengadilan merupakan fitur yang dipersyaratkan secara spesifik dalam 
pedoman-pedoman praktek terbaik internasional tersebut.   
Perlu diketahui bahwa berdasarkan Survei EoDB 2019 diketahui bahwa 
setidaknya 133 negara yang di survei memiliki ketentuan dalam sistem 
jaminan benda bergerak mereka yang memungkinkan eksekusi jaminan benda 
bergerak dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan, dalam hal debitur 
wanprestasi, jumlah ini meningkat 30% dari Survei EoDB tahun 2010, yang 
ketika itu mencatat hanya 100 negara yang diketahui memiliki ketentuan 
eksekusi tanpa melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dunia 
bergerak ke arah penyederhanaan eksekusi jaminan benda bergerak dengan 
tidak melalui pengadilan, untuk memastikan pelaksanaan hak yang cepat, 
sederhana dan berbiaya ringan. D.3.Permasalahan Cidera Janji   
Pasal 15 ayat (3) UU JF mengatur bahwa dalam hal debitur cidera janji, maka 
kreditur dapat melakukan penjualan Penerima Fidusia mempunyai hak untuk 
menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya 
sendiri.   
Kalimat cidera janji memang tidak didefinisikan langsung pada UU JF, kecuali 
pada penjelasan Pasal 21 UU JF yang mengatur tentang cidera janji sebagai   
“tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, 
perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya”. Kata cidera 
janji ini penting sebagai syarat timbulnya hak parate eksekusi yang diatur 
dalam Pasal 15 ayat (3) UU JF. Pada hakikatnya timbulnya cidera janji pada 
Perjanjian Fidusia relatif sederhana, yaitu dengan merujuk kepada ketentuan  
Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:  
“Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis 





ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu 
yang ditentukan”.  
Dari rumusan tersebut atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan 
seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:  
1. Dalam hal perjanjian pokok telah menetapkan suatu waktu, tapi dengan 
lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan 
kewajibannya.  
2. Dalam hal perjanjian pokok tidak menentukan suatu waktu tertentu, lalu 
kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan 
kewajiban atau prestasinya namun kreditur tetap juga tidak 
melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur.  
Dalam hal perjanjian fidusia, maka keadaan cidera janji bisa dengan mudah 
dilihat apabila debitur terlambat melunasi pembayaran yang mestinya 
dilakukan. Meskipun begitu, dalam perjanjian pokok dapat juga diperjanjikan 
kondisi khusus yang menimbulkan situasi cidera janji, misalnya apabila debitur 
sampai tidak membayar 3 kali cicilannya, maka memberikan hak kreditur pada 
Pasal 29 UUJF, dengan ataupun tanpa pemberitahuan. Lalu bagaimana aspek 
perlindungan kepada debitur untuk terlindungi dari proses cidera janji yang 
terkesan sederhana? Disini memang terlihat UUJF pun berusaha untuk 
menetapkan keseimbangan antara kebutuhan kepastian hukum bagi Kreditur 
dengan Perlindungan bagi Debitur. Perlu diingat bahwa pembebanan jaminan 
fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Satrio mengatakan,   
“Pembebanan fidusia melalui akta notariil juga merupakan salah satu 
wujud perhatian pembentuk Undang-undang terhadap kepentingan 
debitur/pemberi fidusia. Melalui advis dan pembacaan akta pemberian 
fidusia sebelum penanda tangnaan merupakan salah satu cara 
menghindarkan pemberian jaminan fidusia secara gegabah.  
menyitir putusan HgH 17 Maret 1927 Satrio lebih lanjut mengatakan : 
Dipilihnya bentuk notariil, biasanya dimaksudkan agar untuk suatu 
tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat luas, para pihak 
terlindung dari tindakan yang gegabah dan dari kekeliruan, karena 
seorang notaris, biasanya juga bertindak sebagai penasihat bagi kedua 
belah pihak, dan juga melalui nasihatnya diharapkan agar para pihak 
sadar akan akibat hukum yang bisa muncul dari tindakan mereka, dan 





sebelum para pihak menandatangani akta yang bersangkutan, bisa juga 
berfungsi sebagai perlindungan akan tindakan sembrono dan gegabah 
Disitu titik keseimbangan antara kemudahan eksekusi kreditur dalam hal 
cidera janji, dengan perlindungan Debitur.  
E. Mengenai Pengaturan Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia  
Secara umum UU JF Mengatur dua jenis cara eksekusi jaminan fidusia, 
pertama adalah eksekusi melalui perangkat parate eksekusi, dan eksekusi 
melalui pelaksanaan titel eksekutorial   
Mekanisme parate eksekusi jaminan fidusia merupakan fitur khusus yang 
disediakan undang-undang untuk memastikan bahwa jaminan eksekusi fidusia 
bisa dieksekusi secara cepat efektif dan efisien, tanpa perlu melibatkan 
pengadilan. Tradisi ini sudah merupakan praktek terbaik internasional, yang 
bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi 
kreditur dan debitur dari perspektif efisiensi biaya transaksi dan menekan 
risiko yang mungkin timbul dari kegagalan eksekusi karena berbagai faktor.   
Melalui mekanisme parate eksekusi ini, kreditur dapat melakukan penarikan 
benda yang menjadi jaminan dan menjualnya dengan kekuasaan sendiri. 
Untuk memastikan efektifitas parate eksekusi, UU JF mengatur bahwa Debitur 
wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia tersebut. dalam hal Pemberi 
Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada 
waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang 
menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan 
pihak yang berwenang.  
Tahap kedua eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial. Istilah sertifikat 
fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap berarti pemegang sertifikat jaminan fidusia adalah 
sama dengan seorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan 
dan atas keputusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia, 
(dalam hal ini adalah perlawanan, banding dan kasasi).  
Pelaksanaan titel eksekutorial dilakukan dengan mengajukan permohonan ke 
Ketua Pengadilan sesuai dengan prosedur yang diatur pada Pasal 224 HIR, 
yang selanjutnya dilanjutkan dengan prosedur pemanggilan, sita eksekusi dan 
penjualan benda jaminan tersebut di muka umum.  
Pelaksanaan titel eksekutorial bukanlah prosedur yang sederhana, biasanya 
juga memakan waktu dan biaya, oleh karena itu biasanya Kreditur lebih 
menyukai instrumen parate eksekusi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan. 
Masalahnya, meskipun Pasal 30 mewajibkan debitur untuk menyerahkan 
obyek jaminan apabila terjadi wanprestasi, pada praktiknya hal itu tidaklah 
sederhana. Sering kali proses penarikan benda jaminan menjadi proses yang 
rumit dan berujung kepada berbagai insiden, seperti pengancaman, teror 





Di negara lain, proses penarikan jaminan kebendaan merupakan aspek yang 
diatur ketat. Di Belanda misalnya penarikan jaminan dalam hal cidera janji , 
penagihan utang hanya bisa dilakukan oleh Juru Sita, yang merupakan pejabat 
publik yang khusus diangkat untuk itu. Juru Sita merupakan profesi yang diatur 
ketat, dan untuk menjadi seorang juru sita penuh memerlukan waktu tahunan, 
yang meliputi kewajiban untuk menempuh pendidikan, magang, dan tunduk 
kepada ketentuan-ketentuan tentang etika dan perilaku.  Di Australia, 
penarikan jaminan bisa dilakukan serta merta oleh Kreditur atau wakilnya. 
Pasal 123  Personal Property Security Act 2009 mengatur bahwa Kreditur 
diperkenankan untuk menyita jaminan, dengan cara yang diperbolehkan oleh 
undang-undang, jika debitur cidera janji dalam perjanjian penjaminan. 
Mayoritas penarikan benda jaminan dilakukan oleh lembaga jasa penagihan 
utang (debt collector). Industri penagihan utang sendiri diatur oleh 
pemerintah. Beberapa negara bagian memiliki regulasi khusus tentang tenaga 
jasa penagihan utang ini dan memberlakukan sertifikasi terhadap profesi 
tersebut.  
Berbicara Pelaksanaan eksekusi benda jaminan sendiri tunduk kepada 
berbagai regulasi, misalnya Australian Consumer Law, Australian Securities 
and Investment Commission Act 2001, dan Personal Property Securities Act 
2009. Pengaturan meliputi larangan untuk menggunakan kekerasan atau 
paksaan untuk melakukan sesuai, pelecehan, melakukan penyesatan atau 
penipuan, menggunakan keuntungan atas kelemahan, disabilitas atau situasi 
tertentu. Pelaksanaan yang melanggar hukum dapat digugat ke pengadilan. Di 
Amerika Serikat, Buku 9 Pasal 609 Universal Commercial Code (UCC) mengatur 
bahwa  pemegang hak jaminan dapat melakukan penarikan jaminan melalui 
proses peradilan atau tanpa proses peradilan jika dilakukan tanpa 
mengganggu kedamaian (without breach of peace).  
Di Indonesia sendiri, tata Cara Pelaksanaan Parate Eksekusi tidak diatur 
spesifik. Selama ini tata laksana eksekusi barang jaminan biasanya tunduk 
kepada ketentuan umum hukum pidana dan ketentuan perdata Perbuatan 
Melawan Hukum. Penarikan paksa benda jaminan bisa dikategorikan sebagai 
tindak pidana pada Pasal 368 (1) KUHP.  
Selain itu untuk melaksanakan Pasal 30 UU JF maka dapat juga dirujuk 
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi 
Jaminan Fidusia. Peraturan ini tidak dimaksudkan untuk melibatkan Kepolisian 
untuk melakukan penarikan, namun tujuan peraturan ini mengatur peran 
kepolisian sebatas :  
a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, 
tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan  
b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, 
Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang 





Sementara penarikannya sendiri tetap menjadi tanggung jawab Kreditur. 
Belakangan Otoritas Jasa Keuangan mulai mengadakan regulasi tentang tata 
cara penarikan objek jaminan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 
35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. 
Pasal 29 POJK 035/POJK.05/2018 mengatur bahwa dalam melakukan eksekusi 
benda jaminan fidusia Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan 
sebagai berikut:   
1. Debitur terbukti wanprestasi (yang dimaksud dengan wanprestasi adalah 
ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana 
tercantum dalam perjanjian)   
2. Debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian 
pembiayaan  
3. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat fidusia.  
OJK memang sudah mulai menyentuh pengaturan mekanisme penarikan 
benda jaminan , berdasarkan POJK 035/2018 Perusahaan Pembiayaan 
diwajibkan untuk memiliki pedoman internal mengenai eksekusi benda 
jaminan fidusia. Selanjutnya OJK berwenang meminta kepada Perusahaan 
Pembiayaan untuk menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi benda 
jaminan fidusia.   
Meskipun OJK mengatur bahwa Perusahaan pembiayaan dapat melakukan 
kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan dan penarikan 
kepada debitur,  namun Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab 
penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain 
tersebut.  
Masalahnya adalah, POJK ini hanya berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan, 
tidak berlaku bagi Perbankan dan transaksi penjaminan tidak dilakukan oleh 
selain Perusahaan Pembiayaan. Sehingga standar ini hanya berlaku bagi 
sebagian pengguna instrumen jaminan fidusia yang dijalankan oleh 
perusahaan pembiayaan.   
F. Kesimpulan   
1. Jaminan Fidusia telah sangat luas dimanfaatkan di Indonesia, khususnya 
untuk pembiayaan konsumer, dan memiliki potensi untuk lebih 
ditingkatkan pemanfaatannya. Saat ini sekitar lebih dari 6 juta 
pendaftaran  
Jaminan Fidusia setiap tahunnya yang diterima oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, 
yang mana 90% lebih diantaranya merupakan pendaftaran jaminan fidusia atas 
pembiayaan konsumen yang dijamin atas kendaraan bermotor, sehingga jaminan fidusia 





2. Pada prinsipnya eksekusi jaminan yang mudah dan cepat adalah ciri khas 
jaminan fidusia yang merupakan manifestasi dari sifat jaminan 
kebendaan benda bergerak yang mudah dipindah, dirubah, dan dialihkan. 
Selain itu juga merupakan konsekuensi dari konsep pengalihan hak milik 
secara kepercayaan, dimana pada akhirnya Kreditur memiliki hak yang 
setara sebagai pemilik benda tersebut untuk melakukan penarikan, 
apabila debitur cidera janji.  
3. Pendekatan ini merupakan konsekuensi dari sifat jaminan fidusia sebagai 
jaminan kebendaan riil property yang bersifat khusus, sehingga memiliki 
sifat droit de suite dan droit de preference.  
4. Pemberian irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha 
Esa dan title eksekutorial merupakan manifestasi dari mekanisme bahwa 
apabila terjadi cidera janji, maka tidak diperlukan lagi keputusan 
pengadilan untuk menentukan bahwa telah terjadinya cidera janji. 
Pelaksanaan sendiri titel eksekutorial itu sendiri harus melalui proses 
yang diatur dalam Pasal 224 HIR, dan masih memerlukan prosedur yang 
tidak sederhana, yaitu melalui permohonan ke Ketua Pengadilan, Sita 
Eksekusi dan seterusnya.  
5. Parate Eksekusi merupakan mekanisme hukum yang berlaku pada 
berbagai hak jaminan atas kebendaan khususnya jaminan atas benda 
tertentu. Pada intinya mekanisme ini memberikan keleluasaan kepada 
kreditur untuk mengambil pelunasan dari penjualan obyek jaminan atas 
kekuasaan sendiri dalam hal Debitur Cidera Janji. Dalam hal tersebut, 
Debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. 
Dalam hal debitur menolak menyerahkan, maka Kreditur berhak untuk 
mengambil benda jaminan tersebut dan apabila perlu meminta bantuan 
aparat berwenang.  
6. Mekanisme setara dengan Parate Eksekusi juga merupakan praktek 
terbaik yang tersedia di berbagai negara sebagai sarana untuk 
memberikan perlindungan dan kesetaraan hak antara kreditur dan 
debitur, dan memastikan eksekusi bisa berjalan dengan cepat, sederhana 





sektoral dengan tujuan untuk tetap memberikan perlindungan yang 
cukup kepada kedua belah pihak.  
7. Sistem parate eksekusi Indonesia telah ada berjalan, dan terbukti sangat 
bermanfaat.  Namun peraturan pelaksanaannya masih belum cukup 
komprehensif, sehingga masih membuka ruang luas untuk penafsiran dan 
pelaksanaannya. Ada kebutuhan untuk mengatur lebih detail dan 
komprehensif mekanisme penarikan jaminan yang meliputi prosedur.  
[2.4]  Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan  
Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan 
Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:  
A. KETENTUAN UU JAMINAN FIDUSIA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP 
UUD 1945  
 Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang dianggap 
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 
28G ayat (1) UUD 1945.   
Bahwa isi ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia adalah sebagai 
berikut:  
Pasal 15   
(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai 
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.  
(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual 
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.  
B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA 
PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU JAMINAN FIDUSIA  
 Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak 
konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya UU a quo yang pada 
intinya sebagai berikut:  
1. Bahwa dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan Para Pemohon, 





berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan 
menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang 
Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, 
bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur 
hukum yang benar; (vide Perbaikan Permohonan hal 5 nomor 9)  
2. Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan terkait perselisihan antara Pemberi 
dan Penerima Fidusia, Penerima Fidusia tetap mengabaikannya dengan tetap 
melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia pada tanggal 11 Januari 2019, 
dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan tetap 
dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan a quo; (vide 
Perbaikan Permohonan halam 6 nomor 12)  
Bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dianggap bertentangan 
dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat  
(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 
1 ayat (3)  




Pasal 27 ayat (1)  
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1)  
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28G ayat (1)  
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4)  
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak 





Bahwa berdasarkan uraian permohonannya, para Pemohon dalam Petitumnya 
memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:  
Dalam Pokok Perkara  
1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil ini untuk seluruhnya;  
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang 
frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan 
prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus 
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap”;  
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait 
objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek 
jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”;  
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang 
frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penetuan adanya 
tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal 
tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal 
adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;  
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan 
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)  
C. KETERANGAN DPR RI  
Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, 
DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai 
kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut:  





Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur 
dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa “Para 
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan 
warga negara Indonesia;  
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam undang-undang;  
c. badan hukum publik atau privat; atau  
d. lembaga negara.   
 Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) 
tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak 
konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini 
menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja 
yang termasuk “hak konstitusional”.  
 Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima 
sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan 
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan 
dan membuktikan:  
a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;  
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam  
“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya 
undangundang a quo.  
  Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian 
dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu 
undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:  
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh  
UUD 1945;  
b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh  





c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud 
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang 
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;  
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya 
undang-undang yang dimohonkan pengujian;  
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian 
dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi 
terjadi.  
 Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian 
undang-undang a quo, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal 
standing) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon   a quo, DPR RI 
berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar 
Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam 
mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan 
untuk diuji.  
 Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR RI memberikan 
pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:   
a. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 
diberikan oleh UUD 1945  
Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan 
konstitusional yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Bahwa Pasal 1 ayat 
(3) UUD 1945 tidak dapat dijadikan batu uji karena mengatur mengenai negara 
Indonesia adalah negara hukum, dan tidak mengatur mengenai hak konstitusional. 
Bahwa para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalam hal apa dan bagaimana 
ketentuan pasal a quo UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa 
ketentuan pasal a quo juga tidak dapat dipertentangkan dengan persamaan 
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 
ayat (1) UUD 1945, karena tidak ada korelasinya. Bahwa ketentuan pasal a quo UU 
Jaminan Fidusia justru memberikan pengaturan agar terdapat kepastian hukum 
bagi para pihak baik Pemberi Fidusia maupun Penerima Fidusia sesuai dengan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945.  
Bahwa ketentuan pasal a quo UU Jaminan Fidusia juga bukan ketentuan yang 
mengancam perlindungan pribadi setiap orang dan juga tidak melarang setiap 
orang untuk mempunyai hak milik pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat 
(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Bahwa 





Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dimulai dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU 
Jaminan Fidusia. Bahwa keseluruhan ketentuan tersebut adalah guna memberikan 
kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran 
jaminan FIdusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima 
Fidusia terhadap kreditur lain, karena jaminan Fidusia memberikan hak kepada 
pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan 
Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang 
diatur dalam UU Jaminan Fidusia dapat meberikan jaminan kepada Pihaik Penerima 
Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.     
b. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh 
Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang  
Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan keterkaitan 
secara konkrit hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti apa yang dirugikan 
dengan adanya ketentuan pasal a quo.  Bahwa Para Pemohon dalam 
permohonannya menguraikan permasalahan yang dialaminya yang sebenarnya 
ditimbulkan karena akibat dari Pemohon sendiri yang wanprestasi terhadap 
perjanjian pembiayaannya. Bahwa Pengaturan pasal a quo UU Jaminan Fidusia 
justru memberikan jaminan hukum baik itu untuk pemberi fidusia dan penerima 
fidusia. Ketentuan dalam UU a quo telah mengatur secara jelas bagaimana eksekusi 
terhadap objek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan dan apa yang menjadi 
kewajiban dan hak bagi para pihak tersebut. Oleh karena itu tidak ada hak dan/atau 
kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya 
ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.  
c. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau 
setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 
dipastikan akan terjadi  
Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam butir b tersebut di atas, bahwa 
tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan 
dengan berlakunya ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. 
Bahwa karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon 
yang dirugikan maka tidak ada kerugian yang berifat spesifik dan aktual maupun 
potensial menurut penalaran wajat dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa kerugian 
yang dialami Para Pemohon adalah implementasi dalam praktik yang diakibatkan 
dari Pemohon sendiri yang wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaannya  
d. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak 
konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian   
Bahwa karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon 
yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial maka 
sudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang 
didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo.   
e. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka 





 Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah 
dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun pada para 
Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi 
untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Para Pemohon  tidak 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah 
Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.  
  Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR  
RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi 
terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan 
hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: 
...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka 
tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point 
d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen 
rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement 
op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa 
“tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection)  
 Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan 
bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan 
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan 
kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 
terdahulu. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan 
secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionaInya yang 
dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, 
utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusionaInya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan 
untuk diuji tersebut.   
 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal 
standing) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis 
Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para 
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-
V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.  
2. Pengujian Atas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia  





1) Bahwa pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan 
nasional merupakan suatu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kebutuhan yang 
sangat besar dan meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, 
perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan 
lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;  
2) Bahwa jaminan fidusia yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman 
penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari 
yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi 
pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, 
mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin kepastian hukum. Sehingga 
pembentukan undang-undang ini dimaksudkan untuk menampung 
kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai 
salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk 
memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.  
3) Bahwa dalam perjanjian dikenal asas pacta sunt servanda yang 
merupakan asas fundamental dalam melandasi lahirnya suatu 
perjanjian. Pacta sunt servanda merupakan suatu prinsip dalam 
perjanjian bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi 
para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Di Indonesia sendiri pacta 
sunt servanda tersebut diwujudkan dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (BW) yaitu dalam Pasal 1338 yang menyatakan bahwa:  
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 
ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan 
dengan itikad baik.”  
4) Bahwa salah satu ciri jaminan kebendaan adalah Droit de preference 
artinya hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan 





jika debitur melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan 
kreditur mempunyai hak yang didahulukan (preferen) dalam 
pemenuhan piutangnya di antara kreditur-kreditur lainnya dari hasil 
penjualan harta benda milik debitur.  
5) Bahwa UU a quo, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan 
masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu 
sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan 
kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Oleh karena 
itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, 
maka menurut UU a quo objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian 
yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak 
berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan 
hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan).   
6) Bahwa dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan 
Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 
berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang 
didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain 
karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia 
untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 
berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang 
diatur dalam UU a quo dapat memberikan jaminan kepada pihak 
Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 
terhadap Benda tersebut  
b.  Pandangan terhadap pokok permohonan   
1) Bahwa dalam perjanjian Fidusia hak milik atas benda yang diberikan 
sebagai jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima 
jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada 
kreditur penerima jaminan. Bahwa penyerahan hak milik dilakukan 
secara constitutum possessorium (dengan janji), bahwa bendanya 
sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Yang 





demikian, hak pemanfaatan atas benda jaminan tetap ada pada 
pemberi jaminan.   
2) Bahwa unsur-unsur dari Jaminan Fidusia yaitu:  
• Hak jaminan dan hak yang diutamakan. Hak jaminan adalah hak 
yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih 
baik dari para kreditur lain. Hak jaminan di sini merupakan hak 
kebendaan, karena dalam Fidusia, kreditur memperjanjikan suatu 
jaminan khusus atas suatu benda tertentu, atas mana ia 
didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi 
benda tersebut (hak preferen);  
• Benda bergerak. Bahwa benda objek jaminan fidusia merupakan 
benda bergerak yang masih mengikuti pembagian benda menurut 
Pasal 504 KUH Perdata;  
• Benda tidak bergerak khususnya bangunan;  
• Tidak bisa dibebani Hak Tangungan;  
• Sebagai Agunan;  
• Untuk pelunasan suatu hutang.   
• Kedudukan yang diutamakan. Bahwa yang dimaksud dengan  
“diutamakan” adalah didahulukan dalam mengambil pelunasan 
atas hasil eksekusi dari benda jaminan Fidusia.  
3) Bahwa sebagai kelanjutan dari pendaftaran Jaminan Fidusia, Sertifikat 
Jaminan Fidusia dikeluarkan dalam bentuk grosse akta dan mempunyai 
ciri istimewa, karena mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang berarti 
mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti suatu Putusan 
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide 
Pasal 15 UU Jaminan Fidusia).  
4) Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung parate eksekusi 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) UU a quo yang 
menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, maka Penerima 
Fidusia mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Menjual 





eksekusi, yaitu eksekusi yang selalu siap di tangan karena pelaksanaan 
eksekusi melalui parate eksekusi adalah di luar campur tangan 
Pengadilan, tanpa harus mengikuti prosedur hukum acara. Bahwa 
kewenangan melaksanakan parate eksekusi merupakan suatu 
kewenangan bersyarat, yaitu harus dipenuhi syarat: debitur telah 
wanprestasi. Kewenangan bersyarat seperti itu adalah sesuai dengan 
kebutuhan kreditur, sebab selama semua kewajiban dipenuhi oleh 
debitur dengan baik dan sebagaimana mestinya, kreditur tidak 
memerlukan eksekusi.   
5) Bahwa Pasal 4 UU Jaminan Fidusia menyatakan:   
“Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu 
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak 
untuk memenui suatu prestasi”.   
Bahwa perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian 
yang bersifat accessoir. Perjanjian accessoir mempunyai ciri-ciri: tidak 
bisa berdiri sendiri, ada/lahirnya, berpindahnya, dan berakhirnya 
bergantung dari perjanjian pokoknya. Selanjutnya dalam perjanjian 
dikenal asas pacta sunt servanda yang berasal dari Bahasa latin yang 
berarti “janji harus ditepati (agreements must be kept)”. Pacta sunt 
servanda adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian 
menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu 
perjanjian. Lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1338 menyatakan bahwa:  
“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 
ditentukan oleh undang-undang. persetujuan harus dilaksanakan 
dengan itikad baik’.   
6) Bahwa Pacta sunt servanda disebut juga sebagai asas kepastian hukum 
yang berkaitan dengan akibat perjanjian dan asas tersebut juga 
menyatakan bahwa pihak lain harus menghormati substansi kontrak 
yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang dan 
tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi yang dibuat oleh 





Jaminan Fidusia sudah mencerminkan asas pacta sunt servanda dan 
tentunya memberikan kepastian hukum baik itu bagi pemberi fidusia 
maupun bagi penerima fidusia. In casu, dari awal Para Pemohon dalam 
membuat perjanjian fidusia tersebut dengan PT. Astra Sedaya Finance 
sudah saling bersepakat dan memahami masing-masing hak, kewajiban, 
dan konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkan dari fidusia 
tersebut. Selanjutnya Pemohon a quo terbukti tidak melakukan 
pembayaran (wanprestasi) sejak bulan Agustus 2017 (vide permohonan 
halaman 5 angka 5), sehingga PT Astra Sedaya Finance sebagai Pemberi 
Fidusia mempunyai kewenangan untuk menjual benda jaminan tanpa 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara. Berdasarkan 
Pasal 1238 KUH Perdata, debitur ada dalam keadaan lalai dan karena 
wanprestasi dan tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.   
7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU a quo menyatakan 
bahwa apabila debitur cidera janji, barulah penerima fidusia 
mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan 
fidusia atas kekuasannya sendiri. Bahwa pengaturan tersebut tentunya 
telah memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi para pihak 
dimana penerima fidusia baru mempunyai hak atas objek jaminan 
fidusia tersebut apabila pemberi fidusia atau debitur tersebut cidera 
janji. Dalam Kekuatan eksekutorial/parate ekeskusi tersebut memiliki 
makna langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan 
bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan 
tersebut. Pengaturan parate eksekusi adalah suatu pengaturan lembaga 
eksekusi yang ditujukan untuk menderogasi ketentuan hukum formil, 
yang oleh  
A.Pitlo dan P.A. Stein dikatakan sebagai “buiten het terrein der 
rechtverordering” (di luar wilayah hukum acara).  
8) Bahwa dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut telah diatur 
dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia, lebih lanjut 
dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia mewajibkan bagi pemberi fidusia 
untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam 





Pasal 30 UU Jaminan Fidusia tersebut menyatakan “dalam hal Pemberi 
Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 
pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak 
mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila 
perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”. Sehingga apa 
yang didalilkan oleh para Pemohon tidak beralasan menurut hukum 
karena jelas bahwa pengaturan dalam UU a quo telah memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum baik itu untuk pemberi fidusia dan 
penerima fidusia.  
9) Bahwa para Pemohon mendalilkan keberadaan frasa “kekuatan 
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat 
dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. Ketentuan a quo 
memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) 
untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia 
dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi 
itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum 
yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia. (Vide  
Perbaikan Permohonan halaman 11 nomor 26 dan 27)  
Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan:   
a. Bahwa dengan adanya pencantuman irah-irah “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, orang yang 
memegang Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sama dengan seorang 
yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas 
Putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia 
dan dengan memegang titel eksekutorial, maka selanjutnya dapat 
diambil langkah-langkah eksekusi.  
b. Bahwa salah satu ciri dari jaminan kebendaan adalah Droit de 
preference yang berarti hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan 
lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian atau sering juga 
disebut sebagai asas prioritas, jika debitur melakukan wanprestasi 
maka dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak 
didahulukan (preferent) dalam pemenuhan piutangnya di antara 
kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik 
debitur. Hak didahulukan (preferent) dalam Pasal 27 UU Jaminan 





Fidusia (kreditur) baru dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia 
hanya apabila pemberi fidusia (debitur) cidera janji.   
c. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan 
Fidusia mengatur secara jelas bagaimana eksekusi jaminan fidusia 
dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yang antara lain melalui 
pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi 
objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri 
melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan yang 
dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia.   
d. Bahwa dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia mewajibkan bagi 
Pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek 
jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan 
Fidusia. Di dalam Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia 
menyatakan:  
“dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang 
menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi 
dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda 
yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu 
dapat meminta bantuan pihak berwenang”.   
e. Sehingga jelas berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Penerima 
Fidusia (kreditur) tidak dapat berlaku sewenang-wenang dalam hal 
melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan 
tentunya Pemberi Fidusia (debitur) wajib menyerahkan benda yang 
menjadi objek jaminan fidusia tersebut apabila cidera janji. In casu, 
jika Para Pemohon merasa kreditur berlaku sewenang-wenang 
dalam melakukan penarikan obyek jaminan Fidusia, maka para 
Pemohon dapat melakukan langkah hukum melakukan gugatan di 
pengadilan karena pihak Kreditur melakukan perbuatan melawan 
hukum karena melakukan eksekusi obyek fidusia tidak sesuai 
dengan ketentuan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Bukan dengan 





sebagaimana disampaikan Para Pemohon dalam permohonan         a 
quo.     
f. Bahwa pemberian bantuan eksekusi obyek jaminan Fidusia juga 
diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (Perkap 8/2011) yang 
bertujuan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan 
fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggung 
jawabkan dan juga melindungi keselamatan dan keamanan 
Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau 
masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian 
harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Sehingga hal tersebut 
tentunya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi 
para pihak.   
c. Latar Belakang Pembahasan Pasal A Quo UU Jaminan Fidusia  
Bahwa selain pertimbangan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, DPR RI 
juga melampirkan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU Jaminan 
Fidusia untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:   
1) Terkait dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Jaminan 
Fidusia dalam Rapat Kerja RUU tentang Jaminan Fidusia dan 
Pendaftarannya tanggal 30 Agustus 1999  
• Rini Amaludin dari Fraksi Karya Pembangunan, menyampaikan 
bahwa:  
“pencantuman irah-irah yang memiliki kekuatan eksekutorial 
apa masih diperlukan apabila sudah tercantum di Akta 
Notarisnya?”  
• Pemerintah menyampaikan bahwa:   
”dalam akta notaris tidak ada ira-ira, karena ira-ira ini justru 
mempunyai kekuatan eksekutorial adalah justru di sertifikat. 
Karena dia bisa dieksekusi langsung. Kalau di dalam akta hanya 
mengenai perjanjian penjaminan. Inilah perjanjian 
penjaminan, tidak ada ira-ira, selamanya di dalam akta-akta 





2) Terkait dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang tentang Jaminan 
Fidusia dalam Rapat Kerja RUU tentang Jaminan Fidusia dan  
Pendaftarannya tanggal 30 Agustus 1999  
• Sunarto dari Fraksi ABRI, menyampaikan bahwa:   
“F ABRI sebenarnya ingin menyebutkan penegasan, sebagaimana 
kita ketahui gross akta yang selama ini sebenarnya juga bisa 
langsung dilaksanakan, namun berdasarkan ketentuan Mahkamah 
Agung masih juga memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan 
Negeri.   
Walaupun di dalam penjelasan sudah disebut bahwa khusus 
jaminan fiducia melalui lembaga peradilan eksekusi, mungkin perlu 
ditambahkan sedikit penjelasan bahwa untuk hal tidak diperlukan 
lagi penetapan dari Pengadilan Negeri, terutama.  
Sebagaimana kita ketahui bahwa di samping Kantor Lelang Negara, 
sekarang ini ada Kantor Lelang Swasta, hanya untuk kejelasan saja. 
Apakah untuk lelang sebagai pelaksanaan jaminan fidusia ini bisa 
langsung kepada Kantor Lelang Swasta”  
• Muljono dari Fraksi Karya Pembangunan, menyampaikan bahwa:  
“Kami menyarankan saja pada forum ini didalam Pasal 15 ayat (3), 
ini kalau kita baca didalam Pasal 29 ayat (1) butir a yang memuat 
tentang tata cara, disana juga berbunyi butir a-nya “melalui 
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 
penjualan”. Karena ini suatu hal yang sama, kami pikir kata-kata  
“tata cara” ini sebaiknya dimuat di Pasal 29 saja.  
Kemudian dikaitkan dengan penjelasannya, ini juga mengharapkan 
penjelasan Pemerintah. Disini Pasal 15 ayat (3) dari penjelasan itu, 
sebagai jaminan ini yang digunakan adalah eksekusi. Jadi kami 
menilainya ini lembaga gadai, apakah tidak dimasukkan dalam 
penjelasan ini, kita gunakan saja Pasal 1131 BW. Kan di sana 
dimungkinkan bagi penerima fidusia, kalau debiturnya ingkar janji 
itu bisa langsung melakukan penjualan atau pelelangan.     
• Pemerintah, menyampaikan bahwa:   
”Kata-kata disini atas kekuasaannya sendiri, sebenernya 
terjemahan dari Belanda parate executie, karena ada macam-
macam sebenarnya dan ini merujuk kepada Pasal 1155 KUH 
Perdata, khusus mengenai gadai, di sana demi undang-undang 





executie. Sedangkan khusus mengenai hipotik itu harus 
diperjanjikan, Pasal  
1178 ayat (2). Disini sebetulnya rujukannya, penting sekali kata-
kata  
“hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri”.”  
• Pemerintah menyampaikan bahwa:  
Terima kasih pimpinan, Seperti kalau kita membaca pertanyaan 
FABRI dan usulan rupanya memang salah. Oleh karena itu kami 
anggap saja ini huruf c yang dimohonkan. Diinginkan hutang yang 
pada saat permohonan eksekusi, eksekusi ini tidak dimohonkan, 
karena eksekusi disini seperti telah dikatakan karena adanya 
irahirah itulah langsung mengeksekusi sendiri. jadi tidak perlu 
karena eksekusi itu jadi langsung. Oleh karena itu maka kami tetap 
pada pendirian seperti apa yan ada didalam naskah RUU ini itu saja, 
terima kasih.  
• FKP menyampaikan bahwa:  
Kalau kita akan mengajukan suatu permintaan eksekusi, itu 
kaitannya karena ada pendaftaran. Jadi kalau melakukan 
pendaftaran itu dilakukan permohonan eksekusi. Ini yang berlaku 
itu pada pengadilan, jadi kalau tadi dijelaskan oleh Pemerintah 
karena ini bukan pada pengadilan, jadi eksekusi ini bisa langsung 
melakukan pelelangan umum andaikan debitur itu tidak mampu 
membayar hutangnya. Jadi kaitannya langsung pada pelaksanaan 
eksekusi dari kreditur, maka kata permohonan sudah tidak dipakai 
lagi. Tetapi kalau pendaftaran seperti usul FKP misalnya supaya 
didaftarkan ke pengadilan negeri, itu langsung juga dimintakan 
permohonan eksekusinya yang tetap. Jadi untuk itu yang punya 
pemerintah ini sudah mewadahi.  
• FABRI (Sunarto S,H) menyampaikan bahwa:  
Interupsi pak ketua. Ada satu hal yang mungkin masih prinsip 
mengenai apakah masih diperlukan penetapan dari pengadilan 
negeri?  
• Pemerintah menyampaikan bahwa :  
Tidak perlu, artinya parate eksecutie ya bisa langsung.  
• FABRI (Sunarto S.H) menyampaika bahwa:  
Maksud kami untuk tidak menimbulkan keraguan-raguan lagi, 
setela kata-kata “parate eksecutie” ditambahkan kalimat “dan 






• Pemerintah menyampaikan bahwa:  
Atas ijin pak Menteri Pemerintah ingin menjelaskan bahwa 
kelihatan dalam RUU Fiducia ini lebih tertuju pada tindakan akan 
melibatkan pengadilan. Memang yang dimaksud FABRI tadi 
permintaan eksekutor verklaring atas sertifikat apakah perlu ke 
Pengadilan atau tidak. Saya kira tidak perlu, tapi andaikan nanti 
mungkin nanti ada sengketa dalam eksekusi, bisa saja nanti 
meminta eksekusi pengadilan. Karena ini jelas ada pasal yang 
menentukan bahwa sertifikat itu mempunyai kekuatan 
pelaksanaan seperti putusan, bukan sama dengan putusan, tapi 
eksekusinya sama dengan putusan.  
Jadi sesuai dengan praktek selama ini memang gross akte itu 
dinyatakan hanya eksekusinya yang sama dengan putusan 
pengadilan, tapi isinya sendiri tidak sama dengan putusan 
pengadilan. Saya kira ini sama, jadi kalau pasal 29 macet, 
kemungkinan pihak-pihak ini, suatu waktu memungkinkan saja bila 
terjadi sengketa meminta bantuan pengadilan untuk eksekusinya. 
Tapi kalau dalam keadaan biasa tidak perlu, bisa langsung. Biasanya 
kalau hipotik jaman dulu ada beding van eigein machte ver copie, 
atau parate eksecutie tadi.  
 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI Memohon agar kiranya Yang Mulia 
Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:  
1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijk verklaard);  
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya 
menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima;  
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;  
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
5. Menyatakan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.  
  Apabila Yang  Mulia  Ketua  Majelis Hakim  Mahkamah Konstitusi 
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).    





Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb, yang menyampaikan keterangan tertulis dan 
diterima di Kepaniteraan pada tanggal 8 Mei 2019 serta mendengarkan keterangan secara 
lisan pada sidang tanggal 13 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut:  
1. Pengertian Fidusia  
Pengertian “fidusia” menurut undang-undang.   
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  
Fidusia, pengertian mengenai “fidusia” didasarkan yurisprudensi yang berasal dari 
Hoge Raad Belanda, yaitu “Bierbrouwerij Arrest” pada 25 Januari 1929 NJ 1929.616. 
Kemudian Arrest Hoger Raad tersebut diikuti “Hoogerechtshof Arrest” dengan 
putusan tanggal 8 Agustus 1932 No. 136 yang dikenal dengan “Bataafsche 
Petrolium Maatschaappij Arrest”.   
Sejak adanya Arrest dari Hoogerechtshof tahun 1932 tersebut, maka jaminan 
fidusia berlaku di Indonesia.   
Namun demi memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu 
pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu 
memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka oleh 
pembuat undang-undang Indonesia (Pemerintah dan DPR), mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.   
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  
Pasal 1 angka 1 memberikan definisi mengenai “fidusia” sebagai berikut: Fidusia 
adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 
penguasaan pemilik benda.  
2. Pengalihan Kepemilikan Atas Dasar Kepercayaan  
Dari definisi mengenai “fidusia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU 
No. 42/1999 dapat dipahami mengenai hal-hal sebagai berikut:  
a. Dengan adanya perjanjian jaminan fidusia, maka terjadi pengalihan hak 
kepemilikan atas suatu benda dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.   
b. Dalam pelaksanaan pemberian jaminan fidusia, terdapat dua pihak yaitu: 
Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.   
c. Pemberi Fidusia dapat Debitur sepanjang benda yang menjadi objek fidusia 
adalah milik Debitur.   
d. Dapat pula yang menjadi Pemberi Fidusia adalah Pihak Ketiga sepanjang 





e. Sedangkan yang menjadi Penerima Fidusia selalu Kreditur yang menjadi 
pemberi utang kepada Debitur.   
f. Objek fidusia adalah suatu benda. Sehingga dengan demikian pengalihan hak 
kepemilikan tersebut terjadi atas suatu benda yang merupakan objek fidusia.  
g. Pengalihan hak kepemilikan tersebut terjadi hanya atas dasar kepercayaan, 
bukan atas dasar pengalihan secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan 
pengertian “fidusia” yang berasal dari kata “fides” bahasa Latin berarti 
“kepercayaan”. Sesuai dengan pengertian “fidusia” yang berarti 
“kepercayaan”, maka dalam bahasa Belanda, digunakan istilah “fiduciare 
eigendom overdrach” dan dalam bahasa Inggris “fiduciary transfer of 
ownership”. Dalam UU No. 42/1999, digunakan istilah “pemindahan hak 
kepemilikan atas dasar kepercayaan”.  
h. Pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan 
secara hukum tetap ada pada Pemberi Fidusia.   
i. Oleh karena pengalihan hak milik tersebut bukan merupakan pengalihan 
kepemilikan secara hukum, maka Penerima Fidusia (Kreditur) secara hukum 
tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap 
barang yang dialihkan hak pemilikkannya oleh Pemberi Fidusia kepada 
Penerima Fidusia.   
j. Antara lain Penerima Fidusia tidak dibolehkan menjual objek fidusia tersebut 
sepanjang Debitur tidak telah terbukti cidera janji dan bersarnya utang yang 
tertunggak diakui secara sukarela oleh Debitur.  
k. Apabila kedua hal tersebut diingkari oleh Debitur, maka kedua hal tersebut 
wajib diputus oleh pengadilan.   
l. Demi kepastian berfungsinya objek fidusia sebagai jaminan utang, Pemberi 
Fidusia dilarang untuk melakukan perbuatan hukum apa pun terhadap objek 
fidusia selama perjanjian fidusia masih berlangsung tanpa adanya persetujuan 
tertulis dari Penerima Fidusia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 36 UU No. 
42/1999. Pasal 36 UU No. 42/1999 menentukan:  
Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda 





ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.  
m. Pemberi Fidusia selama masih berlakunya perjanjian fidusia, dilarang untuk 
mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek 
jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima 
Fidusia.   
n. Pelanggaran atas ketentuan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah).   
o. Penerima Fidusia baru boleh melakukan penjualan terhadap objek fidusia 
hanya apabila Debitur tidak melunasi utangnya kepada Kreditur (baik 
perorangan atau korporasi, antara lain bank) sehingga dengan demikian 
Debitur sudah dalam keadaan cidera janji (wanprestasi).   
p. Berkenaan dengan asas yang demikian itu, yaitu bahwa Penerima Fidusia 
(Kreditur) tidak dapat melakukan penjualan objek fidusia selama Debitur 
masih terus melunasi utangnya (termasuk bunganya), adalah sesuai dengan 
asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No.  
42/1999 yang menentukan bahwa:  
(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:  
a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;  
b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau  
c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.  
  
3. Objek Jaminan Fidusia  
a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak menegaskan mengenai jenis 
benda yang dapat dialihkan hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan yang 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tersebut.  
b. Namun dalam praktik, Penerima Fidusia hanya menerima pemberian hak 





c. Sedangkan apabila barang tersebut barang tetap, misalnya tanah dan segala 
sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, Kreditur lebih menyukai (hal 
itulah yang selalu terjadi di dalam praktik perbankan), untuk menerima 
barang tetap sebagai jaminan utang dengan ikatan Hak Tanggungan.   
d. Sedangkan apabila berupa kapal laut yang beratnya lebih dari 20 M3 dan 
pesawat terbang, Kreditur akan menerima benda-benda tersebut sebagai 
agunan kredit dengan ikatan hipotik sebagaimana yang dimungkinkan oleh 
Undang-undang Indonesia.   
e. Bahwa objek fidusia di dalam praktik hanya diberlakukan terhadap barang 
bergerak (bukan barang tetap) adalah juga sesuai dengan putusan Mahkamah 
Agung RI tanggal 1 September 1971, menyatakan bahwa hanya benda-benda 
bergerak saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.   
4. Hak Kreditur Atas Benda Yang Dijaminkan Secara Fidusia   
a. Kreditur, yaitu Penerima Fidusia, menurut Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999 
mempunyai hak “untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas 
kekuasaannya sendiri”.   
b. Frasa dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999 tersebut di atas yang berbunyi: 
“atas kekuasaannya sendiri” tidak keliru apabila dimaknai bahwa hak untuk 
menjual tersebut memberikan hak mutlak kepada Kreditur untuk menjual 
objek fidusia tanpa putusan pengadilan.   
c. Pemaknaan tersebut memang tidak salah, namun dengan ketentuan 
sepanjang objek fidusia telah dengan sukarela diserahkan oleh Pemberi 
Fidusia kepada Penerima Fidusia (Kreditur).   
d. Tetapi apabila Pemberi Fidusia tidak bersedia memberikan objek fidusia secara 
sukarela kepada Penerima Fidusia (Kreditur), yaitu karena berbagai 
sebab/alasan, maka Penerima Fidusia (Kreditur) dilarang mengambil paksa 
objek fidusia dari tangan Pemberi Fidusia (Debitur).   
e. Apabila hal tersebut dilakukan demikian oleh Penerima Fidusia (Kreditur) 
maka menurut hukum Penerima Fidusia dianggap telah melakukan  
“perbuatan main hakim sendiri” (eigenrichting) yang dilarang oleh 





f. “Perbuatan main hakim sendiri” (eigenrichting) tidak dapat dibenarkan di 
dalam suatu negara hukum seperti Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3)  
UUD 1945 menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”   
g. Apabila Pemberi Fidusia tidak bersedia dengan sukarela objek fidusia kepada 
Penerima Fidusia karena alasan-alasan tertentu, maka agar Penerima Fidusia 
(Kreditur) dapat menegakkan haknya dengan tidak melakukan “perbuatan 
main hakim sendiri” (eigenrichting), Penerima Fidusia (Kreditur) wajib 
menempuh jalan yang ditentukan dalam Pasal 196 dan Pasal 197 HIR, yaitu 
mengajukan permohonan eksekusi Sertifikat Fidusia kepada Ketua Pengadilan 
Negeri.  
h. Dalam hal Penerima Fidusia (Kreditur) mengajukan eksekusi fidusia kepada 
Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud di atas, maka sebelum memutuskan 
dapat atau tidaknya Sertifikat Fidusia dieksekusi, diwajibkan bagi pengadilan 
untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutuskan mengenai hal-hal sebagai 
berikut:  
• Apakah perjanjian utang telah dibuat sesuai dengan UU No. 42/1999 
sehingga dengan demikian perjanjian utang tersebut adalah perjanjian 
utang yang sah.  
• Apakah perjanjian fidusia antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia 
(Kreditur) telah dibuat sesuai dengan ketentuan UU No. 42/1999.  
• Apakah objek fidusia telah didaftarkan sebagaimana mestinya pada 
Kantor Pendaftaran Fidusia.   
• Apakah Debitur memang telah cidera janji (wanprestasi) sesuai dengan 
perjanjian utang/kredit.  
• Memutuskan besarnya utang yang tertunggak (pokok utang dan 
bunganya) oleh Debitur kepada Kreditur.  
i. Apabila Pemberi Fidusia memang telah dengan sukarela menyerahkan objek 
fidusia kepada Penerima Fidusia (Kreditur), maka Penerima Fidusia (Kreditur) 
dalam melaksanakan kekuasaannya untuk menjual objek fidusia atas 
kuasanya sendiri terikat oleh beberapa ketentuan yang ditentukan dalam UU 





• Penerima Fidusia memiliki hak didahulukan sebagaimana ditentukan oleh 
Pasal 27 UU No. 42/1999. Artinya, hasil penjualan objek fidusia hanya 
menjadi hak Penerima Fidusia (Kreditur) sebagai sumber pelunasan utang 
Debitur hanya sampai jumlah utang yang tertunggak saja, sedangkan 
sisanya wajib diserahkan kepada Pemberi Fidusia (pemilik objek fidusia). 
Baca pula Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42/1999.  
• Hak untuk menjual objek fidusia oleh Penerima Fidusia (Kreditur) atas 
kuasanya sendiri hanyalah dapat dilakukan apabila Debitur telah cidera 
janji (wanprestasi).   
• Selain Debitur cidera janji (wanprestasi), penjualan jaminan oleh Penerima 
Fidusia (Kreditur) tidak diperbolehkan.   
• Apabila penjualan objek fidusia tersebut dilakukan oleh Penerima Fidusia 
(Kreditur) dalam hal Debitur belum terbukti telah cidera janji (wanprestasi), 
maka Penerima Fidusia (Kreditur) secara hukum dianggap telah melakukan 
perbuatan melawan hukum yang dapat digugat secara perdata oleh 
Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan atau dilaporkan 
oleh Pemberi Fidusia sebagai tindak pidana.   
• Penjualan benda yang menjadi objek fidusia atas kekuasaan sendiri dari 
Penerima Fidusia tidak boleh dilakukan di bawah tangan dengan pembeli, 
tetapi harus dilakukan melalui pelelangan umum.  
• Menyimpang dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42/1999 
mengenai keharusan menjual objek fidusia melalui pelelangan umum, Pasal 
29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 membolehkan Penerima Fidusia 
melakukan penjual di bawah tangan (tidak melalui pelelangan umum) 
apabila penjualan di bawah tangan tersebut dilakukan berdasarkan 
kesepakatan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia sepanjang cara 
melakukan penjualan di bawah tangan tersebut akan menghasilkan harga 
yang tinggi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.   
• Dalam praktik dunia perbankan, sering Bank menggunakan peluang yang 





• Menurut Pasal 29 ayat (2) UU No. 42/1999, pelaksanaan penjualan di bawah 
tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 
42/1999 hanya dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) setelah 
lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan 
Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang 
diumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang 
bersangkutan.   
5. Kewajiban Pemberi Fidusia  
a. Menurut Pasal 30 UU No. 42/1999, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda 
yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi 
jaminan fidusia.   
b. Sering terjadi sengketa atau perbedaan pendapat:   
• Antara Debitur dan Penerima Fidusia (Kreditur),   
• Antara Pemberi Fidusia yang merupakan Pihak Ketiga (bukan Debitur) 
dengan Debitur, yang mengakibatkan Pemberi Fidusia (Debitur atau Pihak 
Ketiga) tidak bersedia dengan suka rela menyerahkan objek fidusia 
tersebut kepada Penerima Fidusia (Kreditur).   
c. Apabila terjadi hal yang demikian itu, maka sengketa tersebut yang harus 
diselesaikan melalui pengadilan.   
d. Apabila sengketa tersebut dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan, 
maka eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan oleh Penerima Fidusia 
(Kreditur) karena harus menunggu sampai sengketa tersebut diputus oleh 
pengadilan.   
6. Ketentuan Hukum Tentang Eksekusi Putusan Hakim Yang Telah Memiliki  
Kekuatan Hukum Tetap & Hubungannya Dengan Sertifikat Jaminan Fidusia  
a. Pelaksanaan putusan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
(inkracht van gewisde) diatur dalam Reglement Indonesia Yang Diperbarui 
(HIR) yaitu dalam Pasal 195 s.d Pasal 224 dari Bab IX Bagian V.  
b. Pada dasarnya dalam perkara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan 





c. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika 
putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.   
d. Akan tetapi, ada kalanya pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan 
secara sukarela.   
e. Dalam hal pihak yang kalah tidak juga kunjung dengan sukarela menjalankan 
putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak 
yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan 
eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR yang menentukan:  
Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan 
itu dengan damai, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan, 
baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri 
yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu 
dengan Ketua Pengadilan Negeri menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan 
itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo 
yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang selamalamanya delapan 
hari.    
f. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri tersebut, yaitu selama-lamanya delapan hari, ternyata putusan 
tersebut masih juga tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, maka menurut 
Pasal 197 HIR Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang 
milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang 
tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk 
menjalankan keputusan itu.  
g. Dalam praktik perbankan, mengenai eksekusi Sertifikat Fidusia dapat terjadi 
hal-hal sebagai berikut:  
• Debitur mengakui bahwa dirinya tidak melunasi kredit yang diperoleh dari 
Bank (Kreditur) sesuai dengan perhitungan Bank, baik pokok maupun 
bunga dari kredit tersebut.  
• Debitur mengakui bahwa dirinya tidak melunasi kredit yang diperoleh dari 
Bank tetapi tidak menyetujui perhitungan Bank mengenai pokok maupun 
bunga dari kredit karena tidak sesuai dengan perhitungan yang dilakukan 





• Dalam hal Debitur secara sukarela mengakui bahwa dirinya cidera janji 
dan mengakui pula perhitungan Bank mengenai besarnya tunggakan 
utang Debitur, maka apabila Pemberi fidusia adalah Debitur sendiri 
kemudian dengan sukarela bersedia menyerahkan benda yang diikat 
dengan perjanjian fidusia kepada Bank (Penerima Fidusia), maka 
Penerima Fidusia (Kreditur) dapat melakukan eksekusi terhadap Sertifikat 
Fidusia atas kekuasaan sendiri (tanpa berkewajiban untuk mengajukan 
permohonan eksekusi tersebut kepada pengadilan).   
• Dalam hal Debitur mengakui dirinya cidera janji (wanprestasi) dan 
mengakui perhitungan Bank mengenai tunggakan utang Debitur, dan 
kemudian Pemberi Fidusia yang merupakan Pihak Ketiga (bukan Debitur) 
bersedia dengan sukarela menyerahkan objek fidusia kepada 
Bank/Kreditur yang merupakan Penerima Fidusia, maka juga Penerima 
Fidusia dapat melakukan penjualan objek fidusia tersebut (melalui lelang 
umum) dengan kekuasaan sendiri tanpa harus memohon eksekusi 
teresbut kepada pengadilan.  
• Dalam hal Debitur mengakui dirinya cidera janji dan mengakui 
perhitungan Bank mengenai tunggakan utang Debitur tetapi Pemberi 
Fidusia yang merupakan pihak ketiga (bukan Debitur) tidak bersedia 
dengan sukarela menyerahkan objek fidusia kepada Bank/Kreditur 
(Penerima Fidusia) karena alasan-alasan tertentu, misalnya karena 
antara Debitur dan Pemberi Fidusia terjadi perselisihan pendapat 
mengenai perjanjian antara Pemberi Fidusia dan Debitur berkenaan 
dengan pemberian benda yang dimilikinya sebagai objek fidusia, maka 
sudah barang tentu Penerima Fidusia tidak mungkin melakukan 
penjualan objek fidusia tersebut.  
• Dalam hal Debitur tidak mengakui dirinya cidera janji (wanprestasi) dan 
atau mengakui perhitungan Bank mengenai besarnya tunggakan utang 
Debitur dan apabila Debitur adalah Pemberi Fidusia, maka Debitur akan 
tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia secara 





• Dalam hal yang demikian, juga Debitur melarang Pemberi Fidusia yang 
merupakan Pihak Ketiga untuk tidak menyerahkan benda objek fidusia 
kepada Bank/Kreditur (Penerima Fidusia).   
• Dalam hal tidak terdapat perbedaan pendapat antara Debitur dan 
Kreditur, atau antara Debitur dan Pemberi Fidusia yang merupakan Pihak 
Ketiga, maka eksekusi jaminan fidusia lancar-lancar saja.   
• Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Debitur dan Kreditur, 
antara lain:   
(1) Mengenai belum jatuhnya waktu bagi Debitur untuk melunasi 
utangnya sebagaimana ditentukan dalam jadwal pelunasan utang 
sesuai dengan Perjanjian Kredit.  
(2) Debitur tidak sependapat dengan perhitungan Bank mengenai 
tunggakan kreditnya,  maka Debitur akan tidak bersedia 
menyerahkan kepada Penerima Fidusia (Kreditur) benda yang 
menjadi objek fidusia yang merupakan miliknya atau melarang 
Pemberi Fidusia yang merupakan Pihak Ketiga untuk menyerahkan 
objek fidusia tersebut kepada  
Bank/Kreditur (Penerima Fidusia).   
• Dalam hal terjadi hal yang demikian itu, maka terjadilah sengketa hukum 
sebagaimana dalam perkara yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut di 
atas.   
  
h. Tentang Pasal 15 UU No. 42/1999:  
• Pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 42/1999 
tentang irah-irah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang berbunyi “DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.   
• Selain itu Pemohon juga mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 
(2) UU No. 42/1999 yang menentukan “Sertifikat Jaminan Fidusia 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial 
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 





• Di dalam praktik perbankan, bunyi Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 
tersebut di atas tidak dimaknai oleh perbankan sebagaimana seharusnya.   
• Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tersebut yang seharusnya dimaknai: 
Apabila di antara Debitur dan Kreditur tidak terdapat perbedaan 
pendapat, sehingga Debitur menyetujui dirinya cidera janji (wanprestasi) 
dan mengakui perhitungan bank mengenai besarnya tunggakan utang 
Debitur, baik mengenai besarnya pokok kredit dan perhitungan bunga 
yang harus dilunasi oleh Debitur, maka Debitur akan menyerahkan 
dengan baik-baik benda yang menjadi objek jaminan hak fidusia, 
sehingga Kreditur (Penerima Fidusia) dapat melakukan penjualan objek 
fidusia (melalui pelelangan umum) atas kekuasaan sendiri.  
• Tetapi apabila antara Debitur dan Kreditur berselisih pendapat mengenai 
cidera janjinya Debitur dan mengenai besarnya perhitungan tagihan 
Bank/Kreditur, maka Bank/Kreditur hanya dapat melakukan eksekusi atas 
Sertifikat Fidusia melalui prosedur seperti halnya prosedur untuk 
mengeksekusi putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
(inkracht van gewijsde).   
• Artinya, Bank/Kreditur (Penerima Fidusia) tidak dibenarkan berbuat 
sewenang-wenang (yaitu tidak sesuai dengan ketentuan hukum)  
“melakukan perampasan” atau “penyitaan” objek fidusia tersebut dari 
Debitur atau Pihak Ketiga yang merupakan Pemberi Fidusia.   
• Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 dan 197 HIR, Bank/Kreditur (Penerima 
Fidusia) menurut hukum wajib mengajukan permohonan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi Sertifikat Fidusia 
sebagaimana menurut Pasal 196 dan 197 HIR tersebut di atas.   
• Apabila Bank melakukan sendiri penyitaan atas benda yang menjadi objek 
jaminan fidusia tanpa melalui Pengadilan Negeri, misalnya dengan 
menyuruh pegawainya yang bertugas sebagai juru tagih atau menyuruh 
debt collector untuk melakukan perampasan atau penyitaan objek 
fidusia, maka jelas Bank/Kreditur (Penerima Fidusia) telah melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum.   





Fidusia untuk melakukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH 
Perdata dan dan/atau melaporkan kepada kepolisian bahwa  
Bank/Kreditur (Penerima Fidusia) telah melakukan tindak pidana.   
• Perbuatan Bank/Kreditur (Penerima Fidusia) yang demikian itu jelas-jelas  
merupakan “perbuatan main hakim sendiri” atau melakukan 
“eigenrichting” yang merupakan tindakan sepihak yang hanya dapat 
dilakukan oleh merupakan Negara.   
• “Perbuatan main hakim sendiri” atau “eigenrichting” merupakan 
perbuatan yang dilarang di suatu negara hukum seperti Indonesia yang 
diancam dengan sanksi pidana.   
i. Setelah Ahli mempelajari berbagai ketentuan dalam UUD 1945, terutama 
mengenai ketentuan Indonesia sebagai negara hukum dan berbagai ketentuan 
dalam UUD 1945 terkait dengan Hak-hak Asasi Manusia, menurut ahli Pasal 15 
ayat (1) dan ayat (2) UU No. 42/1999 sama sekali tidak bertentangan dengan 
UUD 1945 terhadap pasal yang manapun dari UUD 1945.   
j. Namun dalam kasus Pemohon tersebut yang terjadi pelanggaran Penerima 
Fidusia yang telah melakukan eksekusi Sertifikat Fidusia yang tidak ditempuh 
dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 196 dan 197 HIR sebagaimana telah 
ditelah dikemukakan oleh ahli.   
k. Penerima Fidusia tidak boleh menugasi pegawainya atau menugasi debt 
collector sebagai kuasa bank untuk melakuan perampasan atau penyitaan 
terhadap objek fidusia yang masih berada ditangan Pemberi Fidusia.   
l. Pegawai Penerima Fidusia atau debt collector yang menjadi kuasanya hanya 
berhak untuk menyampaikan somasi kepada Debitur mengenai tunggakan 
kreditnya.   
m. Somasi merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh Kreditur dalam hal  
Debitur melakukan “cidera janji” atau “wanprestasi” sebagaimana hal 
tersebut ditentukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata sebagaimana bunyinya 
adalah: Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan 





ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan 
lewatnya waktu yang ditentukan.  
n. Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut di atas dikenal dalam hukum 
perdata sebagai ketentuan mengenai kewajiban Kreditur untuk mengirimkan 
somasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan terhadap Debitur yang 
cidera janji (wanprestasi) kepada Pengadilan Negeri, yaitu berupa surat 
perintah atau akta otentik untuk menyatakan Debitur telah lalai (cidera 
janji/wanprestasi).   
o. Menurut hemat Ahli, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tentang kewajiban 
Kreditur yang mengalami Debiturnya cidera janji (wanprestasi) diwajibkan 
untuk mengirim somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata 
merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangkan atau disimpangi 
dengan membuat klausul dalam perjanjian di antara mereka untuk Kreditur 
dibebaskan dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut. Dalam hukum 
perdata, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut merupakan hukum yang 
memaksa (dwingend recht).  
Patokan untuk menentukan apakah suatu ketentuan dalam hukum perjanjian 
yang diatur di dalam KUH Perdata adalah hukum pelengkap (aanvullend recht) 
dan hukum yang memaksa (dwingend recht) terletak pada sifat ketentuan 
tersebut.  
Suatu pasal dalam KUH Perdata merupakan ketentuan yang memaksa 
(dwingend recht) adalah apabila ketentuan tersebut bertujuan menjaga:  
• Ketertiban umum  
• Kesusilaan   
• Kepatutan  
Termasuk ketertiban umum adalah kepastian hukum.   
Termasuk di dalam kepatutan adalah keadilan dan kemanfaatan. Artinya, 
“sesuatu yang tidak adil” adalah “sesuatu yang tidak patut”.   
Tetapi “sesuatu yang tidak patut” tidak hanya terbatas berupa “sesuatu yang 
tidak adil”. Dengan kata lain, “sesuatu yang tidak patut” lebih luas daripada 
“sesuatu yang tidak adil”.   
Termasuk “sesuatu yang tidak patut” adalah “sesuatu yang merugikan”.  





tersebut di atas disimpangi atau disimpangkan dalam perjanjian di antara 
Kreditur dan Debitur, maka akan timbul keadaan yang tidak adil, merugikan, 
dan atau berat sebelah bagi Debitur.   
Sebaliknya penghapusan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut dapat memberikan 
peluang bagi Kreditur untuk dapat berbuat sewenang-wenang terhadap 
Debitur, termasuk melakukan “perbuatan main hakim sendiri” (eigenrichting) 
yang dilarang oleh undang-undang.   
Dengan demikian, klausul dalam perjanjian yang menghapus kewajiban 
Kreditur untuk tunduk pada Pasal 1238 KUH Perdata merupakan klausul yang 
bertentangan dengan undang-undang.   
Sehingga dengan demikian perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang 
tidak sah karena mengandung sebab yang terlarang, yaitu sebab yang 
dilarang oleh undang-undang, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1337 
KUH Perdata yang menentukan:  
Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau 
bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.  
Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata 
perjanjian yang dibuat dengan sebab yang terlarang tidak mempunyai 
kekuatan hukum. Sebagaimana diketahui Pasal 1335 KUH Perdata 
menentukan:  
Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang 
palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.  
7. Tentang Perbuatan Penerima Fidusia Melakukan Penarikan Objek Fidusia Yang Telah 
Dinyatakan Sebagai Tindakan Yang Salah Dan Merupakan Perbuatan  
Melawan Hukum   
a. Pemohon mengajukan pertimbangan hukum mengenai tidak patuhnya 
Penerima Fidusia terhadap putusan pengadilan yang telah memutuskan 
perbuatan Penerima Fidusia untuk menarik objek fidusia sebagai perbuatan 
melawan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam 
pertimbangan hukumnya, Pemohon mengemukakan antara lain:  
Bahwa jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model 
pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa Para Pemohon 
tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan pasal 
a quo, Para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara 





tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan 
merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan 
penarikan terhadap objek fidusia. [vide Bukti P-7] (cfm No. 33)  
b. Oleh karena ahli tidak memperoleh Bukti P-7 tersebut di atas, maka Ahli tidak 
dapat memastikan kebenaran hal tersebut. Namun apabila hal tersebut 
memang benar, maka perbuatan Penerima Fidusia yang tetap saja melakukan 
penyitaan terhadap objek fidusia sekalipun telah ada putusan pengadilan 
sebagaimana menurut Bukti P-7 tersebut jelas merupakan Perbuatan 
Melawan Hukum.   
Dengan demikian, Penerima Fidusia dapat dianggap secara hukum tidak 
menghormati keputusan pengadilan. Hal tersebut merupakan tindak pidana.   
[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu 
yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;  
3. PERTIMBANGAN HUKUM  
Kewenangan Mahkamah  
[3.1]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) 
huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah dengan 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan  
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap UUD 1945;  
[3.2]   Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji 
konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut UU 






Kedudukan Hukum  Pemohon  
[3.3]    Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta  
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang, yaitu:  
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang    mempunyai 
kepentingan sama);  
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
diatur dalam undang-undang;  
c. badan hukum publik atau privat;  atau  
d. lembaga negara;  
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus 
menjelaskan terlebih dahulu:  
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)  
UU MK;  
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh 
UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan 
pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;  
[3.4]   Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU- 
III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian 
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 
UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:  
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh  
UUD 1945;  
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 





c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 
akan terjadi;  
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian;  
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian 
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  
[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan 
syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan 
di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para 
Pemohon sebagai berikut:  
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya 
dalam permohonan a quo adalah Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 
yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:  
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999  
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai 
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap;  
  
Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999  
Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda 
yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.  
  
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, suami istri, menerangkan kualifikasinya dalam 
permohonan a quo sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang 
berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia (debitur) sebagaimana perjanjian jaminan 
fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 
(Bukti P-4). Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian atas penarikan atau 
eksekusi objek jaminan fidusia (mobil) oleh Penerima Fidusia (kreditur) yang 
dilakukan secara sewenang-wenang tanpa ada prosedur hukum dengan 
menggunakan debt collector walaupun Pemohon II telah secara aktif membayar 
cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan. Pemohon I dan Pemohon II 
telah jelas menguraikan kualifikasi maupun hak konstitusionalnya, khususnya 





1945, yang menurut anggapan mereka dirugikan oleh norma UU 42/1999 yang 
dimohonkan pengujiannya.   
Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya 
sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas 
menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma 
undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari 
adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang 
dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka 
kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian terlepas dari terbukti atau 
tidaknya inkonstitusionalitas norma UU 42/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah 
berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan 
a quo;  
[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan  a quo 
dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.  
Pokok Permohonan  
[3.7] Menimbang bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut 
UU 42/1999)  bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dengan dalil-dalil sebagaimana 
selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai 
berikut:  
1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) 
UndangUndang a quo, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan 
kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit 
terhadap Pemberi Fidusia (debitur). Adapun jaminan dan perlindungan kepastian 
hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan 
landasan dibentuknya UU 42/1999. Di mana UU ini lahir atas kebutuhan yang besar 
dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu 
diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu 
pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda.  
2. Bahwa menurut para Pemohon bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum 





eksekusi terhadap objek fidusia. Dengan menyamakan kekuatan eksekutorial 
Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap  
[vide Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999]. Oleh karena itu, dalam Sertifikat Jaminan  
Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA” layaknya sebuah putusan pengadilan [vide Pasal 15 ayat (1) UU 
14/1999];  
3. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang a quo, disatu sisi 
telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (kreditur) untuk 
menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, 
dalam hal debitur cidera janji. Namun pada sisi yang lain pengaturan dalam pasal  a 
quo, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima 
Fidusia (kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta 
merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya 
dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar 
hak Pemberi Fidusia (debitur);  
4. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan pasal a quo, justru luput untuk 
memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama di 
hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia 
(debitur). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan 
Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, mekanisme 
dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk menentukan 
tindakan cidera janji debitur.  
5. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang       a 
quo, khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan 
putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab menurut para  
Pemohon keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan 
putusan pengadilan” dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. Pertama, 
ketentuan a quo memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia 
(kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam 
hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan 
secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi 





wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia 
seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon. [vide Bukti P-6]  
6. Bahwa menurut para Pemohon model pemaknaan Kedua, frasa “kekuatan 
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa 
apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama 
seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi 
terhadap putusan pengadilan. Oleh karenanya menurut para Pemohon materi 
muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, seharusnya tidak 
berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan 
“putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa 
mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar 
sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan 
hukum tetap. Sehingga kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU 
42/1999 tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum 
(legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice), karena lebih cenderung 
melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen 
(pemberi fidusia);  
7. Bahwa menurut para Pemohon mestinya, dengan mempersamakan “sertifikat 
fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap”, maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya 
dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dengan 
terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR);  
Pasal 196 HIR  
“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan 
itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik 
dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang 
tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua 
menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya 
ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang 
selama-lamanya delapan hari”.  
  
8. Bahwa menurut para Pemohon  model pemaknaan Ketiga, frasa “kekuatan 





apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan 
atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki 
kekuatan hukum mengikat. Sebab jika ada kepastian hukum atas pertanyaan 
sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa 
para Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas 
pemaknaan pasal a quo, para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek 
fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan yang 
menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah 
dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan 
penarikan terhadap objek fidusia. [vide bukti P-7] dan [vide Bukti P-8]  
9. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan  sebagaimana yang disebutkan dalam 
Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 juga telah memberikan hak eksklusif 
kepada kreditur untuk melakukan eksekusi objek fidusia bahkan kedudukannya 
sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tanpa mekanisme dan 
prosedur penilaian yang jelas dalam melihat tindakan debitur yang dinilai “cidera 
janji”. Sedangkan pemberi fidusia (debitur), tidak diberikan mekanisme hukum yang 
setara untuk menguji kebenarannya;  
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon agar 
Mahkamah Konstitusi menyatakan:  
a. Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa  
“kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala 
mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat 
Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan 
eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;  
b. Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa 
“sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan 
pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka 






c. Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa 
“cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan 
adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia 
(kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau 
paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan 
pengadilan berkekuatan hukum tetap”;  
[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah 
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-
8 dan mengajukan seorang orang ahli, Tulus Abadi, yang telah didengar dan dibaca 
keterangannya dalam sidang tanggal 24 April 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat 
pada bagian Duduk Perkara).  
[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Dewan 
Perwakilan Rakyat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2019.  
[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden 
(Pemerintah) dalam sidang tanggal 11 April 2019 dan membaca keterangan tertulis 
Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2019. Selain itu 
Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden (Pemerintah) 
pada persidangan tanggal 13 Mei 2019, yaitu Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H. dan 
Aria Suyudi, S. H., L.LM, (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk 
Perkara).  
[3.11] Menimbang bahwa dalam persidangan  Mahkamah telah didengar 
keterangan ahli yang dihadirkan atas permintaan Mahkamah Konstitusi yaitu 1 (satu) 
orang ahli, yaitu Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb pada persidangan tanggal 
13 Mei 2019 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);  
[3.12] Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca secara saksama 
permohonan para Pemohon dan keterangan para pihak beserta bukti-bukti yang 
diajukan, pada intinya permohonan a quo  menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) 
dan ayat (3) UU 42/1999 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 





para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, penting 
bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:  
1. Bahwa pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 
dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian tersebut dalam 
Jaminan Fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
2. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada pemegangnya, yang artinya penyerahan benda jaminan secara 
constitutum posseisorium, di mana penyerahan kepada penerima fidusia (kreditur) 
adalah hak milik atas benda atas dasar kepercayaan, sedangkan fisik benda yang 
menjadi objek jaminan tetap ada pada pemberi fidusia (debitur).   
3. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dengan 
perjanjian utamanya yang artinya bahwa perjanjian pokoknya adalah berupa 
perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang 
sepanjang yang menjadi objek perjanjian fidusia adalah benda bergerak, baik 
berwujud atau tidak berwujud maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan 
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.  
4. Bahwa Jaminan Fidusia mengandung asas preferensi artinya kreditur penerima 
fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya (asas 
droit de preference) di samping itu juga melekat asas bahwa Jaminan Fidusia tetap 
mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda 
tersebut berada (asas droit de suite atau zaaksgevolg) serta asas bahwa Jaminan 
Fidusia adalah asesoritas yang artinya Jaminan Fidusia merupakan perjanjian 
ikutan.   
5. Bahwa Jaminan Fidusia mengandung syarat publisitas yang bersifat mutlak atau 
absolut yang artinya bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan mengikat dan 
bersifat eksekutorial setelah didaftarkannya perjanjian fidusia tersebut dan telah 
dikeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah “DEMI 





terhadap sertifikat jaminan fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama 
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati prinsip-prinsip perjanjian  
Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan tersebut dalam Paragraf [3.12]  selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi 
syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari undang-undang, dalam konteks UU 
42/1999, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek 
hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia 
tersebut;  
 Bahwa perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak pemberi hak fidusia yang dalam 
hal ini disebut sebagai debitur dan pihak penerima hak fidusia yang dalam hal ini disebut 
sebagai kreditur. Pemberian hak fidusia tersebut oleh debitur kepada kreditur sebagai 
jaminan adanya hubungan hukum utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok dengan 
tujuan agar kreditur mempunyai jaminan hak tagih dalam pemenuhan pembayaran 
utang debitur yang dapat dilakukan dengan cara melakukan eksekusi terhadap barang 
jaminan tersebut. Salah satu karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya 
penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitur kepada kreditur 
sehingga secara yuridis seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitur 
sesungguhnya sudah beralih menjadi hak milik kreditur, sementara itu penguasaan 
secara fisik terhadap barang jaminan tersebut tetap berada pada debitur berdasarkan 
asas kepercayaan.   
 Bahwa lebih lanjut, apabila dicermati perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah 
benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan 
subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur dan 
debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan 
seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan 
objek hak tanggungan. Dengan identifikasi terhadap persoalan perjanjian Jaminan Fidusia 
tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sejauh mana Undang-Undang 
Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian 
jaminan fidusia telah bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum baik 
kepastian hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian 
fidusia dan objek yang menjadi Jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut.  
[3.14] Menimbang bahwa untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam 
menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan  bentuk 
perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap 
pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk juga objek 
yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi 





terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon 
yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Norma yang termuat 
dalam pasal  a quo merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, 
dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan 
eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan 
fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, 
baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.   
 Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU  
42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan 
“mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan 
eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya 
gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama 
sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 
ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat 
fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, 
karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam 
hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, 
dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima 
fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia 
dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada 
pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah 
dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
 Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas 
nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam 
norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian 
perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian 
fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam 
bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat 
dalam pasal  a quo,  yaitu “titel eksekutorial” maupun  
“dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolaholah sama 
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima 
fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. 
Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan 
kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya 
juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat 
kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan 





wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” 
secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa 
memberikan kesempatan kepada deditur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan 
dan atau pembelaan diri.  
[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak adanya 
perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia 
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, penting bagi Mahkamah untuk 
mengaitkan hal tersebut dengan prinsip adanya penyerahan hak milik objek jaminan 
fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia. 
Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut 
mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata 
menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia 
(debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada 
dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi 
perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam 
“keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak 
debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian 
merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide 
Pasal 1320 KUHPerdata).  
 Bahwa dengan mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 
konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel 
eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap” telah ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara 
sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap 
objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindahnya hak kepemilikan objek fidusia 
tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan 
terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Sebagai konsekuensi 
logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak 
fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-
wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik 
maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang 
acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur.   
[3.16]  Menimbang bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan di atas sesungguhnya 
telah tampak adanya persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 
42/1999, oleh karena Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 berkait langsung dengan Pasal 15 ayat 
(3) UU 42/1999, selain karena permohonan para Pemohon        a quo  juga mendalilkan 
kaitan demikian dalam permohonannya, maka Mahkamah akan mempertimbangkan 
terlebih dahulu konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999.    
 Bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata ketentuan yang diatur dalam 
norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur 





yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia 
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana 
substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999.   
 Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya 
unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima 
fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas 
kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi 
dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma 
Undang-Undang a quo. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa 
konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya 
pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya 
kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual 
benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dengan 
demikian, telah ternyata bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, 
juga terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan 
dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang  substansinya diatur dalam 
norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan 
tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia 
(debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran 
yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman 
debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada 
timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada 
di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan 
sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan 
kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang 
wajar.   
[3.17] Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata 
cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia 
(debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur 
untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping 
sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang 
mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, 
dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh 
penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal 
demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang 
diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, kalaupun sertifikat fidusia 
mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana 
sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-
cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan 
eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan 
kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus 
dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR 





“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu 
dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan 
lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada 
ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh 
memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi 
keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya 
delapan hari”.  
 Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan 
karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau 
penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat 
melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, 
demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara 
pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari 
timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat 
kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat 
melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan 
pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka 
rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk 
dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) 
mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak 
menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia 
(kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).  
 Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia 
(debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela 
menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi 
kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan 
eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana 
pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan 
keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam 
perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi 
sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada 
pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) 
dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.   
[3.18] Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas 
telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU 
42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional 
sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan 
tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan 
secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur 
hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan 
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya 





“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar 
kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang 
menentukan telah terjadinya cidera janji”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan 
dalam amar putusan perkara a quo;  
 Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan 
perkara a quo tidaklah serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk 
memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian 
fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah a quo. Dengan 
demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada 
kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan 
negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. Bantuan demikian sudah 
merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 
perkara perdata pada umumnya.  
[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa 
“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap” dalam  norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 
15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan 
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak 
terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan 
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan 
dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat 
dalam Pasal 15 ayat (2) UU  
42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan 
tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang 
menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam 
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan 
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, 
sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara      a quo. Oleh 
karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam 
ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a 
quo;   
[3.20] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan 
inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 dapat dibenarkan 
oleh Mahkamah, namun oleh karena pemaknaan terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” 
dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” 
sebagaimana yang termuat dalam norma Pasal 15 ayat (2)  UU 42/1999 dan frasa “cidera 
janji” sebagaimana yang termuat dalam  Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, seperti halnya yang 





memaknai frasa-frasa dalam norma-norma dimaksud. Oleh karena itu Mahkamah 
berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk 
sebagian.  
[3.21] Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian Mahkamah di dalam 
memaknai ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dan Penjelasan Pasal 15 ayat 
(2) UU 42/1999, sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf [3.18] dan Paragraf [3.19] 
di atas, maka terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon selebihnya dipandang tidak 
relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.   
4. KONKLUSI  
 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah 
berkesimpulan:  
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;  
[4.2] Para Pemohon memiliki  kedudukan  hukum  untuk  mengajukan  permohonan 
a quo;  
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.   
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).  
 
5. AMAR PUTUSAN  
Mengadili:  
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa 
“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 





Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada 
kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan 
menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala 
mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan 
Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;  
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa 
“cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara 
sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan 
debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera 
janji”.  
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan 
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap 
jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur 
keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, 
maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi 
Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan 
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap”;  
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya;  





Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan 
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, 
Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. 
Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada 
hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 
pada hari Senin, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh, selesai 
diucapkan Pukul 13.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman 
selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny 
Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai 
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang 
mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.  
KETUA,  
ttd.   
Anwar Usman  
  
ANGGOTA-ANGGOTA,  
ttd.   
Aswanto   
ttd.   
Suhartoyo   
 ttd.  
I Dewa Gede Palguna  
ttd.   
Enny Nurbaningsih  
ttd.  
Arief Hidayat  
ttd.   
Manahan MP Sitompul  
ttd.  
Saldi Isra  
ttd.  
Wahiduddin Adams  
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